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ABSTRAK

Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek dalkiemasan Dagang (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung No 37/ Pdt.Sus/2010)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian ysimdirmatif dengan memakai data
primer dan data sekunder. Data primer adalah datg yiperoleh langsung dari
objek penelitian dan data sekunder terdiri daritsemipahan hukum primer, sumber
bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Permasalahg dibahas dalam skripsi
ini adalah perlindungan merek dalam kemasan dagdagek sebagai suatu tanda
pemasaran dan periklanan memberikan informasi nterte kepada konsumen.
Dengan demikian produsen harus menjaga reputasekmg sebaik mungkin
karena reputasi bagus merupakan faktor yang memhkaoasumen menjadi
pelanggan produknya. Kemasan suatu merek produkpomgrai peranan penting
untuk meningkatkan penjualan dan dapat dipakai gseb@aedia pengenalan dan
informasi bagi konsumen. Hal ini menambah pentiagkgmasan, yaitu untuk
membedakan asal-usul barang dan kualitasnya. Apédrijadi tidakan persaingan
usaha curang dengan cara meniru kemasan dagarsginken yang tadinya percaya
akan kualitas bagus merek menjadi kecewa kareng@darunan kualitas barang
yang diperdagangkan tersebut. Pada akhirnya, mpuotarek tersebut menjadi
hancur akibat tindakan-tindakan pelanggaran yangugiean pemilik merek.
Dalam kasus ini penulis ingin meninjau kasus pejar@gn merek yang terjadi,
dimana terjadi persamaan pada pokoknya dalam sudamasan dagang.
Pemboncengan reputasi dapat mencakup perlindupaekaging kemasan yang
termasuk dalam perlindungan merek.

Kata Kunci:

Perlindungan Merek, Persaingan Usaha, Pemboncétgautasi, Kemasan
Dagang
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ABSTRACT

Title: Juridical Review on the Trademark Protectfor Trade Dress (Case Study
of the Supreme Court Decision No. 37 / Pdt.Sus/p010

This study applying a normative juridical reseansthod using primary data and
secondary data. Primary data are data obtainedtlgifeom the object of research
and secondary data consists of primary source legdeérials, secondary source
material and tertiary source material. This thesismainly discussed about
trademark protection on trade dress. Brand asraddigharketing and advertising to
provide certain information to consumers. Thus, of@acturers must maintain its
brand reputation as possible because a good repuiata factor that makes the
consumer buys the product. Packaging a productdbpéays an important role to
increase sales and can be used as a medium odluotron and information for
consumers. This adds to the importance of packagumich is to distinguish the
origin of goods and quality. In the event of an @ictinfair competition by copying
trade dress, consumers who once believed in thd goality of the brand to be
disappointed because there is degradation in thaditguof the goods traded.
Ultimately, the reputation of the brand ruined layi@ns that harm the brand owner
violations. In this case the authors wanted toawwvihe cases of brand infringement
occurring, where there is equality in principle artrade dress. Passing off can
include packaging protection packaging is incluaethe brand protection.

Keyword:

Brand Protection, Bussines Competition, Passing D#de Dress.

viii

Tinjauan yuridis ..., Tomy Pasca Rifai, FH Ul, 2011



DAFTAR IS

HALAMAN JUDUL ..o e e e i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS ... il
LEMBAR PENGESAHAN.....co e e iii
KATA PENGANTAR. ..o e e e e e e s \Y
LEMBAR PERSETUJUANPUBLIKASI KARYA ILMIAH ......coiiiiieeee Vi
AB S T R AK e ——— e vii
AB ST R A CT oo e aaeeeeeaae viii
DAFT AR IS e et e et e e aeee IX
BAB | PENDAHULUAN
A, Latar BelakKang .......oooooiiiiiiiiiiiiieeeee e 1
B. Perumusan Masalah.............cccooeiiiiiiiciiee 8
C. (B SN0 N B A .. O S ................... 9
D4 NEEER PORMISEn. ... Wu— ... JSS—. . b ............. 10
ERERS SIS RN U TSR .. 0.0 ...y, ... 12
BAB Il Tinjauan Hukum Merek Indonesia
A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual.................cccc..... 14
1. Filosofi Dasar Hak Kekayaan Intelektual.......................... 14
2. Konsepsi Sistem Hukum HKI.............cccimei e 15
3. Konsep Pemberian HKI......... oo, 17
B. Tinjauan Terhadap Hak Atas Merek.................ccoo i i iimnns 22
1. Sejarah Pengaturan Hukum MerekK...........cccovvviiiiienn. 22
2. Pengertian MereK.....oae oo, 30
3. Persyaratan Pendaftaran Merek..................................31
4. Sistem Pendaftaran Merek.......coooeoviiiiiiiiiiiiiine i, 36
5. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar................... 42
6. Perlindungan Merek Terkenal..............ccoooi e, 43
7. Penghapusan Merek Terdaftar..............ccoooiiiiiie i, 45
8. Pembatalan Merek Terdaftar..............cooviiiiiiiianes 51
BAB Il Pembahasan
A. Perlindungan Merek terhadap Persaingan Curang..................... 53
B. Tinjauan Umum Atas Pemboncengan Reputasi DalamkMere... 59
C. Pengaturan Pemboncengan Reputasi dalam UU Merek.200... 67
D. Trade Dress Dalam Pemboncengan Reputasi.......................7.1.
BAB IV Analisa
A. Perkara Merek Beras Rojo Lele.........ccooiiiiiiiiiiiiiiieaen, 80
B, ANALISA. ..ot 85
iX

Tinjauan yuridis ..., Tomy Pasca Rifai, FH Ul, 2011



BAB V PENUTUP

A, KESIMPUIAN ...
B.  SaAraN. ..

DAFTAR REFERENSI ...
LAMPIRAN

Tinjauan yuridis ..., Tomy Pasca Rifai, FH Ul, 2011



BAB I
PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Semakin pesatnya arus Informasi dan perkembangstin perdagangan
telah membawa perubahan terhadap cara promosi lpmdduk perdagangan.
Media promosi tersebut berkembang seperti melalyitadl blog dan website.
Seiring dengan meningkatnya persaingan dagang,knsefeagai tanda pengenal
hasil industri barang tersebut menjadi semakin ipgntkonsumen mengingat
berdasarkan pengalaman dan pengenalan terhadag suatel barang sehingga
merupakan salah satu faktor penentu pembelian.

Merek sebagai suatu tanda pemasaran dan periklamamberikan
informasi tertentu kepada konsumen. Dengan demigradusen harus menjaga
reputasi mereknya sebaik mungkin karena reputagismerupakan faktor yang
membuat konsumen menjadi pelanggan produknya. Pékegan periklanan
semakin meningkat dengan kemajuan internet sehinugg@asaran dengan
mudahnya meluas tak hanya nasional tapi juga iasesnal. Merek apabila
didukung media periklanan dapat menstimulasi pesmam barang oleh konsumen
sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen atatuprbarang dan/ atau jasa
yang dihasilkannya.

Pengaturan mengenai hak merek telah ada semenjgik masa Hindia
Belanda yaitu dengan dikeluarkannya undang-undaaig rhilik perindustrian
yaitu dalam “reglement industriele eigendom kolohiestb 1912-545 jo Stb.
1913-214 kemudian diperbaruhi dan diganti dengadadg-Undang Nomor 21
tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek agaam. Adapun
pertimbangan lahirnya Undang-undang merek ini ddalatuk melindungi
khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang mamskatu merek yang sudah
dikenalnya sebagai merek barang-barang yang berbaiku Selain itu, Undang-

undang Merek 1961 juga bermaksud melindungi pempkaiama dari suatu

Universitas Indonesia
Tinjauan yuridis ..., Tomy Pasca Rifai, FH Ul, 2011



merek di Indonesid.Kemudian diganti dengan undang-undang nomor 1@ntah
1992 tentang merek dan diubah dengan Undang-undamgpr 14 tahun 1997
tntang perubahaan undang-undang nomor 19 tahunt&@®&hg merek dan pada
tahun 2001 diganti pula dengan Undang-undang ndrbotahun 2001 tentang
merek.

Hak atas merek adalah hak ekslusif yang diberideh aegara kepada
pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Merek Wmuntuk jangka waktu
tertentu dengan menggunakan sendiri akan lain,nterskbut atau memberikan
izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kk@ggzara tegas dinyatakan
lain, yang dimaksud dengan pihak dalam Undang-Ugdavierek adalah
seseorang, beberapa orang secara bersama-samahaat@u hukum. Hal ini
berarti satu merek dapat dimiliki oleh satu orareudebih atau badan hukum.
Bahkan menurut penulis walaupun dalam Undang-undaetek tidak secara
tegas menentukan bahwa satu merek dapat dimildaraebersama-sama oleh
lebih dari satu badang hukum, hal tersebut tetgerdolehkan karena status
hukum dari suatu badan hukum adalah sama dengag.ora

Hak merek dinyatakan sebagai hak ekslusif karenl& texsebut
merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknga diberi hak untuk
menggunakan sendiri atau memberi izin kepada ol@nguntuk menggunakan
sebagaimana ia sendiri mengunakannya. Pemberianoieh pemilik merek
kepada orang lain ini berupa pemberian lisensinyakemberikan izin kepada
orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakarek tersebut sebagaimaan
ia sendiri menggunakannya.

Konsep dasar pemberian hak atas merek adalah balenek termasuk
obyek hak kekayaan intelektual di bidang indu§ebagai hak milik yang timbul
atau lahir karena kemampuan intelektual manusialmetiaya cipta dan karsa,

yang untuk menghasilkannya memerlukan pengorbaeaagt, pikiran, waktu

! Rachmadi Usmamjukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan ®imensi
Hukumnya di Indonesi&et. 1 (Bandung: P.T. Alumni, 2003), him. 306.

2 Ahmad Miru,Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undamerek,cet.
1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hm.
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dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan memaiunijai> Melalui merek,
pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminarkakétas barang dan/ atau
jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan pewsaitigonkurensi) yang tidak
jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk ydegmaksud membonceng
reputasinya.

Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapatiormag
pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempegrtimyitu dan kualitas
barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagayggng pada akhirnya
tidak hanya menguntungkan pengusaha/produsen,i tgig@ menguntungkan
konsumen, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapipbisaingan itu sudah
sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yangesasaha menjatuhkan
lawannya untuk kepentingan sendiri tanpa menginaatkerugian yang diderita
oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari kebkan suatu kompetitif yang
menjurus pada pelanggaran hukum.

Pelanggaran merek pada dasarnya didorong oleh ikemguntuk
memperoleh keuntungan dalam perdagangan barangbyasenya menggunakan
merek terkenal. Perdagangan barang merek terkepat aku dipasaran sehingga
sudah tentu akan mendatangkan keuntungan relatdr b@galam waktu relatif
cepat. Merek terkenal biasanya mempunyai stigm#udualitas tertentu dalam
masyarakat. Akibatnya, timbul kecenderungan badagang tertentu untuk ikut
memperoleh keuntungan dengan membonceng pada nterednal , tetapi
dengan cara melanggar hukdriientu saja dalam hal ini, masyarakat dirugikan
karena dikecoh dan dikelabui mengenai suatu prgedog mereknya ditiru.

Seluruh perbuatan itu sangat merugikan pemilik fndfarena akibat dari
persaingan tidak jujur akan mengurangi omzet pdajugaehingga mengurangi
keuntungan yang sangat diharapkan dari mereknyg gadah terkenal akan
kualitasnya. Bahkan dapat menurunkan kepercayaayarakat terhadap suatu
merek. Konsumen yang tadinya percaya akan kuafitasek menjadi kecewa

% Venantia Sri Hadiariantlemahami Hukum Atas Karya Intelektuakt.1 (Jakarta:
Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010), him. 56.

* Abdukadir MuhamagdKajian hukum ekonomi hak kekayaan intelektcei,1,
(Bandung:citra aditya bakti, 2001), him. 230.
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karena ada penururnan kualitas barang yang dipsng&gn tersebut. Pada
akhirnya, reputasi merek tersebut menjadi hancubaaktindakan-tindakan

pelanggaran yang merugikan produsen pemilik merek.

Pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga sargyaigikan konsumen
karena konsumen akan memperoleh barang-barang jasau yang biasanya
mutunya rendah dibandingkan dengan merek asli yaigh terkenal tersebut,
bahkan adakalanya produksi palsu tersebut membkdayeesehatan dan jiwa
konsumen. Dilihat dari fungsi merek menurut P.CD@rmawan yaitu :

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungstuknmenunjukan
bahwa suatu produk bersumber secara sah pada so@twsaha dan
karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikediwa produk itu
dibuat secara professional

2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsbagai jaminan
kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-roéugengsi

3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesam akenjadi kolektor

produk tersebut.

Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya perlinduhg&um atas merek
semakin berkembang dengan pesat setelah banyakaypg gang melakukan
peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdaganganakin maju, serta alat
transportasi semakin baik. Keadaan seperti iniamdgrah pentingnya merek,
yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan ksalita juga menghindarkan
terjadinya peniruan terhadap suatu merek. Peniraaeringkali dilakukan secara
diam-diam yang dalam hal ini penulis ingin meningeniruan kemasan suatu
produk.

Black law dictionary edisi kesembilan mendefinisikeonsep similiarity
adalahThe resemblance of one trademark or copyrightedkviworanother. How
closely a trademark must resemble another to amtwimfringement depends on

the nature of the product and how much care the&ypuyer would be expected

® Ok. Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektuct. 6, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2007), him. 359
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to take in making the selection in that particutaarket. It is a question of overall
impression rather than an element-by-element comparof the two marks.
Pengertian ini dalam Hukum Indonesia menjadi pessampada pokoknya yang
menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tab0@l adalah yang
dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalamipamiang disebabkan
oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Mygamak satu dan Merek yang
lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persaia&nmengenai bentuk,
cara penempatan, cara penulisan atau kombinasraaotasur-unsur ataupun
persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam mernerigzsebut.

Kemasan suatu merek produk mempunyai peranan penfimuk
meningkatkan penjualan. Kemasan dapat juga dips{zagai media pengenalan
dan informasi bagi konsumen. Dapat dikatakan kemeamdalah salah satu
promosi yang efektif sehingga harus dibuat semkmatngkin. Oleh karena itu,
kemasan kini bukan hanya berfungsi untuk melindwag membungkus suatu
produk , tapi juga member kesan emosional atas swatuk. Misal produk yang
awet, berkualitas dan tahan sehingga menimbulleya darik bagi konsumen.
Dengan demikian, merek sangat penting dalam dusriglgnan dan pemasaran
karena masyarakat sering mengaitkan imej, kuaditas reputasi barang dan jasa
dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat mengdiy&an yang sangat
berharga secara komersial. Merek suatu perusahaamglgli lebih bernilai
dengan asset riil perusahaan tersébut.

Dalam kasus ini penulis ingin meninjau kasus pedangn merek yang
terjadi, dimana terjadi persamaan pada pokoknyaniagambar suatu kemasan
dagang. Contohnya ditemukan beras yang jenis dalitasnya tidak sesuai (lebih
rendah) dengan merek yang tertera pada karung famhadi salah satu pasar
tradisional Kota Bekasi, dalam inspeksi mendadakiak3 yang dilakukan
Disperindagkop baru-baru ini. Kepala Bidang Perdgga Disperindagkop Kota
Bekasi, M. Ridwan, membenarkan jika pihaknya semmpamemukan agen yang
menjual beras dengan isi yang berbeda yaitu kemgaamerupakan modifikasi

Rojo Lele, tetapi isinya Ramos Setra. Pihaknya jogmnyita satu karung beras

® Tim Lindsey, editHak Kekayaan Intelektual,: Suatu Pengantat,2,(Bandung:
alumni, 2003), him. 130.
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berukuran 20 kilogram dan satu unit alat jahit karuberas. Diduga kuat,
pedagang melakukan tindak penipuan konsumen dengagisi beras berkualitas
rendah ke dalam kemasan bermerek Rojo Lele yakgrtar memiliki kualitas
bagus. la mengakui, sebagai konsumen, masyaraket hsa membedakan ciri-
ciri beras kualitas bagus dengan kualitas sedaag latalitas rendah. Dengan
demikian, setidaknya konsumen tidak akan tertigth Gemasannya.

Secara umum, jangkauan pengertian itikad tidak, bai#iputi perbuatan
"penipuan”. Termasuk juga rangkaian yang "menyesatirang lain. Meliputi
juga tingkahlaku yang mengabaikan kewajiban hukumtuku mendapat
keuntungan. Atau bisa juga diartikan melakukan ye&tdn yang tidak dibenarkan
secara sadar untuk mencapal suatu tujuan yang jigakDalam pengkajian
Merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mapgkmembajak atau
membonceng kemasyuran merek oramg lain, dianggamiatan @
= Pemalsuan (fraud)
= Penyesatan (deception,misleading)

= Memakai merek orang lain tanpa hak (unauthorizej u

Setiap perbuatan Pemalsuan, penyesatan atau memakegk orang lain
tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungaekmdikualifikasi sebagai
Persaingan curang,serta dinyatakan sebagai perbusacari kekayaan secara
tidak jujur .Batasan definisi bagi trade dress merujuk pada penampilan
kemasan suatu produk yang akan dijual, yaitu melgentuk, ukuran dan warna
kemasan, desain lebelnya bahkan desain dari pribdidendiri. Trade dress itu
perlu untuk lebih menentukan bukan semata-mata ilamplari suatu barang
tetapi juga meliputi sistem perdagangan yang inbwdn bahkan mungkin
termasuk strategi khusus dalam menjalankan bishrade dress meliputi
keseluruhan bentuk visual dan image yang ditampilgeh seorang pedagang

kepada konsumennya.

” http://bataviase.co.jdVarga harus teliti saat beli beras,
http://bataviase.co.id/node/3378%Hunduh tanggal 12 April 2011

® http://www.hukumnews.com/tips/39-opini/211-penegakan-hukum-dibidang-merek-

dan-permasalahanya.html, diunduh tanggal 12 April 2011
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Walaupun dalam kenyataanya banyak pendaftaramegeek 2 (dua) atau
3 (tiga) dimensi yang sudah diterima dalam UU Merakan tetapi ruang lingkup
pendaftaran merek dagang seperti itu sangat taroata bahkan terkesan adanya
suatu ketidak pastian mengenai ruang lingkup peéadafya dan
perlindungannya. Atas dasar ketidak pastian ini anaémilik merek cenderung
mencari perlindungan atas kombinasi unsur merekmagaitu bentuk dan/ atau
aspek kemasan dan atau warna secara terpisah el@k kata atau label. Karena
pada prakteknya sekarang, banyak permohonan meagk) yada proses
permohonannya hanya mengklaim hanya sebagai matak-kdengan huruf biasa
( tanpa warna, bentuk, maupun kemasan) tetapi paataproduk itu dilempar ke
pasaran, ternyata merek kata itu memiliki bentukufuvarna maupun warna
kemasan yang sama dengan produk orang lain yamjusaiya sudah memiliki

atau memasarkan produknya dengan seperti itu kegas

Manfaat perlindungan terhadap karya intelektual atlagilihat dari
beberapa sudut kepentingan. Bagi penghasil kangdektual, guna melindungi
investasi dalam bentuk waktu, tenaga dan pikiramgyielah dicurahkan dalam
menghasilkan karya intelektual agar mereka dapanhikmati pendapatan
ekonomis dan keuntungan dari komersialisasi heaiy&k intelektualnya. Bagi
pelaku usaha, dapat dimanfaatkan sebagai alat mmemkbangun daya kompetisi
usaha. Sistem Haki sebenarnya merupakan monopuaiididerikan negara untuk
menggunakan suatu karya intelektual untuk jangk&twdertentu dan cara
tertentu.. Bagi Masyarakat luas, secara tidak lamgsmendapatkan manfaat
berupa tersedianya produk-produk yang lebih bagkjhl berkualitas dan lebih
kompetitif dari berbagai hasil inovasi yang diprksiuoleh para pelaku usaha

tersebuf’

° Helianti Hilman, “Manfaat Perlindungan Terhadapyéalntelektual Pada Sistem
HaKI” dalamHak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannyakdrta: Pusat Pengkajian
Hukum, 2005) . him. 5
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B. Pokok Permasalahan

Adapun permasalahan yang ingin dipecahkan lewatligan skripsi ini

adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak ateaskndalam
kemasan dagang

2. Bagaimanakah penerapan prinsip persamaan p&dikm@ dalam
kemasan dagang

3. Bagaimanakah Penerapan hukum merek terkagatieka SURAJIA IKAN
LELE VS HSBM

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai pétulis melalui penulisan

skripsi ini adalah:
1. Mengetahui dan memahami sejauh mana perlindungamiterhadap

hak atas merek menurut undang-undang no. 15 tab@mt2ntang merek
2. Mengetahui Penerapan prinsip persamaan pada pokalaigm kemasan

3. Mengetahui penerapan hukum merek dalam kasus RRAAN LELE VS
HSBM
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D. Definisi Oprasional

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta aenepma hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau m&arbein
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-persédatmenurut

peraturan perundang undangan yang bert&ku.

2. Merek menurut Undang-undang No 15 Tahun 2001 ad@ada yang
berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angsunan warna,
atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang nikndbya pembeda

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan baramgpat’

3. Merek dagang menurut Undang-undang No 15 Tahun 2fifdlah Merek
yang digunakan pada barang yang diperdagangkan selséorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukiuk

membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

4. Persamaan pada pokoknya menurut Pasal 6 ayat (IN@QUL5 Tahun
2001 adalah yang dimaksud dengan persamaan padkryek adalah
kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-ureswy ynenonjol antara
Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapatimimrikan kesan
adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara peteampara penulisan
atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamagm ucapan yang

terdapat dalam merek-merek tersebut.

5. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajuleamghonan yang
berasal dari negara yang tergabung daRaris Convention for the

Protection of Industrial Propertatau Agreement Establishing the World

9 |ndonesia AUndang-Undang Hak CiptaJU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85, Tahun
2002, Ps. 1 butir 1.

™ Indonesia BUndang-Undang Tentang MereldU No. 15 Tahun 2001, LN No 110,
TLN No 4131 Tahun 2001, Ps. 1 Butir 1.
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Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal
penerimaan di negara asal merupakan tanggal psodt negara tujuan
yang juga anggota salah satu dari kedua perjainjiaselama pengajuan
tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telabnditkan berdasarkan

Paris Convention for the Protection of Industriaioperty.*?

6. Similarity adalah suatu kemiripan antara merek-tet@gang. Seberapa
dekat suatu merek dagang menyerupai merek dagamy lg&n, untuk
dapat dikatakan pelangaran tergantung dari sifatardgproduk dan
seberapa besar pembeli akan mengambil barang agair persebut. Jadi,
lebih diutamakan kesan yang timbul daripada mengkgm unsur-unsur
pembanding antara dua merék.

E. Metode Penulisan

Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum priragu peraturan
perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupg juwkal dan data dari
internet, serta bahan hukum tersier berupa kamata {2ang dipakai adalah data
sekunder berbentuk hasil wawancara, peraturan gangaundangan dan buku-
buku.

A. Bentuk penelitian
Untuk menjawab permasalahan permasalahan dalamn giedaelitian ini,
digunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif, karetalam penelitian

ini melihat pada asas dalam hukum khususnya asashagum tertulis?

B. Berdasarkan tipologinya

* |bid.Ps 11
13 Brian A. GarnerBlack law dictionaryedisi ' West Group. St Paul Minn, 2009

14 Sri Mamudji,Metode Penelitian dan Penulisan Hukuratakan pertama (Jakarta:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indon&€ias), hal. 4.
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- Penelitian deskriptif, yaitu memberikan gambaraacara umum
mengenai bentuk dan pelaksanaan perlindungan hakna¢rek dalam
kemasan, serta memberikan data yang seteliti mong&ntang

manusia, keadaan atau gejala lainnya.

- Penelitian mono disipliner, penelitian ini hangalasarkan pada satu

disiplin ilmu saja, yaitu lImu Hukum.

C. Data Penelitian
Berdasarkan jenis datanya, maka penelitian ini akamakai data primer
dan data sekunder. Data primer adalah data yaregadgh langsung dari
objek penelitian. Tentu juga digunakan data sekun@étu data yang
diperoleh dari kepustakaan seperti buku, artikeh piga melalui media

elektronik.

D. Bahan Penelitian Hukum
1. Bahan Hukum Primer

- Undang-undang No 15 Tahun 2001

- Undang-undang No. 19 Tahun 2002

2. Bahan Hukum Sekunder
- Studi Kepustakaan dari berbagai buku

E. Alat Pengumpulan Data
a. Studi dokumen
Dilihat dari kekuatan mengikatnya, ada tiga dataisder” yang digunakan:
1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-ugaianyang
berlaku yang terkait dengan peraturan-peraturamangnhak atas
merek
2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang benkada@ngan

hukum merek

5 bid. hal. 30.

Universitas Indonesia

Tinjauan yuridis ..., Tomy Pasca Rifai, FH Ul, 2011



12

3) Bahan hukum tresier, yaitu kamus yang di dalamay@apat definisi /
penjelasan mengenai istilah yang terkait dengarkndasigang.
b. Wawancara
Penulis berupaya menggali informasi mengenai pafesan

perlindungan hak atas merek dalam kemasan dagang

F. Analisis data

Berdasarkan analisis datanya, penelitian ini mengkan data kualitatif yaitu tata

cara penelitian yang menghasilkan data deskripsfigs.

G. Bentuk laporan penelitian

Berdasarkan bentuk laporan penelitian, maka p&relibi merupakan penelitian
deskriptif analitis dimana yang diteliti dan dipala adalah objek penelitian

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya padasasdita.

F. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab yaitu:
a . Bab I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang permiasa)gpokok permasalahan,

dan tujuan penulisan.
b. Bab II: Tinjauan Mengenai Hak Atas Merek

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai hak aterek secara
mendalam. Pertama dibahas mengenai latar belakakdkdkayaan intelektual
dan pengertian hak atas merek menwntiang-undang no. 15 tahun 2005

tentang merek. Kemudian membahas tentang sejakatmhonerek dan proses
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pendaftarannya. Terakhir meninjau sejauhmana plemrigan hak atas merek

dalam kemasan merek.
c. Bab lll: Pembahasan Perlindungan Hak atagkealam Kemasan

Dalam bab ini akan dibahas persaingan curang. Dgarsaingan curang
dalam usaha perdagangan atau perniagaan terdapatbalpasan
pemboncengan reputasi terhadap suatu merek dikaifleengan peraturan

perundang-undangan yang mengatur hal tersebut

d. Bab IV: Studi Kasus
Analisa Sengketa Merek dagang dan penerapan prpsisamaan pada

pokoknya dalam suatu kemasan Dagang

e Bab V:Kesimpulan dan Saran
Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulis&npsi ini yang berisi

jawaban dari pokok permasalahan.

G. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Diharapkan skripsi ini dapat berguna bagi pembarapsktnulis untuk memahami
perlindungan hak atas merek khususnya pada kem@ada.saat ini pelanggaran
hak merek bukan saja meliputi merek itu sendirii tapnyak terjadi kasus

pelanggaran atas kemasan yang membungkus produwkrsaeek tersebut.
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BAB I
TINJAUAN HUKUM MEREK INDONESIA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan I ntelektual
1. Filosofi Dasar Hak Kekayaan I ntelektual

Landasan filosofi Hak Kekayaan Intelektual adalahghargaan atas hak
milik sebagai hak individual. Hak yang diberikangaea kepada para kreator,
inventor atau pendisain atas hasil kreasi atau aemya adalah hak yang paling
sempurna dalam bidang hak kebendaan yaitu hak.miknun, hak milik untuk
karya intelektual sifatnya tidak murni, karena hakselain dibatasi antara lain
oleh waktu perlindungan hukum, dan bila hasil tenmya diperlukan untuk
kepentingan umum, negara bisa mewajibkan si pengelgak untuk memberi ijin
pada orang lain menggunakan haknya, walau ada gegitiJuga, hak milik yang
terkandung di dalam hak kekayaan intelektual ad&lak milik dalam ruang
lingkup ilmu pengetahuan, seni, sastra dan tekmgig berawal dari suatu ide.

Dasar pemikiran tentang hak milik awalnya sudah sejak jaman filsuf
Aristoteles dengan teori keadilannya. Menurut Jobek, filusuf Inggris abad ke
18, hak milik adalah satu dari tiga hal yang tidiapat dipisahkan dari manusia.
Manusia lahir "tabula rasa” artinya dalam keadaabas dan setara di bawah
hukum kodrat. Hukum kodrat melarang siapapun meé&rusgenghilangkan (1)
kehidupan, (2) kebebasan, (3) serta hak milik. géehal ini menurut Locke tidak
dapat dilepaskan dari diri manusia karena datandayiaYang Maha Kuasa. Dari
ketiga hak itu, hak miliklah yang menjadi perhatibacke. Katanya, setiap
manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknyiak seorangpun memiliki hak
atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendagrmasuk hasil kerja tubuhnya
dan karya tangannya serta panca indrafya.

Manusia menggabungkan apa yang telah tersediaadi dbn dibiarkan
oleh alam dengan kerjanya dan disatukan dengaknyalisendiri. Dengan cara
itu manusia menjadikan temuannya tersebut sebatjehya. Dengan kerja keras

ia menggabungkan hal-hal yang tersedia di alamdgngan sesuatu yang

18 Venantia Sri Hadiariantkonsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukuak H
Kekayaan Intelektuafzloria Yuris Vol 8, No. 2, 2008, him 6
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dikecualikan dari hak bersama dengan orang laieh ®arena itu, hasil kerja ini
merupakan milik yang tak dapat dipersoalkan lagi deang yang telah bekerja
itu, dan tak seorangpun kecuali dirinya sendiriggdapat memiliki hak atas suatu
yang berkaitan dengan kerjanya. Intinya adalah bammanusia memiliki apapun
yang ada dalam dirinya termasuk akal budinya, hpikinan, ide atau gagasan
serta kepekaannya yang kemudian diolah dengan mukaad memisahkan,
mengurangi atau menambah apa yang sudah ada didalarmenyatakan secara
bertanggungjawab bahwa dialah yang empunya gagasahlak itu diberikan
oleh negara dan disahkan sebagai miliknya kareslgadgasannya atau produknya
mempunyai nilai komersial dan dapat dijadikan @sdtadi dan digunakan untuk
kepentingan dan kemajuan serta kesejahteraan naanusi

Hak milik intelektual awalnya diperjuangkan sebabak individual di
negara-negara yang mempunyai sistem hukum Commanakau Anglo Saxon
dimana hak milik benar-benar diperjuangkan sebd@di individual. Sistem
hukum Common Law dan Eropa Kontinental mempunyangeman yang
berbeda tentang hak milik. Di dalam sistem hukunm@on Law hal ini dapat
dilihat dalam Hukum Privatnya dimana diatur kaidahdah hukum tentang Hak

Milik secara rinci.Tidak demikian dengan sistem inukEropa Kontinental.

2. Konseps Sistem Hukum HKI

Konsepsi dan sistem hukum HKI tidak berakar dalammialya hukum dan
sistem hukum Indonesia yang lebih menekankan padaep komunal. Sistem
hukum Indonesia termasuk sistem hukum Eropa Kontihegang memahami hak
milik selain sebagai hak individual juga mempunkansep komunal dan sosial.
Menurut Prof Agus Sarjono, HKI merupakan rezim yanglindungi pemilik
modal, melalui TRIPS negara-negara maju (pengekgpoduk berteknologi
tinggi termasuk farmasi) telah berhasil mengupagakaatu rezim perlindungan
yang efektif bagi teknologi mereka. Sebelum TRIBdipdungan masih bersifat
territorial, dalam arti keberlakuan perlindunganbagas di dalam wilayah

territorial suatu negara (national system). KefliRiPs berlaku maka jangkauan
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perlindungan HKI menjadi global karena dikaitkanngan perdangangan
internasionat’

TRIPs Agreement mengatur mengenai standard minipemgaturan HKI
berserta ruang lingkupnya. Secara garis besaraiatamg harus dilindungi oleh
negara-negara peserta TRIPs adatabpyright (section 1), Trademarks (section
2), Geographical Indication (Section 3), IndustriBlesign (section 4), Patent
(section 5), Layout Designs of Integrated Ciscwection 6), Undisclose
Information (section 7), dan Control of Anti-Compee.

Hak milik mempunyai konsep komunal artinya bila hakividual itu
diperlukan oleh masyarakat luas, negara dapat rbah@au mengalihkannya
kepada pihak lain demi kepentingan umum atas dasdaeng-undang walau ada
pembayaran ganti rugi. Konsep komunal beranggapdmvé karya intelektual
adalah merupakan karya milik bersama. Walau tidakab seluruhnya hal ini
yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum HKddnkesia. Sistem HKI di
negara-negara berkembang memahami hak milik selbegaialami ini tidak
relevan karena hak milik mempunyai fungsi sosial dezenjadi milik bersama.
Fenomena-fenomena itu tidak mudah dipahami dark tlierakar pada adat-
istiadat Indonesia sehingga peraturan-peraturaarigrHKI sulit diterapkan dan
pelanggaran-pelanggaran seperti pembajakan- pekalpajdan pemalsuan ide
sulit dihindari. Kepemilikan yang berlandaskan lemshak individual lebih
menekankan pada pentingnya diberikan perlindungaurh kepada siapa saja
yang telah menghasilkan suatu karya intelektuagyaempunyai nilai ekonomi
dan dihasilkan karena proses yang panjang dengagopd®nan tenaga, waktu,
pikiran dan biaya®

Di samping itu tentang kepemilikan hak dapat dilidalam ketentuan
Pasal 27 poin (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia (Bation of Human Right)
sedunia menjadi dasar bahwaetiap orang memiliki hak untuk mendapat
perlindungan (moral dan materi) yang diperoleh dadiptaan ilmiah,

7 Agus SarjonoHak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradidioretakan
pertama (Bandung PT Alumni 2006) him 148

¥ Venantia Sri Hadiariantkonsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukuak H
Kekayaan Intelektuafzloria Yuris Vol 8, No. 2, 2008, him 6
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kesusasteraan atau artistik dalam hal dia sebagamqgptd. Dengan alasan-

alasan di atas, prinsip-prinsip keseimbangan anka@entingan publik dan

individu kemudian melatarbelakangi hak tersebutdfs-prinsip yang mendasari

HKI adalah sebagai berikdt:

a. Prinsip keadilantife Principal of Natural Justige Hak kekayaan intelektual
menganut prinsip ini dengan memberikan hak kepauaeipta, inventor, atau
pendisain untuk memperoleh imbalan dengan membetiek ekonomi dan
hak moral.

b. Prinsip ekonomi, yaitu prinsip untuk dapat memei keuntungan. Misalnya
dalam bentuk royalty, technical fee, dll.

c. Prinsip kebudayaan, yaitu bahwa hasil invergtaan, atau pendisain dapat
meningkatkan taraf hidup, peradaban, dan martabatisia.

d. Prinsip sosial, yaitu prinsip bahwa di dalam lyakg diberikan oleh negara

terkandung juga pemenuhan kepentingan masyarakgtharus dipenuhi.

> Konsep Pemberian HKI
Hukum yang mengatur soal perlindungan Hak Kekaya#plektual

adalah suatu fenomena yang relatif masih baru bagyak negara di dunia
terutama negara berkembangxv. Pemahaman teori Hadayldan Intelektual
belum banyak diketahui oleh masyarakat. Di sininakiiuraikan pemahaman
konsepsi hak kekayaan intelektual dari unsur-uyamg ada dalam istilah HKI
yaitu, (1) hak, (2) kekayaan dan (3) intelektuaktiga unsur ini merupakan
kesatuan yang tidak dipisah satu dengan lainnyhitiHdapat dijelaskan sebagai
berikut.

a) Penjelasan Unsur Hak

Hak yang dimaksud di sini adalah hak yang diberikagara kepada para
intelektual yang mempunyai hasil karya yang eksklisksklusif artinya hasil
karyanya baru, atau pengembangan dari yang sudah radmpunyai nilai

ekonomi, bisa diterapkan di dunia industri, memimylai komersial dan dapat

2 1bid.
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dijadikan aset. Menurut hukum perdata. hak yangekal pada kekayaan
mempunyai sifat kebendaan. Hak yang mempunyai k#faendaan disebut Hak
Kebendaan dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukeerdata. Hak
kebendaan itu yang dalam urutannya terletak padtag dan paling sempurna,
disebut hak milik. Pasal 499 KUHPerdata adalahrdasieum atas hak kebendaan
yang dapat dikuasai dengan hak miliki. Dijelaskatach pasal ini bahwa yang
dimaksud dengan kebendaan dapat berupa barangagasahak yang dapat
dikuasai sebagai hak milik. Hak milik adalah hakgaabsolut artinya (1) hak
yang harus dihormati oleh semua orang; selama telakapat hubungan hukum
tertentu tidak dapat diganggugugat; dan dapat @ipankan terhadap siapa saja
yang menggunakan tanpa hak. (2) mempunyai sifateka#, mengikuti benda
itu bila dipindahtangankan (droit de suite). Dan @mpunyai sifat "droit de
preference” (hak untuk didahulukan).

Selain hal di atas, benda di dalam Hukum Perdaigiimenjadi beberapa
kategori. Namun, yang terpenting di sini adalah lpagian benda menjadi benda
bergerak (tidak tetap) dan benda tidak bergeratagle Benda bergerak atau
benda tidak tetap contohnya adalah mobil, perhjaBaniture, dan lain-lain.
Benda tetap contohnya adalah tanah, rumah, danlalain Kategori benda
bergerak dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu bdmefgerak berwujud dan tidak
berwujud. Benda bergerak tidak berwujud contohngalan piutang, hak atas
paten, hak cipta, dan lain-lain. Hukum Perdataktioeengatur tentang ini. Hak-
hak itu seperti dikatakan Roscoe Pound sebagai ietieh Atas pembagian itu
Hak Kekayaan Intelektual dipahami sebagai bendgebak tidak berwujud atau
immateriel dan intangible. Pasal 570 KUHPerdatak(Bl tentang Kebendaan)
memberi pengertian tentang hak milik sebagai befikak untuk menikmati
kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan diefiebas terhadap
kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, afa tertentangan dengan
undang-undang atau peraturan umum yang ditetaphkaim suatu kekuasaan yang
berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu haletalg lain, kesemuanya
itu dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutak itu atau tindakan
pembatasan lainnya demi kepentingan umum berdasates ketentuan undang-

undang, dan atau dengan pembayaran ganti rugi”.
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Pemahaman tentang hak milk memang memang masih
banyakmengundang permasalahan kontradiksi dandsadifinisikan secara baku,
karena para ahli masih mempunyai pendapat masisgigiaDi samping itu ada
kekeliruan penggunaan istilah hak milik. Misalnymmum mengartikan milik
sebagai harta benda. Sedangkan ahli hukum darfafilsaengartikan milik
sebagai hak. Milik diidentikan dengan milik pribasliatu hak yang eksklusif.
Hak orang untuk mengesampingkan yang lain dalam gelggunaan dan
memanfaatkan sesuatu. Pemahaman hak milik yangndukg di dalam hak
kekayaan intelektual adalah hak milik dalam ruamgkiup ilmu pengetahuan,
seni, sastra dan teknologi juga termasuk desainrdarmasi yang berawal dari
suatu ide. Ini berarti perlindungan diberikan kep&dmampuan intelektual yang
dicurahkan dari bentuk ide, gagasan ke dalam bemyaka, baik baru (orisinil)
maupun pengembangan lebih lanjut yang dapat dilidatikmati, didengar,

dirasakan, dibaca dll.

b) Penjelasan Unsur Kekayaan

Menurut V. Apeldoorn dalam bukunya Pengantar [Imwkum
menjelaskan bahwa Hukum Kebendaan merupakan bagianHukum Harta
Kekayaan. Kekayaan menurut Paul Scholten dalamefma&ht adalah sesuatu
yang dapat dinilai dengan uang, dapat diperdagand&a dapat diwariskan atau
dapat dialihkan. Ini berarti bahwa unsur kekayaadaphak kekayaan intelektual
mempunyai sifat ekonomi, yaitu mempunyai nilai uash@pat dimilik dengan hak
yang absolut dan dapat dialihkan secara komersiahurut ilmu pengetahuan
hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kakayaitu peraturan-

peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajibamusi@lyang bernilai uang.

3) Penjelasan Unsur Intelektual

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimakdedgan
intelektual adalah cerdas, orang yang berpikiramihe berdasarkan ilmu
pengetahuan; atau yang mempunyai kecerdasan tBajgasa Indonesia memberi

pengertian intelektual adalah cendekiawan atauoyang memiliki sikap hidup
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yang terus menerus meningkatkan kemampuan bergékirantuk dapat

mengetahui atau memahami sesuatu.

Dari ketiga unsur pemahaman itu dapat ditarik kpsian bahwa hak kekayaan
intelektual adalah hak yang timbul atau lahir kardeemampuan intelektual
manusia melalui daya cipta rasa dan karsa. Pengambienaga, pikiran, waktu
dan biaya, menjadikan karya yang dihasilkan memaunyai. Nilai ekonomi
yang melekat menimbulkan konsepsi kekayaan (prgpeengan konsep
kekayaan maka perlu perlindungan hukum dan haklu Pdipertahankan
keberadaannya terhadap siapa saja. Ketiga hal enupakan landasan konsepsi
HKI.

Secara historis, peraturan perundang-undangaman@iHKI di Indonesia
telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah koldédnda memperkenalkan
undang-undang pertama mengenai perlindungan HKla pséhun 1844.
Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-undang kMEr@85), Paten
(1885), Hak Cipta (1921). Ketika masih dalam pefan Hindia Belanda,
Indonesia telah menjadi anggota Paris Conventiothi® Protection of Industrial
Property sejak 1888, anggota Madrid Convention #a83 sampai dengan 1936,
dan anggota Berne Convention for the Protectiohitefrary and Artistic Works
sejak 1914. Pada zaman pendudukan Jepang 19425; d&%ua peraturan di
bidang HKI tersebut di atas tetap berlaku sesuagale Pasal Il Aturan Peralihan
UUD 1945.

Perkembangan perlindungan hak kekayaan intelektiadunia, dan telah

diratifikasi oleh Indonesia, yaitu konvensi antkia

a. Paris Convention for Protection of IndustRabperty dengan Keppres No.15
Tahun 1997

b. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulatiorder PCT dengan Keppres
No. 16 Tahun 1997,

c. Trademark Law Treaty dengan Keppres No. 17 Tah@7 19

d. Berne Convention for the Protection of Literary afdistic Works dengan
Keppres No. 18 Tahun 1997;

e. WIPO Copyrights Treaty dengan Keppres No. 19 T&l88v
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f. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau Waalte Organization
(WTO) dengan Keppres No. 7 Tahun 1994.

Di Indonesia ada dua departemen yang mengakomddasituhan
perlindungan HKI, yaitu Departemen Hukum Dan HAMukperlindungan Hak
Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Disain Indastn Disain Tata Letak
Sirkuit Terpadu; dan Departemen Pertanian untulemeran di bidang Varietas
Tanaman Baru. Dengan berjalannya waktu dan adamgatan dari masyarakat
internasional, bahwa Indonesia selain harus metigddKI warganegaranya juga
dari negara-negara anggota WTO lainnya (TRIPSsjminasional treatment). Di
Indonesia saat ini berlaku tujuh (7) undang-undgrgy melindungi HKI yaitu:

a. Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang HataCip
Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Vari€énaman.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Ralizsyang.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Dibadnstri.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang TatiakL®irkuit Terpadu.

- F

-

Dengan demikian, Konsep dasar pemberian hak ateskradalah bahwa
merek termasuk obyek hak kekayaan intelektual dary industry. Merek,
sebagai hak milik yang timbul atau lahir karena &empuan intelektual manusia
melalui daya cipta dan karsa, yang untuk menghasika memerlukan
pengorbanan tenaga, pikiran, waktu dan biaya, rdéga karya yang dihasilkan
mempunyai nilai. Nilai ekonomi yang melekat pad& halik itu menimbulkan
konsepsi kekayaan (property). Dengan konsep kekayaaka HKI perlu diberi
perlindungan hukum dan hak. Dan, oleh si pemilik ha perlu dipertahankan

eksistensinya terhadap siapa saja yang menggurtexkaa ijin20

*% Venantia Sri Hadiarianti, Memahami Hukum Atas Karya Intelektual, cet.1 (Jakarta:
Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010), him. 56.
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B. Tinjauan Terhadap Hak Atas Merek

1. Segjarah Peraturan Hukum Merek

Asal usul merek juga berpangkal disekitar abadapegdahan di Eropa,
pada saat perdagangan dengan dunia luar mulairbbddg. Fungsinya semula
untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutaru Betelah dikenal metode
produksi missal dan dengan jaringan distribusi psar yang lebih luas dan kian
rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti y@dikgnal sekarang ini.

Perlindungan atas merek di Inggris pada perkembamgealnya untuk
melawan peniruan. Kasus mengenai merek yang pertdiselesaikan di
pengadilan Inggris adalah kasus Lord Hardwicke WrCBlanchard versus Hill
pada tahun 1974, sedangkan peraturan mereka yarigmpe dibuat ialah
Mechandise Marks Act pada tahun 1862. Sebelummggris, pada tahun 1857
telah mengadopsi system pendaftaran merek darinhyb@rancis. Mechandise
Marks act ini kemudian dilengkapi dan diperbarudgaahun 1887 dan terus
berlaku samapi dibuatnya the trade descriptionl868. Selain itu, inggris juga
mempunyai undang-undang merek lainnya, yaitu tradeks registration act
1875, yang diperbaruhi pada tahun 1876, dan 18yabdngkan ke dalam patents
design and trade marks act, yang pada tahun 13&4reikomendasi the mathys
departemental committee, undang-undang itu diperoghdan memasukan
system pendaftaran merek j&sa.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan @ergiag barang dan
jasa antarnegara, diperlukan adanya pengaturan lyarsgfat internasional yang
memberikan jaminan perlindungan dan kepastian huldimbidang merek,
protection of industrial property (paris convendioypang di dalamnya mengatur
mengenai perlindungan merek. Dalam Paris conventiorantara lain diatur
mengenai syarat-syarat pendaftaran merek, ternmasuék-merek yang terkenal,
kemandirian perlindungan merek yang sama di neggaag berbeda,

perlindungan yang didaftarkan dalam salah saturaggeserta dalam negara lain

*! Rachmadi Usmariukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungdmensi
Hukumnya di Indonesi@etakan pertama (Bandung: Penerbit PT Alumni, 206@8307
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selain negara peserta (collective mark), dan naanaandagang (trade name).
Sebagai tindak lanjutnya lahir Trademark Regigirafirety pada tahun 1973.
Sejarah peraturan hukum merek di Indonesia, atdara
a) Sejarah undang-undang nomor 21 tahun 1961

Sebagaimana diketahui, bahwa perlindungan merekddinesia, semula
diatur dalam reglement industrieele eigendom ke&loni921, yang kemudian
diperbaruhi dan diganti dengan undang-undang na?iotahun 1961 tentang
merek perusahaan dan merek perniagaan (disebutumdang-undang merek
1961). Adapun pertimbangan lahirnya undang-undaegekn 1961 ini adalah
untuk melindungi khayalak ramai dari tiruan bardagang yang memakai suatu
merek yang sudah dikenalnya sebagai merek baraagdgang bermutu baik.
Selain itu, undang-undang merek 1961 juga bermaksetndungi pemakai
pertama dari suatu merek di Indonesia

Kedua undang-undang tersebut mempunyai banyak leesam
Perbedaannya hanya terletak pada antara lain neslsdkunya merek, yaitu : 10
tahun menurut undang-undang merek 1961 dan jauih peEimdek dari reglement
industrieele eigendom kolonien, yaitu 20 tahun.bBdaan lain yaitu udang-
undang merek 1961 mengenal penggolongan barangeéhatalam 35 kelas,
penggolongan semacam itu sejalan dengan klasifikgesinasional berdasarkan
persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancia fgtun 1957 yang diubah di
Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan skis ¥&ng disesuaikan
dengan keadaan di Indonesia. Pengklasifikasian gérgikian ini tidak dikenal

dalam reglement industrieele eingendom kolonien

b) Sejarah undang-undang nomor 19 tahun 1992

Selanjutnya, pengaturan hukum mereka yang terddplm Undang-
undang merek 1961, diperbaharui dan diganti laggede undang-undang nomor
19 tahun 1992 tentan merek (selanjutnya disebuanmadindang merek 1992),
yang mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1993. Rendperlakunya undang-
undang merek 1992, Undang-undang merek 1961 dkemtadak berlaku lagi.
Pada prinsipnya udnang-undang merek 1992 telahkoieda penyempurnaan dan
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perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengamkmguna disesuaikan
dengarparis convention

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan yang meanpiatar belakang
dan sekaligus tujuan pembentukan undang-undangkri®82 tersebut, yaitu:
Bahwa dalam rangka perlaksanaan pembangunan nakjmda umumnya dan
pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, mebekjaesalah satu wujud
karya inntelektual, memiliki peranan penting bagidncaran dan peningkatan
perdagangan barang dan jasa.

Bahwa dengan memperhatikan pentingnya peranan meredebut,
diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlinduhgkum atas merek yang
selama ini diatur dalam Undang-undang merek 196@feria dinilai sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kahbutuh

Di samping itu, dasar pertimbangan lainnya dapatinghai dalam
penjelasan Umum undang-undang merek 1992 yangaaatarmengatakan:
Materi undang-undang merek 1992 bertolak dari kosisenerek yang tumbuh
pada masa sekitar perang dunia kedua. Sebagat akitkembangan keadaan dan
kebutuhan serta semakin majunya norma dan tataaga,rmenjadikan konsepsi
merek yang tertuang dalam undang-undang merekdeggl jauh. Hal ini semakin
terasa pada saat komunikasi semakin maju dan mldagangan antarbangsa
sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negarad&an ini menimbulkan saling
kebergantungan antarbangsa, baik dalam kebutuhemarkpuan, maupun
kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendonpedumbuhan dunia sebagai
pasar bagi produk-produk mereka. Perkembannganandan tatanan niaga itu
sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang mieilkear antisipasi yang harus
diatur dalam suatu undang-undang.

Berdasarkan dasar pertimbagan tersebut, dipandaedu puntuk
menyermpurknakan pengaturan tentang merek yangpatddalam Undang-
undang merek 1961 dalam suatu undang-undang. Apdlnhndingkan dengan
undang-undang merek 1961, undang-undang merek 18@hunjukkan
perbedaan-perbedaan antara lain:

- Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk jitdul dipilih yang
sederhana tetapi luwes. Berbeda dari Undang-unglang sama, yang
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membatasi pada merek perusahaan dan merek pemiggag dari seqi
objek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu ndeiggng. Sedangkan
merek jasa sama sekai tidak dijangkau. Dengan pasarakudul merek
dagang maupun jasa.

- Aspek nama dagang yang pada dasarnya juga tervegb@gai merek,
telah pula tertampung di dalamnya. Lebih dari igpat pula ditampung
pengertian merek lainnya seperti merek kolektif. hlgan dalam
perkembangan yang akan datang penggunaan istilaekna&an dapat
pula menampung pengertian lain seperti certificatinarks, associate
marks dan lainnya.

- Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem kor#titkarena system
konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripagistem deklaratif.
Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungakum bagi
mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu,insekarang
menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persodkm hambatan
dalam dunia usaha. Dalam Undang-undang ini, peragunsistem
konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian huldigertai pula dengan

ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadila

Jaminan terhadap aspek keadilan Nampak antara pembentukan
cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukarmskbanding merek, dan
memeberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatamg y#dak terbatas
melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat, tetap jnglalui pengadilan negeri
lainnya akan ditetapkan secara bertahap, sertp tBtaungkinkannya gugatan
melalui pengadilan tata usaha negara. Bahkan dal@msa pengumuman
permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilétak tidak terdaftar yang
telah menggunakan sebagai pemakai pertama untugajuian keberatan.

Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsuadib,
pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan bekiasarkelengkapan
persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pé&s@an substantive. Selain itu
dalam system yang baru diintroduksi adanya penguanunpermintaan

pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut dmartuimember kesempatan
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kepada masyarakat yang berkepentingan dengan paamipendaftaran merek
mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacabukan saja problema
yang timbul dari system deklaratif dapat teratdstapi juga menumbuhkan
keikutsertaan masyrakat. Selanjutnya undang-undangmempertegas pula
kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek gkamgtérdaftar

Sebagai negara yang ikut serta dalamm Paris cdowerifor the
protection of industrial property tahun 1883, makalang-undang ini mengatur
pula pendaftaran merek dengan menggunakan hakitgsiorang diatur dalam
konvensi tersebut. Undang-undang ini mengatur peyagalihan hak atas merek
berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam undarang No. 21 tahun 1961
Undang-undang ini mengatur juga tentang sanksinpideaik untuk tindak pidana
yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sel@ganggaran

C) Sejarah Undang-undang merek 1997

Selang beberapa waktu, sama halnya dengan undaaggirhak cipta,
dan juga undang-undang paten, undang-undang mé&®R figa mengalami
perubahan dan penyempurnaan. Perubahan dan penyeaputu dituangkan
dalam Undang-undang nomor 14 Tahun 1997 tentangbpkan atas Undang-
undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek. Perul@ddan dasarnya diarahkan
untuk menyesuaikan dengan Paris convention dan epgmyrnaan terhadap
kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidakisesogan kebutuhan dan
praktik-praktik internasiona, termasuk penyesuaimgan persetujuan Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights IH$}. Disetujuinya putaran
Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 daatifikasi pendirian
World Trade Organization bulan April di Maroko oletl7 negara, berlaku
pulalah persetujuan TRIPs bagi para anggotannyonksia diwajibkan untuk
menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengdf®s TRarena telah
diratifikasinya persetujuan pembentukan WTO dengdh Nomor 7 Tahun
19947

22 0C Kaligis, Teori dan Praktek Hukum Merek Indonesiatakan pertam@akarta:
Penerbit Alumni, 2008), him 10.
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Adapun dasar pertimbangan yang merupakan latakdegadan sekaligus
tujuan pembentukan Undang-undang merek 1997 tergatiu?

- Bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yalegdming cepat,
terutama di bidang perekonomian baik di tingkatioree maupun
internasional, pemberian perlindungan hukum yangage efektif
terhadap HaKl, khususnya di bidang merek, perluhletitingkatkan
dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagmbuh dan
berkembangnya kegiatan perdagangan dan penanantat yang sangat
diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasicay Ypertujuan
terciptanya masyrakat Indonesia yang adil, maknmgju mandiri
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

- Bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indodakien persetujuan
TRIPSs yang merupakan bagian dari persetujuan peoizn WTO
sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undangy notahun 1994,
berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk nsemyean peraturan
perundang-undangan nasional di bidang HaKIl termasekek dengan
persetujuan internasional tersebut.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta mbaip@n penilaian
terhadap segala pengalaman, khususnya kekuranganaseelaksanaan
undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merg@andang perlu
untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa keteydng terdapat
dalam Undang-undang nomor 19 tahun 1992 tersebugatie Undang-

undang

Dengan latar belakang pertimbangan diatas, secanaubidang dan arah
penyempurnaan yang dilakukan terhadap undang-undamgpr 19 tahun 1992
tentang merek, meliputi antara lain:

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, Undang-undergk 1997
menganut prinsip bahwa satu permintaan pendafataesek dapat juga diajukan

untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jesaib@han ini dilakukan terutama

» Rachmadi UsmarHukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungdmensi
Hukumnya di Indonesig&etakan pertama (Bandung: Penerbit PT Alumni, 20608)311
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untuk menyederhanakan administrasi permintaan f@nda merek. Artinya,
permintaan pedaftaran merek untuk lebih dari salasktidak perlu diajukan
masing-masing secara terpisah. Namun, kewajibarbagmman biaya pendaftaran
tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas ba@m@tdu jasa yang dimintakan
pendaftarannya.

Selain itu, permintaan pendaftaran merek yang mamajcgan bahasa asing
dan atau huruf lain atau angka yang tidak lazimunidkan dalam bahasa
Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam baheakanesia, dalam huruf latin
dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasnésia serta
pengucapanya dalam ejaan latin. Hal ini diperlukéeh Kantor Merek untuk
dapat melakukan penilaian apakah penngucapan nterskbut mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan merek orang laop tgdeth terdaftar untuk

barang dan atau jasa yang sejenis.

d) Sejarah Undang-undang No. 15 tahun 2001

Selanjutnya UU No. 14 tahun 1997 diperbaruhi lagmghn UU No. 15
tahun 2001. Adapun alasan diterbitkannya UU Notabbin 2001 dapat diuraikan
sebagai berikut?

Salah satu perkembangan yang kuat dan memperotehtia® seksama
dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderunganmgasip akan berlangsung di
masa yang akan datang adalah semakin meluasnyajlahadisasi baik bidang
sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kelaidu lainnya.
Perkembangan teknologi informasi dan transporeahtmenjadikan kegiatan di
sector perdagangan meningkat secara pesat danrbediia menempatkan dunia
sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankantgrdapat iklim
persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memepargnan yang sangat
penting yang memerlukan system pengaturan yangy lelemadai. Berdasarkan
pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjgpgiganjian internasional yang

telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman nsslaikan administrasi merek,

** Ok Saidin,Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelekiuedisi 6 (Jakarta: Pt RajaGrafindo
Pesada, 2007) hal 337
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diperlukan penyempurnaan Undang-undang merek Yhiang-undang nomor
19 tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomors&iagaimana diubah
dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997 (Lembdemara Tahun 1997
Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-Undang merakal dengan satu
Undang-Undang tentang merek yang baru.

Dalam Undang-Undang ini pemeriksaan substantivakdkan setelah
permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara atminie. Semula
pemeriksaan substatif dilakukan setelah selesangasa pengumuman tentang
adanya permohoanan, dengan perubahan ini dimakswdie dapat lebih cepat
diketahui apakah permohonan tersebut disetujui at@olak, dan member
kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan &eveterhadap permohonan
yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangkaktu pengumuman
dilaksanakan selama 3 bulan, lebih singkat darganwaktu pengumuman
berdasarkan Undang-undang merek lama. Dengan uligkasnya jangka waktu
pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkéd pmngka waktu
penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkalaygman kepada
masyarakat.

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam Undang-undandjatur bahwa
apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaamnphonan yang pertama
kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktigat bulan setelah
berakhirnya hak prioritas. Permohonan tersebutodgs seperti permohonan
biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Hal laitkéreran dengan ditolaknya
permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap merek dangan dan mg@ask dalam
undang-undang ini diatur juga perlindungan terhagabkasi geografis yaitu
tanda yang menunjukkan daerah asal suatu bararep&daktor lingkungan
geografis, termasuk faktor alam atau faktor manass kombinasi dari kedua
faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas t@xgpada barang yang dihasilkan
dan juga indikasi asal.

Selanjutnya mengingat merek merupakan bagian dagiaktan
perekonomian dunia usaha, penyelesaian sengketek nmeemerlukan badan

peradilan khusus, yaitu pengadilan niaga sehinggarapkan sengketa merek
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dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif ceépajalan dengan itu, harus pula
diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan atasangketa merek seperti
juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adapgradilan khusus untuk
masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan kitelelain, juga dikenal di
beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam updadang inipun pemilik
merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yailath wujud penetapan
sementara pengadilan untuk melindungi mereknya gugracegah kerugian yang
lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kgsslam yang lebih luas dalam
penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini adirketentuan tentang
arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa.

Dengan undang-undang ini terciptalah pengaturaneknetalam satu
naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat meakmumya. Dalam hal ini
ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek Igamg, substatifnya tidak

diubah, dituangkan kembali dalam undang-undang ini.

2. Pengertian Merek
Berdasarkan pasal 1Undang-undang nomor 15 Tahuh, 208nyatakan
bahwaMerek adalah tanda yang berupa gambar, nama, Kaieuf-huruf,
angka-angka, susunan warna, atau kombinasi daruingssur tersebut
yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalamekagiperdagangan
barang atau jasaPenjelasan unsur-unsurnya sebagai befikut:
a. Gambar
Termasuk semua hasil karya yang berupa lukisan gdaenbar teknik
baik yang dihasilkan oleh tangan ataupun alat edakt
b. Nama
Penggunaan nama dapat dipakai sebagai merek bek pamilik
merek itu sendiri, nama keluarga, nama sesuai ma&siji ataupun
penggunaan nama lainnya dapat dipakai sebagai mamek
c. Kata

- Kata asing, nasional atau daerah

* Gloria Gita Putri GintingPerlindungan Hukum Dalam Bidang Merek (Protectién o
Law In the Field of Brand)2005
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- Kata sifat, kata kerja ataupun kata benda
- Istilah dalam bidang tertentu, seperti istilah dalbidang politik,
budaya, agama, pendidikan, kesehatan, maupun &inny

d. Huruf-huruf
Penggunaan huruf-huruf dalam suatu merek dapdadssbagai suatu
perkataan bahkan penggunaan huruf-huruf dalam sumagwek
mempunyai arti

e. Angka-angka
Penggunaan angka-angka sebagai merek telah dialam dundang-
undang merek

f.  Susunan warna
Penggunaan warna pada merek hampir sama dengamuoeag
merek pada pemakaian huruf-huruf dan pemakaiansaaggka dalam
merek. Perbedaan penggunaan huruf-huruf dan angkeadengan
susunan warna adalah pada merek yang menggunak#rhiowuf dan
angka-angka dan berdiri sendiri tanpa memerlukanbkoasi dengan
huruf lain, sedangkan penggunaan susunan warna pael@k
diperlukan adanya kombinasi dengan unsure gambmar ktkisan
geometris, lingkaran maupun diagonal atau palidgktsusunan warna
tersebut harus melekat pada gambar persegi pargdagsiku atau
bundaran

g. Kombinasi dari unsur tersebut
Dimana penggunaan kombinasi tersebut pada merek tdlarang
oleh undang-undang. Adapun fungsi dari kombinaseteut adalah
sebagai tanda pembeda baik dari segi gambar, r@tea huruf-huruf,
angka-angka dan susunan warna sehingga antara seekproduk

dengan merek produk lainnya terlihat jelas perbealyza

3. Per syaratan Pendaftaran Merek
Berdasarkan Pasal 5 undang-undang merek tahun 2@biiah merek

tidak dapat didaftar apabila merek yang dimohoneasebut mengandung salah
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satu unsur dibawah inBertentangan dengna peraturan perundang-undangan

yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, ataefiéan umum Tanda-tanda

yang tidak memilkiki daya pembeda Tanda yang menjdik umum Merupakan

keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasangy dimohonkan

pendaftarannya.

Dengan demikian merek tidak dapat didaftar bertasaunsur sebagai

berikut?®

1. Bertentangan dengan Bertentangan dengna peraterandang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atastken umum
Tanda-tanda yang bertentangan dengan peraturamdagmg-undangan
yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merekerianya tidak dapat
didaftar. Hanya tanda-tanda yang tidak bertentandmmgan peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang dapat ditese@gai merek,
selanjutnya dapat didaftar. Demikian pula dilaraegiakaian tanda-tanda
yang menurut pandangan masyarakat tertentu bemntgaria dengan
moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban untenatama tanda-tanda
yang dapat menimbulkan salah paham di kalanganb@lemDalam
pengertian bertentangan dengan moralitas agamaysilkem, atau
ketertiban umum adalah apabila penggunaan tandsebigr dapat
menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteramanketsgamaan dari
khalayak umum atau dari golongan masyarakat terteMisalnya
penggunaan tanda yang merupakan atau menyerupa Adlah dan
Rasul-Nya.

2. Tanda tanda yang tidak memiliki daya pembeda
Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda or@obedakan produk
barang atau jasa seseorang atau badan hukum dbagamg atau jasa
sejenis orang lain atau badan hukum, maka tandg tidak memiliki
daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merekuS3anda dianggap
tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebrdalu sederhana,

seperti satu tanda garis atau tanda titik, atadg@u rumit sehingga tidak

*® Rachmadi UsmarHukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungdmensi
Hukumnya di Indonesig&etakan pertama (Bandung: Penerbit PT Alumni, 2008)329
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jelas. Misalnyya, lukisan atau warna barangnya isemdau lukisan botol
atau kotak yang dipergunakan untuk barang terseduga-angka dan
huruf-huruf juga tidak mempunyai daya pembedaarmgabmerek oleh
karena lazim dipergunakan sebagai keterangan-kef@na mengenai
barang yang bersangkutan.

3. Tanda-tanda yang bersifat umum dan menjadi milikunmmjuga tidak
dapat diterima sebagai merek. Misalnya tanda tenaggkdi atas dua tulang
yang bersilang, yang secara umum diketahui seltagda bahaya. Tanda
seperti itu adalah tanda yang bersifat umum daa telenjadi milik umum
dan selayaknya tidak dapat dieprgunakan sebagail seada tertentu
untuk keperluan pribadi seseorang. Demi kepentingaam, tanda-tanda
seeprti itu harus dapat dipergunakan secara bebdalain masyarakat.
Oleh karena itu, tanda-tanda yang demikian tidadatidigunakan sebagai
merek.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan bartag jasa yang
dimohonkan pendaftarannya
Sebuah merek yang berisikan keterangan atau bamkdeéngan barang
atau jasa yang akan dimohnonkan pendaftarannya fidzk dapat
diterima untuk didaftar sebagai merek, karena ketgan tersebut tidak
mempunyai daya pembeda. Misalnya, merek kopi aaavbgr kopi untuk

jenis barang kopi atau untuk produk kopi

Menurut ketentuan yang berlak®asal 6 UUM 15 tahun 2001 menegenai merek
yang ditolak pendaftarannya antara lain:
a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau kebalhmya dengan

Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar leb#hdlu untuk barang
dan/atau jasa yang sejenis;
Persamaan pada pokoknya disini adalah kemiripag gsebabkan oleh
adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek gahg dan merek
yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanyaape@n baik

mengenai bentuk, cara penempatan, cara penuliaarkambinasi antara
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unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yahaptardalam merek-
merek tersebut yang bersangkutan.

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau kebealoinya dengan
Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untukarey dan/atau jasa
sejenis;

Dalam menolak permohhonan pendaftaran merek yangponayai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengak eetenal untuk

barang dan atau jasa yang sejenis, dilakukan demgarperhatikan

1. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek terdelidang
usaha yang bersangkutan

2. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena psoryeng gnecar
dan besar-besaran, investasi di beberapa negardumia yang
dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendein merek
tersebut di beberapa negara

Untuk menentukan apakah suatu merek ini merupakareknterkenal,

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yangfdt mandiri

untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulangenai terkenal

atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau kebelunya dengan
indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Permohonan Pendaftaran merek juga harus ditoldhditektorat Jenderal HaKiI,
apabila merek tersebfit:

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, &ém nama badan
hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftamdBaftar Umum
Merek yang dimilliki orang lain, kecuali atas pdtgean tertuulis dari
yang berhak

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkataa, bendera,

lambing atau symbol emblem negara atau lembagamas{termasuk

*7 |bid, him 330
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organisasi masyarakat ataupun organisasi sosialtikpolmaupun

internasional kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang
c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau capsééanpel resmi yang

digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahakextas persetujuan

tertulis dari pihak yang berwenang

Dengan demikian, tidak semua tanda dapat didaébagai merek. Hanya

tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yapatddidaftar sebagai

merek yaitu:

1. Mempunyai daya pembeda

2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa gpaglierupa gambar,
nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan watawakombinasi dari
unsure tersebut

3. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan perapgamdang-undangan
yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, ataertketn umum, bukan
tanda bersifat umum dan tidak menjadi milik umuntaua bukan
merupakan keterangan atau berkaitan dengan baring jasa yang
dimohonkan pendaftarannya

4. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengeek lain yang
terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau inslikgeografis yang sudah
dikenal

5. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda Yairyang dimiliki oleh

suatu lembaga atau negara tertentu

Dalam Pedoman yang bersifat internasional, TRIPaga@rr mengenai
aspek-aspek perdagangan barang tiruan. Pasal k& dngnenyatakan bahwa
pemilik merek terdaftar mempunyai hak ekslusif knteelarang pihak lain yang
tanpa ijinnya menggunakan untuk tujuan komersiatlaayang sama atau mirip
dengan yang dimilikinya untuk barang atau jasa ysamga dimana merek tersebut
didaftarkan, apabila penggunaan membingungkan melsyta Tanda tersebut
harus dianggap membingungkan. Hak-hak tersebuk tdangurangi keabsaan

hak yang sudah ada dan tidak mengurangi keabs&ayahg sudah ada dan tidak
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mengurangi kemungkinan bagi negara anggota untuketapkan bahwa

pemberian hak tersebut dikaitkan dengan penggugaann

4. Sistem Pendaftaran Merek

Undang-undang merek yang baru sistem pendaftaraekmeenggunakan
konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pdtadan, artinya hak ekslusif atas
sesuatu merek diberikan karena adanya pendafi2aemgan ungkapan lain, pada
sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan rhatlak dilakukan. Merek
yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendagalindungan hukum. Dengan
demikian yang berhak atas suatu merek adalah piaag telah mendaftarkan
mereknya.

Pendaftaran merek itu menciptkan suatu hak atagkrtersebut, pihak
yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berteeksaatu merek dan pihak
ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagii mutlak. Dengan
didaftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenddell, maka tidak dapat
digugat atas merek yang telah didaftar bahkan idxerperlindungan kepada
pemilik merek yang beritikad baik.28 Dengan demikiaorang yang
mendaftarkan mereknya akan merasa dilindungi olehdang-undang
sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 UU Merek 2001.

Selanjutnya Pasal 4 UU merek 2001 menyebutkan [pathava : merek
tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yanguikan oleh pemohon yang
beritikad tidak baik”. Dari ketentuan pasal tersdbdiatas dapat dinyatakan
bahwa dalam Undang-undang merek tahun 2001, meskipanganut sistem
konstitutif tetapi tetap saja asanya melindungi pi&ngang beritikad baik. Hanya
permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yangtikad baik saja yang
dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikiapek perlindungann hukum

tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik.

a) Permohonan Merek
Tata cara pendaftaran merek menurut UU merek taB0m dalam pasal 7 yaitu:

Pasal 7

2 bid, him 334
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(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Ilsahiaslonesia kepada

Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

a. tanggal, bulan, dan tahun;

b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemoho

c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohdiagukan melalui
Kuasa,

d.warna-warna apabila merek yang dimohonkan pemdaiya
menggunakan unsur-unsur warna,;

e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yananpee kali dalam hal
Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2} tagai dari satu orang
atau beberapa orang secara bersama, atau badan.huku

(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaragéi

(5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih datuPemohon yang secara
bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua rRemaohon
dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebkgaat mereka.

(6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud ggata(5), Permohonan
tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemgduag berhak atas Merek
tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis mlra Pemohon yang
mewakilkan.

(7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksudagyadd5) diajukan melalui
Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani sgetua pihak yang berhak
atas Merek tersebut.

(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalasultan Hak Kekayaan
Intelektual.

(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapatgiat sebagai Konsultan
Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturandfi@tah, sedangkan tata

cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presid
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Pengajuan permohonan pendaftaran merek $itu:

1. Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkspang diketik dalam

bahasa Indonesia pada blangko formulir permohorery yelah disediakan dan

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yamsj:ber

a.
b.

C.

0]

=

Tanggal, bulan dan tahun permohonan;

Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alasnablpon;

Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemdimukan melalui
kuasa;

Nama negara dan tanggal permintaan pendaftasaek yang pertama
kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak ipaEr

Contoh merek/etiket merek;

Warna-warna etiket merek;

Arti bahasa/huruf/angka asing dan cara peagamya;

Kelas barang/jasa;

Jenis barang/jasa.

Surat permohonan pendaftaran merek p@ddmpiri dengan:

Fotokopi KTP yang dilegalisir. Bagi pemohygeng berasal dari luar
negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang heenslih tempat
kedudukan di Indonesia, biasanya dipilin pada al&masa hukumnya,;
Fotokopi akte pendirian badan hukum yanghtelisahkan oleh notaris
apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;

Fotokopi salinan peraturan penggunaan merekek#b apabila
permohonan diajukan untuk merek kolektif;

Surat kuasa khusus apabila permohonan peralafi&kuasakan;

Tanda pembayaran biaya permohonan;

20 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm, n2x2 cm);

Surat pernyataan bahwa merek yang dimintgk@ndaftaran adalah

milliknya.

29
Permohonan pendftaran merek,

http://bpatp.litbang.deptan.go.id/,index.php?option=com_content&view=article&id=83:syarat-

pengajuan-permohonan-pendaftaran-merek&catid=47:merek&Itemid=63, diunduh 10 Mei 2011
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Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhiasggatyaratan,
Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaantaotipge sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UUM 200%eriksa|n substantive atas
permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan umekentukan dapat atau
tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftarg ydilakukan dalam waktu
paling lama 9 (Sembilan) bulan. Pemeriksaannyaksilaakan berdasarkan
ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UUM 2001.

Pasal 19 menegaskan bahwa pemeriksaan substatdsep@rmohonan
pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh pksagpada Direktorat Jenderal
HaKl. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keatjlgandiangkat dan
diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh mieké&hakiman dan hak asasi
manusia berdasarkan syarat dan kualifikasi tertestia diberi jenjang dan
tunjangan fungsional di samping hak lainnya sedeagan peraturan perundang-
udnangan yang berlaku.

Kemudian, dari hasil pemeriksaan substantif akamygiulakan apakah
permohonan pendaftaran merek dapat disetujui udid&ftar atau tidak dapat
didaftar atau ditolak. Dalam hal pemeriksa menyatakahwa permohonannya
dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuamekdir jenderal HaKI
permohonan tersebut diumumkan dalam berita resmekneBlla sebaliknya,
permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, gEsetujuan direktur jenderal
Haki dah tersebut diberitahukan secara tertulisal@ppemohon atau kuasanya
dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuaddey&kan kesempatan
selama 30 (tiga puluh) hari menyampaikan keberatan tanggapannya dengan
menyebutkan alasan atas keputusan penolakan uidtaftad. Direktorat Jenderal
HaKl akan serta merta menetapkan keputusan seedudist tentang penolakan
permohonan pendaftaran mereka dengan menyebuthksanajika pemohon atau
kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tangggma Dalam hal
permohonan ditolak, segala biaya yang telah dilkayarkepada direktorat
jenderal Haki tidak dapat ditarik kembali. Sedamgjka pemohon atau kuasanya

menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemaeanksaporkan bahwa
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tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujlir@ktur jenderal HakKlI,
permohonan itu akan diumumkan dalam berita resmekié

Perlindungan merek berdasarkan UU Merek 2001 merngarstem
konstitutif yang didasarkan pada prinsip pendafiartama atau first to file.
Berdasarkan sistem konstitutif ini, hak atas metekbul karena adanya
pendaftaran merek yang dimaksud. Dalam proses fiarata merek ini terdapat
tahap pemeriksaan substantif. Pada tahap ini s@@apmohonan pendaftaran
merek akan dinilai mengenai dapat dikabulkan at#olattnya suatu merek.
Pemeriksaan substantif merek akan dilakukan olehmep&sa merek dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan @&salMerek 2001.

Pemeriksaan substantif ini bersifat subyektif karetergantung dari
pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh p&seertu sendiri. Pemeriksa
merek adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tuggasggung jawab, wewenang
dan hak secara penuh oleh Menteri Kehakiman dan As$alsi Manusia untuk
melakukan pemeriksaan dokumen permintaan pendaftasxek dalam rangka

pendaftaran merek

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemeriksakrerdiri atas”
1. Pemeriksa Merek Tingkat Terampil. Beberapa peiage pemeriksa merek
tingkat terampil:

a. Pemeriksa merek tingkat terampil adalah persankerek yang memiliki
dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kedhdah- rendahnya
Diploma Il yang sesuai dengan kualifikasi yang rtisan

b. Pemeriksa merek tingkat terampil adalah pem&rikeerek yang
mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tudas fungsinya
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis daedprokerja di
bidang pemeriksaan merek. Tugas dari pemeriksakntgrgkat terampil

adalah memeriksa kelengkapan persyaratan permohaeaek seperti

30 1bid, him. 3909.

3 Dwi Agustine KurniasihPerlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari
Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) MéKiavol V Nomor 6 tahun 2008
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Surat Pernyataan Kepemilikan Merek (SPPM) dan nukkak penelusuran
atas dokumen pembanding (permohonan merek yangkdiajlebih awal
daripada permohonan yang sedang diperiksa), dagkes®& merek, data
kepustakaan yang berkaitan dengan merek

2. Pemeriksa Merek Tingkat Ahli. Beberapa pengerniameriksa merek tingkat
ahli:

a. Pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemeriksakngang memiliki dasar
pendidikan untuk pengangkatan pertama kali sereretadlahnya sarjana/S1
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan

b. Pemeriksa merek tingkat ahli adalah pemerikseelkngang mempunyai
kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dé&mgsinya
mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metadaleg teknik

analisis di bidang pemeriksaan merek.

Pemeriksa merek tingkat ahli mempunyai tugas mesermerek-merek
yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sét@lemeriksa merek tingkat
terampil memeriksa dokumen permohonan, tahap pksaam berikutnya

dilakukan oleh pemeriksa tingkat ahli yang terdtas:

1. Pemeriksa Merek Ahli Pertama, dengan tugas:
a. Memeriksa merek yang diajukan oleh pemohon enigikad tidak baik
b. Memeriksa merek yang tidak dapat didaftar karéidak memenuhi
peraturan perundang-undangan; dan

c. Menilai salinan peraturan perjanjian merelekof

2. Pemeriksa Merek Ahli Muda, dengan tugas:
a. Membuat putusan pendaftaran permohonan merek
b. Membuat putusan penolakan permohonan merek
c. Menilai keberatan atau sanggahan terhadap pemaohmerek
d. Menangguhkan permohonan merek dalam hal:

- Berkas merek tersebut berkaitan dengan kaspendjadilan
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- Perkara yang berkaitan dengan permohonan yigegikbsa belum diputus
di pengadilan atau belum berkekuatan hukum tetapkaBe merek
pembanding tersebut masih dalam proses perpanjargakas merek

tersebut masih dalam proses pengalihan hak datfaiain

3. Pemeriksa Merek Ahli Madya melakukan:

a. Pemeriksaan ulang dan menganalisa hasil kepupgesalaftaran merek

b. Pemeriksaan ulang dan menganalisa hasil kepupes@lakan merek

c. Menganalisa keberatan atau sanggahan permohuerak

d. Memberikan tanggapan atas usulan penolakan pemao pendaftaran
merek

e. Memberikan keterangan pada komisi banding megpekila diminta

f. Memenuhi panggilan komisi banding atas putusenofakan permohonan
merek

g. Memberikan keterangan ahli pada tingkat kejaksdeepolisian serta

menjadi saksi ahli pada pengadilan.

LY Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat lak anerek yang
dilindungi oleh hukum. Dalam pasal 3 UUM 2001 diakan bahwa hak atas
merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Needapada pemilik merek
yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangk&tu tertentu dengan
menggunakan sendiri merek tersebut atau member#ankepada pihak lain
untuk menggunakannya. Kemudian pasal 4 UUM 2001yatakan bahwa merek
tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yarjgkdia oleh pemohon yang
beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas akememberikan hak yang
khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atamamiatkan merek
terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dg@agka waktu tertentu pula.
Hak khusus memakai merek ini berfungsi sepertissuanopoli, hanya berlaku
untuk barang atau jasa tertentu karena suatu nmeeekber hak khusus atau hak

mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat @dipankan terhadap siapa pun.
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Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kep&dailik yang beritikad baik.
Pemilik merek yang beritikad buruk, mereknya tidkdpat didaftar. Pemakaian
merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maygea

Dengan adanya hak ekslusif atau hak khusus tersednurtg lain dilarang
untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk baedag jasa yang sejenis,
kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik meteidaftar. Bila hal itu
dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dajaintut secara perdata
maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar. PasalU2&JM 2001 mengatur
mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftaxy menyatakan bahwa
merek terdaftar mendapat perlindungan hukum urdangka waktu 10 (sepuluh)

tahun sejak penerimaan dan jangka waktu itu dapatghnjang.

6. Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

Menurut perjanjian TRIPs disebutkan dalam pasalbhdBwa pemilik
merek terdaftar mendapat perlindungan apabila mgeelidaftarkan di wilayah
negara peserta, sehingga pemilik merek bersangkutmpunyai hak ekslusif
dari negara peserta untuk melarang pihak lain untekakukan peniruan atau
pemalsuan terhadap merek tersebut. Oleh karenandonesia sebagai negara
yang ikut serta dalam perjanjian TRIPs harus meladkan ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam perjanjian terselut.

Perlindungan hukum merek terkenal telah diterapkaiam Undang-
undang merek nomor 15 tahun 2001, yaitu dalam pasatat (1) huruf b dan
Ayat (2), serta pasal 37 ayat 2. Pada dasarnyangengan hukum terhadap
merek merupakan pengakutan terhadap hak atas nensdbut selama kurun
waktu tertentu, dan orang lain hanya dapat menikatau menggunakan hak
tersebut atas ijin pemilik. Perlindungan dan pengaktersebut hanya diberikan
khusus kepada pemilik merek terdaftar yang memitilarek tersebut. Hak ini
dikatakan mempunyai sifat ekslusif, larangan unfudnggunakan merek orang

lain secara tanpa hak, berkaitan dengan hak ekslasipemilik merek, sebagai

32 Maryati Bachtiar, “Pelaksanaan Hukum Terhadap Maerkenal (Well Known Mark)
Dalam WTO-TRIPS Dikaitkan Dengan Pengaturan daktiRreya di Indonesia” Jurnaiukum
Respublica2007) HIm 165
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akibat hukum dari diterimanya pendaftaran merekkmy oleh Kantor merek.
Hak ekslusif juga dapat merupakan jaminan kepadayamakat umum akan
kualitas dari barang yang dibubuhi merek itu

Dalam rangka perlindungan merek terkenal, pemilierek terkenal
mempunyai hak untuk mengajukan oposisi atau mekgajgugatan pembatalan
terhadap merek terdaftar, yang mempunyai persardaagan merek terkenal
dimaksud berdasarkan alasan-alasan yang terdafzah gesal 4, pasal 5 dan
pasal 6 UU nomor 15 tahun 2001, dengan cara térldahulu mengajukan
permintaan pendaftaran merek tersebut kepada kaneiak.

Dalam undang-undang nomor 15 tahun 2001, ditentygkda mengenai
jangka waktu perlindungan merek baik bagi merelall@kaupun merek asing. Di
dalam pasal 28 UU nomor 15 tahun 2001, disebutiagkia waktu perlindungan
merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal jpeaan dan jangka waktu
perlindungan itu dapat diperpanjang. Cara permmt@@rpanjangan harus
diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) buldrelsen berakhirnya jangka
waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebal. i tercantum dalam pasal
35 ayat (2) UU nomor 15 tahun 2001. Oleh karenapé&rmintaan perpanjangan
merek harus tetap digunakan untuk jenis barangatianjasa bersangkutan.

Jangka waktu perlindungan di dalam pasal 28 UU mditGdahun 2001 di
atas melampaui jangka waktu 7 (tujuh) tahun yarngndikan dalam pasal 18
perjanjian TRIPs. Oleh karena itu, jangka waktugydelah ditetapkan dalam
perjanjian TRIPs ini telah dipenuhi oleh undangamgimerek Indonesia.

Undang-undang merek nomor 15 tahun 2001 juga mekaioer
perlindungan hukum terhadap pemilik merek untuk unémt pembayaran ganti
rugi terhadap pelanggaran hak atas merek, yangrdigam Bab XI Pasal 76
ayat (1) Undang-undang nomor 15 tahun 2001. Pemlgkek terdaftar dalam
mengajukan gugatan pembatalan terhadap orang adanbhukum yang
menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan ek pokoknya
maupun keseluruhannya. Selain itu, dapat pula merigtan pemakaian merek
tersebut.

Dengan demikian, Undang-undang nomor 15 tahun 28@h mengatur

mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhaa@pek terkenal yaitu

Universitas Indonesia
Tinjauan yuridis ..., Tomy Pasca Rifai, FH Ul, 2011



45

pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dijadikabagai dasar penolakan
pendaftaran merek yang mempunyai persamaan padaokmpak atau
keseluruhannya dengan merek yang sudah terken&lpinbk lain, serta Pasal 37
ayat (2) UU nomor 15 tahun 2001. Penyelesaian sgadtasus merek terkenal di
Indonesia dilakukan dengan mekanisme litigasi dam liigasi. Litigasi menurut
UU nomor 15 tahun 2001 adalah litigasi yang dipeyisat, karena tidak melalui
upaya banding tetapi langsung kasasi. Sedangkam mamyelesaian sengketa
dilakukan dengan mengajukan gugatan penghapuseatafb@an merek, gugatan
pembatalan merek terdaftar dari daftar umum medak, gugatan berupa ganti
rugi serta penghentian semua perbuatan yang benkadéngan penggunaan merek

tersebut.

7. Penghapusan Merek Terdaftar
Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan alaiari

1. Atas prakasa Direktoriat Jenderal HaKI

Direktorat Merek diberikan wewenang untuk melakukaengawasan
represif, berdasarkan Undang-Undang dapat melakul@nghapusan
pendaftaran merek. Pasal 61 (2) Undang-Undang NakboTahun 2001
memperingatkan apabila Direktorat Merek hendak raeriml tindakan
menghapus pendaftaran merek atas prakarsa sdmelidasarkan pada alasan
yang sah menurut Undang-Undang, juga perlu didulalely bukti yang cukup
jika:

a. Merek tidak dipergunakan berturut-turut selam@tiga ) tahun atau lebih
dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggadafteran atau
pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yamat diterima oleh
Direktorat Jenderal HaKl. Pemakaian terakhir teusebhitung dari tanggal
terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang) ya@rsangkutan masih

beredar di masyarakat.

**Yuliyono, “Gugatan Penghapusan Pendaftaran Mereld{&asus Gugatan
Penghapusan Pendaftaran Merek Top” (Tesis Pas@m&asniversitas Dipenegoro, Semarang,
2010) him 52
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Adapun alasan yang dapat dipergunakan sebagai @ex@ge merek
terdaftar oleh direktoriat Jenderal HaKIl karena ng@dalarangan impor,
larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredabanang yang
menggunakan merek bersangkutan atau keputusan phak yang
berwenang yang bersifat sementara, atau larangarpasdainnya yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Dalam praktik merek, alasan untuk menghapus symgndaftaran merek
atas dasar non use pembuktiannya sulit, karenanboiaupakan hal yang
mudah untuk membuktikan bahwa suatu merek tida&kdip dan jika alasan
ini yang dipakai untuk menghapus pendaftaran melatk Direktorat Merek,
pemilik merek yang mereknya akan dihapus akan bbeusuntuk
mengedarkan lagi mereknya dengan barang-barang bensgngkutan, atau
memberi bukti bahwa sesungguhnya pemilik merelebeissudah memakai
merek itu. Misalnya, barang yang dijual dalam Kaaliyang sedikit kepada
konsumen, bisa juga dengan menunjukkan bukti-blati berupa faktur-
faktur telah menjual ke beberapa toko di dalamyailaindonesia.

Undang-undang memberikan jangka waktu selamaga)(teahun untuk
dipergunakannya suatu merek untuk mengantisipakep#wangan teknologi
yang berkembang dengan pesat. Sehingga merek-iy@negksifatnya hanya
didaftar saja tanpa pernah dipergunakan dalam teeg@oduksi barang dan
jasa, akan mengganggu investasi dan perekonomiegsdaHal inilah yang

berusaha dicegah dengan memberikan jangka walktonaed (tiga) tahun.

b. Merek yang digunakan untuk jenis barang ataa j@kk sesuai dengan
jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftgeariarmasuk pemakaian
merek yang tidak sesuai dengan merek yang diddfeidaksesuaian dalam
penggunaan meliputi pula ketidaksesuaian dalamukgrenulisan kata atau
huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan wang perbeda. Merek
tersebut digunakan untuk melindungi jenis bararay ghasa yang berbeda
baik yang berada dalam satu kelas apalagi untukndrarang yang berbeda
kelasnya.
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Dalam penjelasan Pasal 61 (2) Undang-Undang, ketdaiaian dalam
penggunaan tersebut meliputi, pertama bentuk pmukata atau huruf, dan
kedua penggunaan warna yang berbeda. 75 Hal inuhkgkman terjadi
dalam dunia perdagangan jika pemilik merek meraseekmya mempunyai
bentuk yang kurang menarik dan warnanya kuranglgasehingga pemili
merek tersebut menggunakan merek yang berbeda.

Tujuan dari Undang-Undang memperluas pengertianiddetesuaian dalam
penggunaan warna yang berbeda, untuk membina teemgg penggunaan
merek yang jujur atau fair use dan beriktikad b@jkod faith). Hal ini

menyiratkan bahwa perlindungan hukum yang diberikepada pemilik

merek terdaftar, tidak boleh dipergunakan dengaancudan beriktikad baik.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa setsikapi oleh
Direktorat Merek dengan mencari bukti-bukti ataundesarkan pada masukan
dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbanamilik merek diberikan
kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan uriakidilikan dari ketentuan
tentang penghapusan ide dengan mengajukan alassanalyang dapat
dipertimbangkan oleh kantor merek, misalnya produikanan dan minuman
yang izin peredarannya menjadi kewenangan instdaisi atau keputusan
pengadilan yang bersifat sementara mengenai petighesementara pemakaian
merek selama perkara berlangsung.

Apabila terdapat bukti yang cukup untuk menghapersdpftaran merek,
penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oletktbrat Merek akan
dicoret dalam Daftar Umum Merek dan akan diumum&alam Berita Resmi
Merek. Pencoretan merek dari Daftar Umum Merek rakibgitkan berakhir
perlindungan hukum atas merek tersebut. Jika ditihe Undang-Undang Merek,
Direktorat Merek diharuskan untuk bekerja aktifashalmengawasi pelaksanaan
pemakaian merek terdaftar. Hal ini tentu saja mekap pekerjaan yang tidak
mudah, karena untuk mendapatkan bukti-bukti penggon merek yang
menyimpang, tentu saja tidak gampang. Apabila keyaut yang diambil
Direktorat Merek keliru, Direktorat Merek dapat dgat oleh pemilik merek yang

mereknya dihapus untuk membatalkan penghapusanafierath mereknya ke
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Pengadilan Niaga. Bila merek itu masih terikat jggran lisensi,
penghapusannya hanya dapat dilakukan apabila plisetecara tertulis oleh
penerima lisensi, kecuali penerima lisensi dengagad menyetujui untuk

mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

2. Atas permohonan dari pemilik merek yang bersangkuta

Pada prinsipnya, Direktorat Merek dapat melakukaenghapusan
pendaftaran yang diajukan oleh pemilik merek teesafLandasan prinsip ini
dapat disimpulkan dari Pasal 62 (1) yang menegaskenmohonan penghapusan
pendaftaran Merek oleh pemilik Merek atau Kuasangaik sebagian atau
seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepaDaektorat Jenderal.
Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh ikemeérek ini dapat
diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis bargagjasa yang termasuk dalam
satu kelas, pertimbangan pemilik merek dalam habiasanya karena mereknya
dianggap sudah tidak menguntungkan lagi. Perminp@smghapusan pendaftaran
merek oleh pemilik merek diajukan secara tertudikach bahasa Indonesia kepada
Direktorat Merek dengan menyebutkan merek terdaftar nomor pendaftaran
merek yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 281 & 993 tentang
tata cara Permintaan Pendaftaran Merek, Pasal Bhimqgean penghapusan
pendaftaran merek oleh pemilik merek dilengkapigden surat-surat sebagai
berikut:

1. Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar gasimintakan penghapusannya,

2. Surat kuasa khusus bagi permintaan penghappshilcapenghapusan tersebut
dilakukan oleh kuasa pemilik merek,

3. Surat pernyataan persetujuan tertulis dari pexelisensi, apabila pendaftaran
merek yang dimintakan penghapusan masih terikgmeam lisensi,

4. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghappendaftaran merek
terdaftar.

Apabila penghapusan pendaftaran merek dilakukah ptmilik merek
yang masih terikat dengan perjanjian lisensi, papgban hanya dapat dilakukan

apabila hal ini disetujui oleh penerima lisensiclkai apabila telah terdapat
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kesepakatan tertulis dalam perjanjian lisensi garierima lisensi. Permohonan
penghapusan pendaftaran merek yang diterima olekkidrat Merek akan
dilaksanakan dengan cara mencoret merek tersebarh daaftar Umum Merek
dan diberi catatan tentang alasan tanggal pengaap8eglanjutnya, diberitahukan
secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasdeyagan diberikan penegasan
bahwa sejak tanggal pencoretan merek dari DaftaurdnmMerek, Sertifikat

Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlagu la

3. Atas putusan Pengadilan berdasarkan gugatan pemsgrap

Dengan adanya Penghapusan pendaftaran Merek atamfa@an pihak
ketiga, pembuat Undang-Undang menghendaki selaimilige merek dan
Direktorat Merek yang dapat melakukan penghapusadaftaran merek, kontrol
dari masyarakat juga diperlukan tentang pelaksana@mrek yang telah
didaftarkan. Penghapusan pendaftaran merek atasnjaan pihak ketiga diatur
dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2001.

Undang- Undang memberikan hak kepada pihak ketigagagukan
permintaan penghapusan pendaftaran merek dengannoamgajukan gugatan
penghapusan pendaftaran merek ke Pengadilan N{aggatan penghapusan
pendaftaran merek tersebut akan diperiksa dan udipsgsuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailidan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang dan Hukum Acara Perditiam hal ini HIR
ataupun Rbg. Undang-Undang tidak secara rinci mangaapa saja termasuk
pihak ketiga, akan tetapi dapat disimpulkan bahaagydimaksud pihak ketiga
adalah pihak selain Direktorat merek dan pemilikrekeyang mempunyai
kepentingan hukum dan kepentingan ekonomi atas kmerang tidak
dipergunakan tersebut.

Gugatan penghapusan pendaftaran merek yang dimahooleh pihak
ketiga diajukan ke Pengadilan Niaga dimana Terghgedomisili atau bertempat
tinggal. Hal ini menunjukkan kompetensi relatif idewatu Pengadilan. Terdapat 5
( lima ) Pengadilan Niaga di Indonesia, yaitu Peiilga Niaga Jakarta,
Pengadilan Niaga Medan, Pengadilan Niaga Semar&sggadilan Niaga

Surabaya, serta Pengadilan Niaga Ujung Pandang.
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Dalam sengketa penghapusan pendaftaran merek, gangdi tergugat
tidak cukup hanya pemilik mereknya saja sebagautat |, tetapi juga harus
melibatkan Direktorat Merek sebagai tergugat Il.| Ha dilakukan karena
Direktorat Merek sebagai instansi yang melakukardp#aran merek yang dapat
mencoret suatu merek dari Daftar Umum Merek selardgiam petitum gugatan
penggugat perlu dimntakan agar Direktorat Mereledipahkan untuk mencoret
merek dari Daftar Umum.

Gugatan dalam sengketa penghapusan pendaftarank miglak
dimungkinkan menggunakan dasar hukum lain, seléasaa yang tercantum
dalam Pasal 61 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahui.280abila dalil gugatan
menyimpang dari itu, akan berakibat gugatan merkatur (obscuur libel) atau
tidak mempunyai dasar hukum. Akibat yang terjadialall gugatan akan

dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Tidak diperpanjang jangka waktu pendaftaraneknya.

Penghapusan merek juga terjadi apabila jangka waldl diperpanjang.
Menurut UU Merek Tahun 2001 jangka waktu pendaftaraerek dapat
diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yanghasaPasal 35 ayat (1),
sedangkan pendaftaran merek berlaku untuk jangksuvl® tahun sejak tanggal
penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu ddjperpanjang (Pasal 28 UU
Merek tahun 2001)

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungeerek terdaftar
diajukan secara tertulis oleh pemilik atau luasdgtam jangka waktu tidak lebih
dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya endam lsgbelum berakhirnya
jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftareteus Permintaan untuk itu
dapat diajukan kepada Ditjen HaKl dan untuk itu rakbkenakan biaya yang
besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Mengng lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek. Di tedta belum ada menteri
yang khusus lingkup tugasnya menangani bidang pemhi hak milik
intelektual. Sampai saat ini yang baru ada, adBia¢ktorat Jenderal HaKIl yang

berada di bawah departemen kehakiman. Selanjuthyanerek tahun 2001 juga
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menetukan persyaratan untuk persetujuan permimagranjangan jangka waktu
perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu ragl{pasal 36):

Merek yang bersangkutan masih digunakan pada baedag jasa
sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek terseBatang atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproddési diperdagangkan
Bukti bahwa merek masih digunakan pada barangjasauyang diproduksi dan
diperdagangkannya disertakan pada surat permirgagranjangan pendaftaran.
Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yéreyikian oleh instansi yang
membina bidang kegiatan usaha atau produksi bararay jasa yang
bersangkutan.

Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimimaksudkan
di atas akan ditolak oleh Direktorat Jenderal. Rekam itu akan disampaikan
secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasdepgan menyebutkan alasan-
alasan penolakannya. Untuk kepastian hukum makaapgngan jangka waktu
perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftaruth Merek dan diumumkan
dalam Berita Resmi Merek dan akan diberitahukaarseertulis kepada pemilik

merek atau kuasanya.34

8. Pembatalan Merek Terdaftar

Mengenai pengaturan mengenai pembatalan merek fteerddapat
ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 7angfdndang Nomor 15
Tahun 2001. Pembatalan merek terdaftar hanya dhgjaikkan oleh pihak yang
berkepentingan seperti jaksa, yayasan atau lembadgedang konsumen dan
majelis lembaga keuangan atau juga oleh pemilikeknetengan mengajukan
gugatan kepada Pengadilan Niaga, yang wilayah hokanmeliputi alamat
pemilik merek terdaftar yang akandibatalkan. Kecwagdabila pemilik merek
terdaftar sebagai tergugat berada di luar negagatgn diajukan ke Pengadilan
Niaga di Jakarta.

Pasal 68 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 makgat bahwa

gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan ek alasan yang terdapat

* Rachmadi UsmarHukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan ®imensi
Hukumnya di Indonesi&et. 1 (Bandung: P.T. Alumni, 2003), him 346
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dalam Pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4 menyatakan balesakntidak didaftar oleh

pemohon beriktikad tidak baik. Pasal 5 menyatakahwia merek tidak dapat
didaftar bila bertentangan dengan Undang-Undadgk tmemiliki daya pembeda,
merek menjadi milik umum dan merupakan keterangamgyberkaitan dengan
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Raal B menyatakan bahwa
permohonan merek ditolak bila mempunyai persamaagah merek milik pihak

lain, serta dengan indikasi geografis yang sudakem@l, bendera, lambing
Negara, cap resmi Negara kecuali atas persetujednlis dari pihak yang

berwenang.

Tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdadtaaritum dalam
Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalghn®a ) tahun sejak
tanggal pendaftaran. Namun, khusus untuk gugatanb@ilan yang didasarkan
atas alasan bertentangan dengan moralitas agarsasilkan, atau ketertiban
umum dapat diajukan kapan saja tanpa batas waktu.

Seperti yang telah diketahui, gugatan pembatalaekrterdaftar diajukan
kepada Pengadilan Niaga, dan terhadap putusan diamghliaga tersebut hanya
dapat diajukan kasasi. Setelah putusan telahmeraplakuatan hukum yang
tetap, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelekalkan mencoret merek yang
bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memabatatan tentang alasan
dan tanggal pembatalannya serta atau kuasanya.6@aDepembatalan merek
terdaftar tersebut, berakhir pula perlindungan hukwatas merek yang

bersangkutan.
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BAB I11
PEMBAHASAN

A. Perlindungan Merek terhadap Persaingan Curang

Merek dagang yang merupakan bagian dari Hak Kekayagelektual
(HKI) memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekomi. David A. Burge, di
dalam bukunya mengatakan: “A Trademark is brandenansymbol utilized by a
consumer to choose among competing goods and senActrademark also may
provide a promise of a consistent level of qudlifjvlerek adalah nama atau
simbol yang digunakan oleh konsumen untuk menentldeaang/jasa di antara
yang lainnya. Merek juga memberikan jaminan ataslitas barang/jasa
tersebutf°’Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkaak-pihak
tertentu melakukan pelanggaran merek milik orangdaantaranya:

a) Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti kdrena merek yang
dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek darahg-barang yang laris di
pasaran.

b) Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal sianembuat suatu merek
baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promasanya sangat besar;

c) Selisih keuntungan yang diperoleh dari menhahng dengan merek palsu
itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kengan yang diperoleh jika
menjual barang yang asli, karena pemalsu tidakupedmbayar biaya riset
dan pengembangan, biaya iklan dan promosi sertakpagehingga bisa
memberikan potongan harga yang lebih besar kepaakgang.

Dalam Black's Law Dictionary, disebutkan pengertigrerbuatan
persaingan curang sebagai berikutterm which may be applied generally to all
dishonest or fraudulent rivalry in trade and comgeerbut is particularly applied
to the practice of endeavoring to substitute omss, goods or products in the
markets for those of another, having an establistepditation and extensive sale,
by means of imitating or counterfeiting the nanite,tsize, shape or distinctive

peculiarities of the article, or the shape, coldabel, wrapper or general

% Dwi Agustine Kurniasih, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari

Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Repukdsgia HKI Vol V Nomor 6 tahun 2008
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appearance of the package or those such simulatibesimitation being carried
far enough to mislead the general public or decanainwary purchaser, and yet
not amounting to an absolute counterfeit or toitifengement of a trade mark or
trade name.

Menurut pasal 10 bis Konvensi Paris, mewajibkangatey memberikan
perlindungan efektif terhadap segala bentuk pegsain curang (unfair
competition), yaitu setiap tindakan persaingan yaegentangan dengan perilaku
jujur dalam industri dan perdagangan. PasallOloisvEnsi Paris menjabarkan
masalah persaingan curang sebagai beffkut:

(1) The countries of the Union are bound to asgareationals of such countries
effective protection against unfair competition;

(2) Any act of competition contrary to honest pie&s in industrial or
commercial matters constitutes an act of unfair pefition;

(3) The following in particular shall be prohibited

1. all acts of such a nature as to create confufipmny means whatever with
the establishment, the goods, or the industriad@nmercial activities, of a
competitor;

2. false allegations in the course of trade of saahature as to discredit the
establishment, the goods, or the industrial or cemual activities, of a
competitor;

3. indication or allegations the use of which i ttourse of trade is liable to
mislead the public as the nature, the manufacturipgcess, the
characteristics, the suitability for their purposer the quantity, of the

goods.

Pasal 10bis Ayat 1 Konvensi Paris menentukan bategmra peserta wajib
memberikan perlindungan yang efektif terhadap pegsa curang. Ketentuan ini
merupakan penegasan tentang kewajiban negara pes@aiam member

perlindungan yang efektif terhadap persaingan aurafetentuan ini juga

% Indonesia, Keputusan Presiden tentang Perubahaumti@an Presiden Nomor 24
Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris ConventiohteoProtection of Industrial Property dan
Convention Establishing The World Intellectual Redy Organization, Bagian Lampiran Pasal
10bis.
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menekankan bahwa negara peserta tidak wajib merpeuauran baru mengenai
persaingan curang apabila dengan peraturan yarg tielich diatur perlindungan
yang efektif terhadap persaingan curang. Pasals1lBpgat 2 Konvensi Paris
memberikan pengertian secara tegas mengenai pgmsaicurang. Persaingan
curang didefinisikan sebagai tindakan yang beatggdan dengan kejujuran dalam
persaingan di bidang industri atau perdaganganal Pd¥bis Ayat 2 Konvensi

Paris mengandung unsur-unsur sebagai béfikut

a) Unsur “tindakan” (act), tindakan dalam hal inemmpakan tindakan aktif
maupun tindakan pasif, contoh tindakan pasif dgi@nsaingan curang adalah
pengusaha yang mengiklankan produknya tanpa metatngkan pada
konsumen zat-zat berbahaya yang terkandung dalaatulmya.

b) Unsur “persaingan”, makna persaingan ini merygakla persaingan langsung
maupun persaingan tidak langsung. Persaingan Iaggsmerupakan
persaingan antara dua atau lebih pelaku usaha dpksar yang sama,
sedangkan persaingan tidak langsung adalah peasaargara dua atau lebih
pelaku usaha yang memiliki pasar yang berbeda. dbopersaingan tidak
langsung adalah seorang pengusaha yang Merek prgalidengaja meniru
Merek terkenal produk lain tidak sejenis.

c) Unsur “bertentangan dengan kejujuran”, perumusakna kejujuran dalam
hukum nasional negara peserta harus disesuaikagandekondisi dan
kebutuhan nasional, dan harus pula memperhatikaselounsur kejujuran ini
dalam perkembangan perdagangan internasional. Ddiam terjadinya
persaingan curang yang mengandung unsur-unsur, asgkp makna unsur
kejujuran yang harus diberlakukan adalah maknajlkgn sesuai dengan
perumusan hukum di mana persaingan curang itwtegtu dengan kata lain
makna unsur “kejujuran” yang diberlakukan adalalmdasarkan lex loci.
Mengenai hukum yang harus diberlakukan dalam mekant makna
kejujuran ini merupakan kualifikasi primer. Sedasagkdefinisi mengenai

istilah kejujuran ini merupakan kualifikasi sekunde

3" Nurhasanah Timbuleng, “Implementasi Ketentuandtegsan Curang Menurut
Konvensi Paris dalam Undang-Undang No. 15 Tahurl Z@htang Merek” (Skripsi Sarjana
Universitas Indonesia, Depok, 2009) him 12
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d) Unsur “dalam bidang industri atau perdagangamisur ini tidak hanya
mencakup kegiatan pengusaha dalam menyediakankpeddu jasa kepada
konsumen, yang dalam hal ini merupakan kegiatatbela tetapi juga
termasuk kegiatan non-profit yang dilakukan olelktdo ataupun pengacara
dengan memanfaatkan profesinya. Unsur-unsur P@b#d Ayat 2 Konvensi
Paris tersebut sekiranya dapat menjadi pedomannsagira-negara anggota
dalam mengimplementasikan ketentuan persainganngur&ebagaimana
ketentuan lain dalam Konvensi Paris, Pasal 10biat ymerupakan kaedah
mendasar yang menjadi pedoman untuk diterapkanmdalatem hukum
negara-negara peserta. Konsep persaingan curadgi skeesuaikan dengan
kondisi masing-masing negara peserta. Termasuk pelgara peserta dapat
memperluas konsep persaingan curang ini apabilaamgrdiperlukan. Oleh
karena itu, dengan memperhatikan hal-hal terseibarapkan negara peserta
dapat menerapkan konsep yang dapat memberikannghemtjan yang

maksimal terhadap persaingan curang

Ketentuan dalam Pasal 10bis Ayat 2 dan Ayat 3 Koswve@aris bersifat
self executing. Maksud dari self executing adalahvia ketentuan tersebut dapat
diberlakukan langsung di wilayah hukum negara ataygenpa harus ada aturan
pelaksana. Ketentuan dalam kedua ayat tersebuthaiges diaplikasikan secara
langsung oleh badan peradilan atau pihak admitifsggang berwenang di negara-
negara anggota yang terikat dengan ketentuan tdrseb

Kemudian, Pasal 10bis Ayat 3 Konvensi Paris meregasnengenai
tindakan-tindakan apa saja yang termasuk dalamkdmgoersaingan curang.
Ketentuan ini merupakan legislasi umum bagi negagara peserta dan harus
diterapkan sebagai bagian dari hukum domestik megmserta atau harus
diberlakukan secara langsung oleh lembaga peraalitanlembaga administrative
yang berwenang di negara-negara peserta. Ketemheggenai tindakan yang
dilarang dalam persaingan curang tidak hanya betinpakan yang disebutkan
dalam Pasal 10bis Ayat 3 Konvensi Paris. Negareerfgesdapat membuat
ketentuan secara lebih luas sesuai kebutuhanyaemangndakan-tindakan apa

saja yang dilarang sebagai persaingan curang.
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Tindakan yang dilarang sebagai tindakan persaingeang, antara lain:

1. Tindakan yang menimbulkan pengecohan (confusiomdakan ini terjadi
bilamana seorang pengusaha menggunakan Merek padiagbatau jasanya
yang mempunyai kemiripan dengan Merek lain dandoigs adalah Merek
terkenal. Lebih luasnya, tindakan pengecohan igajmeliputi pengecohan
terhadap kemasan, publikasi barang atau jasa maumin lainnya.
Perlindungan terhadap tindakan ini diberikan tealpatMerek yang terdaftar
maupun Merek yang tidak terdaftar.Namun, perlindumderhadap Merek
yang tidak terdaftar ini hanya diberikan terhadaprék terkenal. Dalam hal
ini, Merek terkenal tanpa harus terdaftar di sua#gara peserta Konvensi
Paris, maka Merek terkenal tersebut mendapat perigan seperti halnya
Merek yang terdaftar, tentunya hal ini memperhatikpengetahuan

masyarakat setempat mengenai Merek terkenal tersebu

Tindakan yang menimbulkan kebingungan atau pengecaofi memiliki
keterkaitan yang erat dengan unsur itikad baikrdgdarmohonan pendaftaran
Merek. Dalam Konvensi Paris Pasal 6 Ayat 1 Butirddggaskan bahwa
negara anggota harus menolak permohonan pendaftderek apabila
terdapat dugaan unsur itikad tidak baik dari pemopendaftaran Merek.
Lebih jauh lagi, Indonesia yang merupakan negasene Konvensi Paris
mengatur persaingan curang sebagai salah saturel@aneitikad tidak baik

pemohon pendaftaran Merek.

Keterkaitan persaingan curang dengan unsur itikak juga ditegaskan
sebagai berikut: There should be provision concurrent registratioh o
identical marks in special circumstances of homegtr or concurrent user. It
should be applied even where a prior registratisrinicontestable for a well-
known trademark. The special status of such mdrksld be reflected on the
registef’. International Trademark Association (INTA) memgikan bahwa
rasio dari pernyataan di atas adalah merupakarakard curang apabila
memohonkan pendaftaran suatu Merek, ternyata Meyakg akan
dimohonkan pendaftaran tersebut telah didaftar Isebe/a dengan itikad

baik atau Merek yang akan dimohonkan pendaftansehet meniru Merek
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terkenal. Tindakan curang yang dimaksudkan dalahinhadalah tindakan
pengecohan, yaitu Merek yang akan dimohonkan ptardahya merupakan
Merek yang membonceng atau menyamai Merek lain yaladn sukses di
pasaran atau bahkan Merek terkenal.

2. Tindakan yang mendiskreditkan pesaing lain (distregy. Tindakan
mendiskreditkan pesaing lain adalah tindakan yamgmberikan informasi
tidak benar mengenai itikad baik pesaing lain dal@@ndagangan. Akibat
informasi yang tidak benar ini, pengusaha mend&eantungan ekonomi
karena konsumen menilai produk dengan Merek mikkgusaha tersebut
lebih baik daripada produk dengan Merek pesaing yang dikomparasikan
secara tidak jujur melalui informasi tidak benaditaSecara a contrario,
ketentuan dalam Pasal 10bis Ayat 3 Butir 2 Konvd?aiis tidak berlaku
bilamana seorang pengusaha dalam menginformasikad buruk terhadap
bisnis pesaingnya ternyata merupakan informasi \aegar dan walaupun
telah nyata terjadi kerugian yang dialami pihakaues akibat pengungkapan

informasi tadi.

3. Tindakan menyesatkan (misleading). Tindakan mmémiliki perbedaan
esensial dibanding dengan kedua tindakan yang wulisab sebelumnya.
Pelaku persaingan curang menyampaikan informag y@@nyesatkan publik
terhadap barang atau jasanya sendiri. Informasig yarenyesatkan ini
maksudnya adalah memberi informasi pada publik meagmengenai sifat,
ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatanatinkegunaan suatu produk.
Melalui informasi yang menyesatkan ini, diharapkamsumen akan tertarik
untuk membeli produk milik pelaku persaingan curdmgena memiliki
kualitas atau ciri yang baik. Padahal kualitas ateuyang baik itu hanya
informasi menyesatkan semata. Jadi, pelaku dalalakoiean tindakan yang
menyesatkan demikian tidak perlu merusak reputasrek yang dimiliki
pihak lain, karena hubungan yang terjadi terhadagakan ini adalah antara
pelaku dengan barang atau jasanya.

Tindakan penyesatan atau misleading ini meliputla ppenggunaan
Indikasi Geografis pada barang tertentu dengamdtikuruk. Suatu barang
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yang menggunakan label Indikasi Geografis tertenémiliki kekhasan dan
kualitas yang baik. Konsumen rela berkorban untumivayar lebih atas
kualitas yang baik dan ciri khas yang dimiliki bagayang berlabel Indikasi
Geografis tertentu. Atas peluang keuntungan yahih Ibesar itulah, pelaku
persaingan curang menggunakan Indikasi Geografesnte pada produknya,
dengan harapan konsumen akan membeli produknyaaséslaih mahal.

Tentunya, konsumen akan merugi karena dengan membelgih mahal

ternyata mereka mendapatkan barang yang tidak iseésngan yang mereka
harapkan. Pada titik inilah terjadi persaingan mgréberupa penyesatan

konsumen.

B. Tinjauan Umum Atas Pemboncengan Reputasi Dalam M er ek

Menurut Djumhana dan Djubaedillah pengertian Pagssifi adalah®®
“Tindakan yang mencoba meraih keuntungan melalanjpintas dengan segala
cara dan dalih dengan melanggar etika bisnis, n&esasilaan maupun hukum.
Tindakan ini bisa terjadi dengan mendompleng secagairu atau memirip-
miripkan kepada kepunyaan orang lain yang telah ifik@meputasi baik. Cara
mendompleng reputasi. Ini bisa terjadi pada bidaegek, paten, desain industry
maupun hak cipta”. Copinger sebagaimana dikutipribjana dan Djubaedillah
menyatakarthe Action for passing off lies where the defendas represented
to the public that his goods or business are thedgoor business of the plaintiff.
A defendandt may make himself liable to this achiprpublishing a work under
the same title as the plaintiff's, or by the pl#ig work as to deceive the public
into the belief that is the plaintiff's work, or &ssociated or connected with the
plaintiff. (Tindakan terhadap pemboncengan reputasi dilakidedika tergugat
telah menampilkan kepada masyarakat bahwa baramg l@snisnya adalah

barang atau bisnis penggugat. Tergugat mungkinshbemtanggungjawab atas

% Muhamad Djumhana & R. DjubaedillaHak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan
Prakteknya di Indonesi@etakan pertam@andung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 265
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tindakannya memproduksi produk dengan nama yan@ siengan penggugat,
atau memproduksi produk di mana kemasannya memngieprpduk penggugat
sehingga menipu masyarakat sehingga percaya bahwaadalah produk
penggugat, atau berkaitan atau berhubungan dergggpgat).

Pemboncengan reputasi berkembang dalam berbagdukbeseiring
perkembangan teknologi. Pemakaian merek dalam gandan menempatkan
merek dengan reputasi tinggi pada posisi stratedgd penguasaan pasar
mengingat sifatnya sebagai alat pembeda barangadanPersaingan tidak sehat
dengan membonceng reputasi merek orang lain badaggbersamaan dengan
keberadaan merek di dalam sejatah.

Dapat digolongkan perilaku pemboncengan reputhsigse berikut
1. Perilaku pemboncengan reputasi yang melanggar riaaig dain
2. Perilaku pemboncengan reputasi yang merupakanakerifidak jujur dan

beritikat tidak baik yang pada hakikatnya tindakansaingan curang

Merek yang menjadi sasaran pemboncengan pihakufavmnya adalah
merek terkenal. Ada kecenderungan yang ditiru busagian atau tanda merek
yang terdaftar melainkan bagian-bagian tertentu depresentasi keseluruhan
merek dan produk yang belum terdaftar atau menidag tlapatt didaftar sebagai
merek tetapi nyata-nyata mempunyai daya pembedasatedak-tidaknya dapat
berdaya membedakan produk di dalam perdagangan.

Perkembangan saat ini tidak hanya merek terkeral yaenjadi sasaran
pemboncengan reputasi tetapi juga segala sesuaiy ryengandung reputasi
tinggi atau layak jual, contohnya karya cipta jugaenjadi sassaran
pemboncengan dengan cara sedemikian rupa dipakdietbungsi sebagai merek
menjadi brand image barang atau jasa. Berbagaukémntuk pembocengan
reputasi dapat dibagi dalam dua bentuk tipe adama
1. Pemboncengan reputasi klasik, yaitu ketika seoram@mberi gambaran

bahwa produknya adalah produk orang lain

39 Agung Purnomojurnal Perlindungan hukum terhadap pemegang hag aterek dari

perbuatan pemboncengan reputasi (Passing, Q)3
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2. Pemboncengan reptuasi dalam arti luas, yaitu ketisgorang menggunakan
gambaran yang salah pada produknya sehingga memipketgrkaitan atau

seolah-olah ada keterkaitan dengan sumber lain yadah dikenal.

Kesuksesan dan tingginya reputasi suatu perusater@gan produk dan
juga merek yang melekat pada produk tersebut, gleainmenggoda pihak-pihak
lain yang beritikad buruk untuk membonceng dengama-cara yang melanggar
etika bisnis, norma kesusilaan maupun hukum. P&ahugang mencoba meraih
keuntungan dengan cara membonceng reputasi seldagga menyebabkan tipu
muslihat atau penyesatan dikenal dengan (pemboaneegutasi).

Reputasi atau goodwill meskipun bersifat intangilsieenjadi kunci
keberhasilan dalam dunia usaha. Pengusaha yangmaogah payah berusaha
memupuk reputasi dengan memberikan kualitas proatakipun jasa terbaik
didukung promosi produk yang memerlukan biaya tidaklikit. Reputasi itu
tertanam pada konsumen dengan mengenali merekppadak sebagai pembeda
terhadap produk lainnya. Hukum berfungsi melindyegnilik reputasi dari pihak
lain yang berusaha mengambil keuntungan secar& fid@r dengan cara

membonceng reputasi

Lingkup perlindungan merek tidak terlepas darkisntentuan hukumnya.
Dari definisi merek dan sistem hukum merek yanqudisserta prinsip-prinsip
yang terkandung terlihat dan menjadi pedoman kadtes perlindungan merek
Keberhasilan gugatan tort of passing off harus nmerietiga elemen dasar
pemboncengan reputasi yaitu
1. Ada reputasi atau goodwill (reputation or goodwdimiliki penggugat
berkaitan dengan tanda, nama atau gaya maupuateararoduknya
2. Ada penggambaran yang palsu atau menyesatkan fmasesntation) yang
dapat menimbulkan kebingungan dan kesesatan méayaraasil
perbuatan tergugat memakai merek, tanda atau sidygng mempunyai
persamaan dengan milik penggugat
3. Kerugian (damages) yang ditimbulkan dari perbuap@mboncengan
reputasi oleh tergugat
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Suatu perbuatan pemboncengan reputasi dikatakaagaelperbuatan
melawan hukum dikenal di negara- negara yang mengammon law system
(sistemhukum umum) seperti Australia, Inggris, Mala, Amerika Serikat dan
lain-lain. Di negara-negara tersebut, passing @fkémbang sebagai bentuk
praktek persaingan curang dalam usaha perdagateaperniagaan. Pengaturan
passing offmuncul ketika suatu usaha yang memiliki reputasgaki memiliki
merek dagang atau tidak dapat mendaftarkan memgkndaya, misalnya karena
mereknya terlalu deskriptif, namun memerlukan pdtingan hukum dari upaya
pihak lain yang hendak membonceng reputasi usabebigt. Hukum passing off
ini bertujuan melindungi baik konsumen maupun pelaisaha dari adanya
praktek-praktek usaha yang dilakukaleh pihak lain untuk meraih keuntungan
dengan cara-cagmng merugikan atau membahayakan reputasi pelsddia yang
asli*®

Di negara common law , yang dapat diminta dalantutan atas dasar
pemboncengan reputasi adalah injunction (penetagkim) yang berisi :

1) Penghentian perbuatan tergugat yang menyesdtkarpernyataan untuk
tidak mengulangi perbuatan tersebut, berupa:

a) Penarikan dari peredaran barang atau jasa yaemgyesatkan

tergugat untuk diserahkan atau dihancurkan.

b) Permintaan ganti rugi materiil atas kerugiamtayyang diderita

dan sejumlah keuntungan yang seharusnya dipertdéemasuk
biaya pengacara dan biaya perkara.

2) Permintaan ganti rugi yang bersifat immateriagbat kerusakan reputasinya.

Dalam gugatan pemboncengan reputasi tidak dapattditadanya sanksi
fiskk atau denda yang bersifagunitive (hukuman). Upaya hukum terhadap
pemboncengan reputasi adalah upaya perdata sehyaggalapat dituntut adalah

ganti kerugian dan penghentian pemakaian karaksar merek.Sekarang ini,

0 Soedjono DirdjosiswordAntisipasi Terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Nagar
Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektuah d@engaturan E-Commerce serta
Penyesuaian Undang-Undang HKI Indonesiatakan pertama (Bandung: CV Utomo, 2005) him
55
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pemboncengan reputasi diperluas ke berbagai benéikkek perdagangan curang
dan praktek persaingan curang di mana kegiatanosegge menim- bulkan
kerugian atau membahayakan reputasi milik orangnuvlé McManis dalam
Simandjuntak, Pemboncengan reputasi dilihat déat gierbuatan tidak terlepas
dari sifat-sifat umum perbuatan persaingan curdngntaranya®

1) Menipu dalam penjualan berkenaan dengan merebaang,

2) Penggelapan nilai-nilai yang sulit diraba,

3) Bersifat jahat

Selain itu, perbuatan pembonceng reputasi ini difileasi melalui 3 (tiga)
unsur atau yang dikenal dengan sebuatassical trinity yaitu
1) Goodwill or reputation
2) Misrepresentation

3) Damage

Tindakan yang dianggap persaingan curang terselmatras eksplisit dan
ilustratif ditentukan berupa tindakan yang bertnjasau menimbulkan kekeliruan
terhadap barang atau jasa yang merupakan usahabsdz#n atau orang lain dan
pernyataan palsu yang merugikan usaha lain. Repotasupakan pengakuan
hasil aktivitas daya intelektual manusia. Oleh kargu, di negara-negara dengan
sistem Common Law hukum memberikan perlindungan kepada pemilik yang
berhak atas segala sesuatu yang melekat di dalamepydaasi ataugoodwill
terhadap pihak yang hendak membonceng reputasinya.

Pada awalnya, perbuatgassing ofterjadi ketika seseorang memberikan
gambaran bahwa produknya adalah produk orang teintyk klasik). Perbuatan
ini yang sering disebut “membonceng di belakangjutasi milik orang lain.
Misalnya dalam KasuReddaway v Banham [1896] AC 18Bmana Penggugat
telah membuat dan menjual mesin pembuat ikat pmggang disebutCamel

Hair Belting’. Tergugat, mantan pegawai di perusahaan Penggugamulai

*L Emmy Pangaribuan ®\nalisis Hukum Ekonomi terhadap Hukum Persaingatakan
pertama (Yogyakarta: Makalah pada FHUGM,1999) Him 1
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bisnis baru pada bidang yang sama dan menamainyea skengan milik
Penggugat.

Penggugat dapat menunjukkan bahwa sebagian besasurken
potensialnnya mengira bahwa produk yang dijual dlengugat adalah produk
yang berasal dari Penggugat. Pengadilan Bandingebdapat bahwa nama yang
digunakan oleh Penggugat adalah kata yang dedkygrtig menunjukkan jenis
barang tersebut dan akhirnya kata tersebut belmsakan oleh siapa saja.
Pengadilan Banding memutuskan bahwa Tergugat tigaiukti melakukan
kesalahan. Namumouse ofLords tidak setuju dengan pendapat tersebut, dan
menyatakan :
finding that the words had acquired a secondaryiication, that is of products
unique to the plaintiff. Lord Herschell said “I caat help saying that, if the
defendants are entitled to lead purchasers to kelithat they are getting the
plaintiff's manufacture when they are not, and ttmsheat the plaintiffs of some
of their legitimate trade, | should regret to firtdat the law was powerless to
enforce the most elementary principles of commencaality

Dalam suatu pertemuan World Intellectual Propentya@ization (WIPO),
yang membicarakan upaya efektif perlindungan HKI garsaingan curang atau
unlawful competition (persaingan yang melawan hukdmJenewa, antara lain
disinggung 'action for passing off' sebagai altefmaelawan tindakan persaingan
curang sebagai berikut:

In countries that follow common law tradition, thetion of passing off is often
considered as the basic of protection against diglso business competitors. The
passing off action can be described as a legal dymfer cases in which the
goods or services of one person are representdibang those of somebody else.
What is common to these cases is that they weiradthe plaintiff's goods, when
they actually obtained the goods of the defendantnegara yang menganut
tradisi hukum umum, tindakan pemboncengan reps&sng ditujukan sebagai
dasar perlindungan melawan pesaing- pesaing usahg gurang. Tindakan
terhadap pemboncengan reputasi dapat dijelaskagaebebuah upaya hukum
yang sah untuk kasus di mana suatu barang ataudjasggap sama seperti

barang atau jasa orang lain. Pada umumnya dalams-k&asus ini penggugat
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kehilangan konsumen disebabkan tergugat menggmageka konsumen- untuk
percaya bahwa mereka membeli barang-barang pengpadahal yang mereka
beli atau dapatkanadalah barang-barang tergugat)

Jelas bahwa passing off merupakan bentuk perbyatag dikategorikan
sebagai perbuatan curang dalam bisnis. Hal ini gligggaskan oleh Mollengraaf
yang mengatakan bahwersaingan semacam itu berwujud penggunaan upaya,
ikhtiar yang bertentangan dengan kesusilaan damjiean di dalam pergaulan
hukum dengan tujuan untuk mengelabui mata masyamakam danmerugikan
pesaingnya, segala sesuatu ini untuk menarik langgaorang lain atau
memperbesar peredaran barang-barangnya.”

Passing Off adalah perbuatan melawan hukum yangimetne common
law dan the federal statute, diartikan sebagaiKigiacurang dalam bisnis atau
usaha”. Pengertian ini kemudian secara bertahagrldgs dalam praktek-praktek
pengadilan berdasar konsep keadilan dan kejujusmnddunia usaha atau bisnis.
Kasus yang cukup terkenal adalah ka&usenal Football Club Plc v Red@003). Arsenal
adalah klub sepakbdiaggris yang terkenal, yang sering diseblihé Gunnersatau
“Arsenal. Sejak lama klub ini dikenal dengan logonya yagbuah meriam dan
pelindungnya. Tahun 1989, Arsenal mendaftarkan faglaemerek produk berupa
pakaian, sepatu olahraga dan barang lainnya. Ada merek kata yang
didaftarkan yaitu Arsenal dan “ArsenalGunner$ dan dua merek gambar yaitu
“The Crest Devicedan “The Cannon Devic¢e

Adapun Mathew Reed adalah penjual souvenir dan igakgang
berhubungan dengan Arsenal sejak 1970. Reed mkaulikata Unofficial
untuk menunjukkan bahwa barang yang dijualnya tidekhubungan dengan
Arsenal. Reed berpendapat bahwa para pembelingl tettipu mengenai asal
barang tersebut, dan mereka membeli barang terssidgai tanda untuk
mendukung tim kesayangan mereka. Reed juga berpahdmhwa dia tidak
menggunakan merek terdaftar milik Arsenal sebagairekn untuk barang-
barangnya, namun digunakan untuk hiasan dekoratikumendukungArsenal.

Pada Pengadilan Pertama, Reed menang. Namun kaska diserahkan
kepadaEuropean Court of JusticeArsenal yang dimenangkan. Lord Aldous

menyampaikan pendapatny@he traditional form of passing off as enunciated i
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such cases as Reddaway v Banham [1896] AC 199 isnger definitive of the
ambit of the cause of action. If | may say so withmpertinence | agree entirely
with the decision in the Spanish Champagne cas@dusee it uncovered a piece
of common law or equity which had till then escapetice for in such a case
there is not, in any ordinary sense, any repredémathat the goods of the
defendant are the goods of the plaintiffs, and ewe that no-one has been
confused or deceived in that way is quite besigentlark. In truth the decision
went beyond the well-trodden paths of passingnodf unmapped area of “unfair
trading' or “unlawful competition.

Kemudian, pada kasus lain yaitu kafteckitt & Colman Products Ltd v
Borden Inc (1990), House of Lorderpendapat bahwa perbuatan membonceng
reputasidiidentifikasi melalui 3 (tiga) unsur yaitu:

a. The plaintiff's goods or services have acquaegbodwill or reputation in
the market and are known by some distinguishintufea

b. There is a misrepresentation by the defendahnéther or not intentional)
leading or likely to lead the public to believettigaods or services offered
by the defendant are goods or services of the tiffaand

c. The plaintiff has suffered, or is likely to sefff damage as a result of the

erroneous belief engendered by the defendant'€pressentation.

Dapat dikatakan bahwa upaya hukum terhadap perbysgmboncengan
reputasi merupakan upaya hukum yang berasal d&tinmciptaan (judge made
law). Selain itu, action for passing off adalah ygpalternatif melawan tindakan
persaingan curang yang dianggap sebagai salahupay@a efektif perlindungan
merek dari praktek persaingan curang. Di Austrad@sar upaya perlindungan
merek dari pemboncengan reputasi dapat menggurfakdemarks Act 1995 dan
Pasal 52 Trade Practices Act 1974. Adanya duaratersebut menguntungkan
karena pemegang merek terdaftar bisa menggunakaar dgugatan atas
pelanggaran merek berdasarkan ketentuan undangngnderek maupun upaya
hukum terhadap pemboncengan reputasi secara begbardahkan sekaligus
berdasarkan ketentuan persaingan curang yangdiausiium. Selain itu, adanya

Trademark Act tersebut menyebabkan perlindungareknierdaftar efektif sejak
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tanggal penerimaan pendaftaran merek tanpa perlbuoidikan ada reputasi
mereknya dan menyediakan sanksi pidana berupaafisikdenda.42
Keduanya memerlukan bukti bahwa tergugat membuatbgean keliru

atau bukti kejadian pemakaian tanpa hak suatu menegg merugikan penggugat.
Namun, dalam gugatan berdasarkan Pasal 52 Tradi&cBsaAct penggugat harus
membangun dan menunjukkan hubungan perbuatan tdrchgrkaitan pada
jalannya usaha penggugat sebelum gugatan atas dissaptive (tipu daya) atau
misleading (mengelabui) dapat diterima. Apapun dagang digunakan,
penggugat tidak dibebanipembuktian adanya kerugidoat perbuatan tergugat.
Kerugian dianggap ada dengan sendirinya akibatupésh terdakwa berupa
penggambaran menyesatkan (tort of passing off) gialanggaran merek
(Trademarks Act) atau perbuatan tergugat nyataanganipu dan mengelabui
(Trade PracticesAct)43

C. Pengaturan Pemboncengan Reputas dalam UU Merek 2001

Pengaturan mengenai pemboncengan reputasi yangkibedi negara
dengan sistem hukum umum tersebut tidak serta nuafmt diterapkan di
Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia mengaiuitlaw systen{sistem hukum
sipil atau disebut juga sistem hukum Eropa Kontiagnyaitu hukum yang
berlaku adalah berupa peraturan-peraturan terfidisy dibuat oleh pembuat
undang-undang bukan berdasar pada pendapat hakikim(hberperan aktif
menemukan hukum atas suatu perkara di pengadilstiiah passing offatau
pemboncengan reputasi memang tidak dikenal di kesiamnamun bukan berarti
perbuatan seperti itu tidak diatur dalam peratwang ada di Indonesia. Pada
prinsipnya, UU Merek 2001 pada dasarnya membedjgkes pelanggaran merek
dalam 4 (empat) kategori yaitu :

%2 Jill McKeough&Andrew Stewartintellectual Property irAustralia 2 edition, (Sidney:
Butterworth,1997), him 421

* Paul Latimer, Australian Business Law 1998" Egition, (Australia Ltd: Sidney,
1998), 167
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1. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan asesmargaja dan tanpa hak
dengan menggunakan merek yang sama pada keseloyahdengan merek
terdaftar milik pihak lain,

2. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan sesmargaja dan tanpa hak
dengan menggunakan merek yang sama pada pokokngardmerek terdaftar
milik pihak lain

3. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakaa tyang dilindungi
berdasarkan inidkasi geografis dan atau indikaal yang dilakukan secara
sengaja dan tanpa hak,

4. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan &delalaiannya.

Dari keempat jenis pelanggaran merek yang diatand&U Merek 2001,
bentuk pelanggaran yang kedua mengindikasikan adpesbuatan membonceng
reputasi. Pelanggaran jenis inilah yang disebugaerpeniruan. Pelaku peniruan
menggunakan merek yang tidak sama tetapi terdapeftamaan dari sudut
pandang (secara visual), dalam suara atau bunygy yapat diartikan ada
persamaan walaupun sesungguhnya artinya sendiki sa@ma. Contohnya, merek
“Rodeo” yang muncul dengan kemasan yang mirip deng@masan merek
“Oreo0” yang terdaftar untuk jenis barang biskuit.

Suatu perlindungan hukum yang memadai tidak culemman peraturan
hukum, tetapi memerlukan syarat pelaksanaan p&aegdukum. Hasil
penelitian menunjukkan ada faktor-faktor penghangeiegakan hukum antara
lain: putusan hakim kasus merek khususnya perldrenengandung disparitas,
kemampuan sumber daya aparat penegak hukum diragsam memenuhi
harapan, budaya masyarakat kurang menghargai Halydan intelektual yang
bersifat pribadi diperparah oleh dampak krisis @konmenjadikan daya beli
konsumen lemah tidak sebanding dengan meningkakeyaginan memakai
produk dan merek tertentu yang terkenal.

Dengan demikian dapat disimpulkan antara lain:
1. Pembocengan reputasi merupakan bentuk perbuataifabemelawan
hukum, vyaitu melanggar etika bisnis, norma yanglakar dalam

masyarakat dan undang-undang atau hak orang iakuklan oleh suatu
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pihak dalam perdagangan barang atau jasa dengamantupnencari
keuntungan secara mudah menjalankan usaha bisnisieyman cara
meniru atau memiripkan merek, indicia atau tandiékmrang lain yang
didalamnya melekat reputasi atau goodwill. Tandau atirri-ciri khas
milik orang lain yang menjadi obyek pemboncengaseteut, berdasarkan
syarat / criteria tertentu dapat diidentifikasi daditerima sebagai merek
yang oleh hukum diberikan hak kepada pemiliknya dakum member
perlindungan bagi pemegang hak atas merek tersedut perbuatan
tertentu yang dikualifikasi sebagai perbuatan nggdan hak atas merek

2. Perbuatan pembocengan reputasi dengan memakai talad@am
perdagangan barang atau jasa yang mempunyai pensgada pokoknya
atau keseluruhannya dengan tanda merek dari pegdgdnatas merek
terdaftar merupakan pelanggaran hak atas merekargadndang nomor
15 tahun 2001 tentang merek memberi perlindungam wzaya bagi
pemegang hak atas merek terdaftar memulihkan rek raereknya dari
perbuatan dan akibat perbuatan pemboncengan regatas melanggarn
hak atas mereknya berupa upaya yang bersifat grevesupun represif.
Perlindungan hukum terbatas juga diberikan kepahilix merek yang

belum terdaftar

Selanjutnya, penentuan persamaan pada pokoknyaldi&pkhat dari beberapa

kasus berikut ini:

1. Kasus sengketa merek “Davidoff” antara DaviddfCIE S.A., Swiss
melawan NV. Sumatra Tobacco Trading Company, Pergat&iantar,
Sumatera Utara; Putusan Nomor 013 K/N/HaKI/2003ygah 11 Juni 2003.
Merek Davidoff telah digunakan sejak tahun 1906hafeno Davidoff dan
diajukan permohonan mereknya pertama kali tang§aDé&sember 1969 di
Swiss. Merek Davidoff untuk jenis barang rokok tetardaftar dan tersebar
luas produknya di beberapa negara. Kemudian, m&akidoff terdaftar
atasnama NV. Sumatra Tobacco Trading Company, RegasSiantar,
Sumatera Utara dengan Nomor 276068, 304906, 304801k jenis barang

rokok.
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Dalam putusannya, MA menetapkan batalpgadaftaraimerek Davidoff
tersebut dari Daftar Umum Merek, dengan pertimbanpakum sebagai
berikut :

“...Bahwa merek “DAVIDOFF” adalah suatu merek untukigebarang
tembakau, cerutu, rokok, serta yang berkaitan dengga maka yang harus
diperhatikan adalah pengetahuan dari masyarakatkgler kelas tertentu
mengingat produk merek DAVIDOFF, khususnya cerwnya dinikmati oleh
golongan tertentu;..Terbukti bahwa merek DAVIDOFHKNDAVIDOFF &
CIE S.A. adalah merek terkenal, sehingga merek MDXF milik
NV.SUMATERA TOBBACCO vyang baik cara penulisannya upan
pengucapannya mempunyai persamaan pada pokoknygardemerek
DAVIDOFF milik DAVIDOFF & CIE S.A. yang sudah terkal tersebut dapat

menyesatkan konsumén

2. Kasus sengketa mereludio Technica& Lukisari antara Kabushiki
Kaisha Audio-Technica (AudioFechnica Corp),Jepang v. Djunarjo Liman
b.d.n Duria Internasional, Surabaya dan PemeriRtBhPutusan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat Nomor 71/Merek/2003/PN.Niag&sk tanggal 18
Desember 2003. Penggugat, adalah pemilik mereakdio Technica yang
telah terdaftar di DJHKI dengan nomor 347598 damelnéLukisan segitiga
dalam lingkaran” yang juga telah terdaftar dengamaor 347597 untuk
melindungi jenis barang kelas 9. Penggugat telamdaiftarkan mereknya di 79
negara. Kemudian, ternyata Penggugat menemukarmmd&laftar Umum
Merek merek Tergugat | yaittAtidio Technica Duridnternational terdaftar
dengan nomor 478135 untuk melindungi kelas baranBedjelasan Pasal 6
ayat (1) huruf b UU Merek 2001 menyebutkan kateguerek terkenal sebagai
berikut :

a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merebkutidiebidang usaha
yang bersangkutan

b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karewanpsi yang gencar dan
besar-besaran

c. Investasi di beberapa negara di dunia yang ukiak oleh pemiliknya
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d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapanaeg

Majelis Hakim berpendapat bahwa merekutlio Technica & Lukisan
milik Penggugat dikategorikasebagai merek terkenal karena Penggugat telah
mendaftarkan mereknya di beberapa negemtaupun Penggugat tidak dapat
membuktikan telaimelakukan promosi secara besar dan gencar termaeliagk
“Audio Technica & Lukisdn Selain itu, MajelisHakim juga berpendapat
bahwa | terdapat persamag@ada pokoknya antara merek milik Tergugat
dengammerek milik Penggugat baik mengenai bentuk hurtdjan warna, cara
penempatan, cara penulisastaupun kombinasi antara unsur-unsur dan
persamaan bunyi ucapan serta terdapat persaoesdink lukisan segitiga dalam
lingkaran. Oleh karenéu, pendaftaran merek “Audio Technica & Lukisan”
oleh Tergugat | dapat menguntungkan Tergugat hsedrugikan Penggugat
dan juga konsumen karerknsumen dapat disesatkan atau terkecoh oleh
produk milik Tergugat |. Berdasarkan bukti-buktirssebut, Majelis Hakim

kemudian memutuskan mengabulkan seluruh gugatagoBegat.

3- Kasus sengketa merelk/érsacé vs “Victor Versacé antara Gianni
Versace S.p.A, ltaly melawan P3%unson Textile ManufactureBandung;
Putusan Nomor 51/Merek/2003/PN Niaga Jakarta Ptssajgal 19Agustus
2003. Gianni Versace S.p.A adalah pemilik merek "Versacé&Gianni
Versace”, "V'e Versace”, "Versace Classic” yangakelterdaftar di beberapa
negara dan dipromosikan secara luas sehingga dikpatifikasi sebagai merek
terkenal. Gianni Versace S.p.A, ltaly keberatangdenterdaftarnya merek
“Victor Versace” daftar nomor 373061 dalam Daftanum Merek atas nama
PT Sunson Textile Manufacturer, Bandung karena knéxéctor Versace”
terdapat unsure persamaan pada pokoknya dengahk Yengace, milik Gianni
Versace S.p.A, ltaly serta dilandasi itikad burukituk mendompleng
keterkenalan merek "VersaceRPengadilan memutuskan untuk menyatakan
batal merek “Victor Versace” tersebut dari Daftamum Merek. Dalam

pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa: pendaftaerek daftar nomor

Universitas Indonesia
Tinjauan yuridis ..., Tomy Pasca Rifai, FH Ul, 2011



72

373061 mempunyai persamaan pada pokoknya atauukesahnya dengan

merek yang sudah terkenal milik pihak lain untukalbg dan/jasa sejenis.

4. Kasus sengketa merek "Holland Bakery” antafaMiustika Citra Rasa
melawan Drs. FX. Y Kiatanto; Putusan Nomor 01/HK2BWB2/PN Niaga
Semarang tanggal 28 Mei 2002 Penggugat,PT Mustike ®Rasa, adalah
perusahaan yang memproduksi roti dan kue dengagguaakan merek yang
sudah dikenal baik dalam masyarakat yaitu “Holl&adkery” dengan lukisan
orang berpakaian tradisional Belanda dan bangumasir kangin khas negeri
Belanda terdaftar dengan sertifikat merek nomoi038Qtanggal 28 Juni 1990
dan diperpanjang tanggal 16 Mei 2000 dengan nor&875 untuk kelas
barang nomor 30 yaitu segala jenis roti dan kuegugat, FX. Y Kiatanto,
adalahpengusaha yang membuka toko/restoran roti dan ki@ah Sudirman
Yogyakarta dan di Mal Ciputr@emarang dengan memakai merek yang sama
dengan milik Penggugat. Merek Tergugat juga teadafi DJHKI dengan
nomor 317559 tanggal 21 November 1994 untuk kedaa pomor 42 yakni
jasa di bidang penyediaan makanan dan minumannSelaternyata Tergugat
menjual produknya berupa roti dan kue dengan mgaek sama dengan milik
PenggugatAtas adanya temuan tersebut, PT Mustika Citra Rasaggugat
supaya Tergugat tidak memakai merek yang sama demgé&nya tersebut
dan supaya merek Tergugat dibatalkan dan dihapudianDaftar Umum
Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalpenkara yang
disidangkan di Pengadilan Niagdemarang, Hakim memutuskan untuk
mengabulkan gugatan Penggugat. Putusan terselustkiiia oleh Mahkamah
Agung dengan Nomor 014/K/N/HAKI/200&nggal 7 Agustus 2002. Dalam
pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa pendaftaeaek oleh Tergugat
dianggap didasarkan pada itikad tidak baik yaitendompleng ketenaran
merek penggugat yang terdaftar lebih dahulu demgampunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya baik bentuk, ibday lukisan yang
menjadi merek Penggugat dan pendaftaran merek gdagukan tergugat

dalam penggunaannya menyimpang dari merek yanfalida
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Dari perkara sengketa merek di atas terlihat balwvaur persamaan pada
pokoknya merupakan unsur yang selalu dijadikandaad untuk mengajukan
gugatan ke Pengadilan dan sebenarnya unsur indjggaakan sebagai pedoman
oleh Pengadilan Niaga dalam memberikan putusan pallagian besar kasus
sengketa merek di Indonesia. Selain itu, unsurjuga dapat digunakan oleh
DJHKI sebagai untuk menolak pendaftaran suatu megiek mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan merek yang telddtgerterlebin dahulu di
DJHKI Pemilihan dan pemakaian merek yang ada pexaanpada pokoknya
dengan merek milik orang lain, menunjukkan adarikad tidak baik dari si
pemohon untuk membonceng reputasi merek tersebut.

Peniruan atau pendomplengan merek, sebenarnyaditéiak hanya di
Indonesia saja tetapi juga di negara lain. Persoalerek di Indonesia tidak bisa
dilepaskan dari tanggung jawab DJHKI sebagai filipenyaring) terhadap
pelanggaran-pelanggaran merek yang terjadi di lesian Selain itu,
perlindungan merek terkenal secara khusus di Irelangebenarnya, telah ada
dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman N®.M-02-HC.01
Tahun 1987 (Kepmen 1987) tentang Penolakan Pernabhdvierek yang
mempunyai persamaan dengan Merek Terkenal Mililn@taain pada tanggal 15
Juni 1987, lalu berlanjut sampai sekarang denganyadUU Merek 2001 walau
sebagaimana telah disebutkan sebelumnya peratetakspna mengenai merek
terkenal ini belum ada.

Sejak berlakunya UU Merek 1992, hukum merek Ind@nesengalami
kemajuan dengan mengatur adanya prinsip itikad dalam memperoleh hak
atas merek. Prinsip itikad baik adalah prinsip ypegting dalam hukum merek.
Perlindungan hukum hak atas merek hanya diberikgrada pihak yang secara
itikad baik mendaftarkan mereknya. Oleh sebab ®uhadap pihak yang
mengajukan pendaftaran mereknya dilandasi dengiad itidak baik misalnya
dengan membajak, meniru atau membonceng ketenagaek rpihak lain tidak
akan diberikan perlindungan hukum.

UU Merek 1992 jo UU Merek 1997 tidak memberikan jpsan
mengenai itikad baik. Namun, dalam Penjelasan Pd4s&alU Merek 2001

disebutkan bahwa pemohon yang beritikad baik adadshohon yang mendaftar
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mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niatpapauntuk membonceng,
meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak laimidkepentingan usahanya
yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atanimbulkan kondisi persaingan
curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen. Peamelais sejalan dengan
pendapat M.Yahya Harahap bahwa jangkauan atau geedertian itikad baik
meliputi:
1. Meniru, mencontoh, mereproduksi atau mengkopekierang lain yang sudah
terdaftar atau merek orang lain yang sudah terkemegkipun belum terdaftar
2. Membonceng atau membajak merek orang lain yadatsterdaftar atau merek
orang lain yang sudah terkenal, meskipun belunafead
3. Penyesatan atau penipuan khalayak ramai deragannteniru, membonceng
atau membajak merek orang lain yang sudah terdaftar merek orang lain
yang sudah terkenal, meskipun belum terdaftar dengaan untuk mengeruk
keuntungan secara tidak jujur
4. Peniruan atau mereproduksi merek orang lain gadgh terdaftar atau merek
orang lain yang sudah terkenal, meskipun belumate&ad baik secara
keseluruhan atau pada pokoknya yang membingungkan mengacaukan
khalayak ramai tentang asal dan kualitas barandy ®Eena itu tindakan
pemboncengan dan pembajakan dari merek terkenaht ddpatalkan
pendaftarannya, dengan dasar pelanggaran itikeak tlghik untuk setiap
perbuatan di bidang merek dan pemberian perlindungarbuatan ini
sebenarnya juga telah diatur dalam Pasal 91 UU WM@@01 mengenai
pelanggaran merek yang berupa dengan sengaja wjaa hak menggunakan
merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaitix pihak lain
untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksidifmrdagangkaf{:
Undang-undang merek adalah salah satu pengaturaidatg haki yang
diatur oleh parsial. Oleh sebab itu berkaitan dengerbuatan pembocengan
reputasi antara aturan hukum yang satu dengan waligg menutupi dan
melengkapi menurut sifat dan isi masing-masing ngedandang mengingat luas

lingkup perbuatan pembocengan reputasi yang luastu yreputasi yang

* Sudargo Gautama dan Rizawanto WinRembaharuan Hukum Merek di Indonesia
(Dalam rangka WTO, TRIPS8gtakan pertama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 19&ih 89
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menyangkut baik hak merek dan hak terkait lainfB@rbuatan pemboncengan
reputaasi tersebut jika tidak tercakup aturan ugdardang yang khusus maka
ketentuan hukum yang bersifat umum seperti paséb 1BUHPerdata bisa
dijadikan pedoman meskipun eksistensinya sebagaardahukum untuk
mengambil tindakan terhadap pemboncengan reptussng tepat guna atau sulit
diterapkan.

Dalam rangka melaksanakan perlindungan merek yaloip imemadai di
Indonesia dikeluarkan Undang-undang merek merupaexaturan khusus di
bidang merek, dan dengan demikian sepanjang mekyarggputar masalah
persaingan curang atas merek berlaku asas Lexafipederogate legi generali.
Adapun pasal 1365 KUHPerdata merupakan ketentuamnmumgang dapat
diterapkan terhadap persaingan curang termasuk gerebgan reputasi atau
setidak-tidaknya dijadikan pedomoan. Prinsip-ppnsmum perlindungan merek
adalah:

1. Prinsip first to file, prinsip pendaftar pertangbagai pemegang hak atas
merek dengan hak ekslusif

2. Prinsip itikad baik, bahwa pendaftaran merek hdidasarkan itikad baik

3. Prinsip reciprocitas, prinsipp timbale balik terdang dalam pelaksanaan
hak prioritas pendaftaran merek, bahwa antar nagsgara anggota
konvensi paris saling memberikan prioritas pendaftamerek yang
sebelumnya didaftarkan di salah satu negara anggatgensi

4. Prinsip to be used or intended to be use, bahwaknearus digunakan
atau nyata-nyata untuk digunakan dalam perdagabgdw@intan dengan

barang atau jasa

Ruang lingkup perlindungan merek didasarkan, yaéttama menyangkut
batasan pengertian menurut undang-undang mengerda aipa saja yang dapat
dijadikan sebagai merek dan batasan bahwa mers&bigr tidak bertentangan
dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum sekatdrkait lainnya, dan
kedua adalah nyata-nyata digunakan atau untuk digumdalam perdagangan
barang atau jasa dengan dibatasi masa perlinduygagalam jangka waktu

tertentu terhitung sejak filling date yang selanyat dapat diperpanjang kembali,
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kemudian ketiga menyangkut fungsi daya pembedanbaetau jasa. Hukum
merek dibutuhkan karena timbul konflik antara pémherek, nama atau reputasi
sebagai pemegang hak dengan pihak lain yang memaka&k atau nama yang
menyerupai atau merupakan imitasi dari pemilik rkemertama sebagai
pemegang hak. Peristiwa itu oleh hukum dikualifsgbagai pelanggaran hak atas
merek.

Untuk memberikan perlindungan memadai atas hak knehelkum
memberi jalan bagi pemegang hak atas merek atak piang berkepentingan
berupaya usaha untuk mendapatkan perbaikan ataacasmpemulihan atas
terjadinya pelanggaran hukum merek. Dilihat ddfasiya, tujuan upaya hukum
tersebut bersifat preventif atau represif. Upaykuhu preventif dilakukan oleh
pemilik merek dengan mendaftarkan merek, melakgeanggahan dan keberatan
atas pendaftaran merek mengingat pengakuan ataat dyabulnya hak atas

merek bagi pemilik merek menurut sistem konstitadgiblah mendaftarkan merek.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa padamnya sengketa merek
timbul disebabkan hal-hal yang sekaligus menjadikiaisi pembocengan reptuasi
sebagai berikut:

1. Merek-merek diterima pendaftarannya mempunyai pessa pada
pokoknya atau keseluruhannya antara merek yang datgan merek
lainnya atau merek yang didaftar tersebut sama e@yerupai cukup
menonjol untuk memenuhi bahwa ada persamaan pakiskmga atau
keseluruhannya dengan merek lain.

2. Kekurangan lain yang dapat dikemukakan adalah nmengeerlindungan
terhadap dilution. Undang-undang nomor 15 tahunl2@®tang merek
sebenarnya sudah mengaturnya dalam pasal 6 ayate{@)i peraturan
pemerintah untuk pelaksanaannya sampai saat inmb&kluar, praktis
perlindungan terhadap dilution belum efektif.

3. Dilihat dari sudut obyek yang dilindungi yaitu regsi, undang-undang
merek dengan luas lingkup yang dibatasi definisiekdidak mencakup
luas lingkup pembocengan reputasi. Berbeda dengarot passing off

yang memang secara khusus ditujukan untuk membdmagengan
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terhadap reputasi dan hal yang sama tidak menjadddta dalam
trademark act di Inggris ataupun Australia, karéefinisi merek menurut
Trademarks act tersebut mempunyai luas lingkup yaegnungkinkan
encakup luas lingkup obyek passing off.

4. Undang-undang serta yurisprudensi di Indonesiaraelisas berusaha
menyesuaikan perkembangan dengan memberi pelindungeatas
terhadap selain merek terdaftar, antara lain naerkemal, nama
perusahaan, indikasi geografis-asal. Dengan demittégpat disimpulkan
bahwa pengaturan dalam undang-undang merek saat cukup
memberikan perlindungan terhadap pemilik merek daérbuatan
pemboncengan reputasi tetapi dengan luas lingkag wbatasi dengan

definisi merek sendiri menurut undang-undang.

D. Trade Dress Dalam Pemboncengan Reputas

Selain dengan logo, sebuah merek dikenal melakarpelan cara dimana
produk dikemas dan disajikan kepada para konsuraeg gisebut trade dress.
Melalui komunikasi yang intensif, suatu bentuk prodkhusus dapat menarik
perhatian dan mudah dikenali oleh konsumen. Sehinggde dress sering
melayani fungsi yang sama seperti merek daganty geferensiasi produk dan
jasa di pasar yang dapat dimintakan perlindungamrg®

Pengertian Trade dress adalahdistinctive, nonfunctional feature, which
distinguishes a merchant’'s or manufacturer's goadsservices from those of
another. The trade dress of a product involves‘tb&al image” and can include
not only the configuration, shape and design ofgbeds, but also the color of the

packaging as wéll

1. Proteksi Trade Dress Di Amerika
Registrasi perlindungan trade dress yaitu USPTOitédnStates Patent
and Trademark Office), dalam kasMgal-Mart Stores, In¢.529 U.S. at 209

registrasi memberikan perlindungan kepemilikan atak dengan kekuatan

* A. B. Susanto, Nama dan Identitas Merek, http://www.jakartaconsulting.com/art-01-
16.htm
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pembuktian yang utama. Apabila trade dress tidak&gditrasi, pembuktiannya
dibebankan kepada produsén.
Registrasi atas Trade Dress memenuhi urtéur:

1. Diaplikasan pada kemasan

2. Terdapat daya beda atau mempunyai pemaknaan kedua.
3. Materi proteksi bersifat nonfungsional
4

. Dapat menyebabkan kebingungan kepada produk lain.

Kriteria trade dress menurut Kenneth B. Gernfiin:
1. Adanya kebingungan konsumen terhadap suatu prodkéretiakan
kesamaan ukuran, bentuk, warna, dan desain daaden.
Tidak ada satu perusahaan pun yang mengklaim th@ds secara umum.
3. Proteksi dapat meluas ke dalam unsur kombinasraecaum dan elemen
fungsi yang berinteraksi dengan konsumen yang tekgetahui sumber

dari produk tersebut.

2 Proteksi Trade Dress di India

Di India, Trade dress merupakan passing off yargotitksi menurut
Trade Marks Act 1999. Ketentuan tersebut melingksigiem common law
mengenai hak merek untuk melindungi dari pelanggag melakukan passing
off. Pelaku yang membingungkan konsumen dengaadtitdak baik meniru
kemasan produksi lain. Di India, kebanyakan kasadet dress terjadi terhadap
barang obat-obatan dan farmasi.

Kasus Novartis AG vs M/S Wanbury Ltd and Adimana penggugat
merek dagang CORMINIC menyatakan terdapat kesacheragan merek tergugat
yaitu TRIAMINIC. Pengadilan memutuskan bahwa tidetdapat kemasan

*®U.5 Code, 1125(a)(3).
* The Lanham Act Title 15 of the U.S Code.

*® Kenneth B. Germain, Seventh Circuit Jurisprudence on Product Design Trade Dress
Since Wal-Mart And Traffix: The Straight Scoop On The Honeywell Round, Etc, 2010
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merek dagang CORMINIC memiliki kesamaan warna, ldenhuruf, kalimat,
komposisi, dan persenntasi. Dalam masalah penggukagon yang sama,
pengadilan memutuskan bahwa penggugat tidak merapltgim hak design
atas bentuknya, dengan demikian tergugat dinyattd#tak bersalah.
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BAB IV
ANALISA

A. PerkaraMerek BerasRojo Lele

1. Pengadilan yang telah memutuskan perkaratersebut adalah:
- Pengadilan Niaga dengan putusan No.02/Haki Mer&@/EN.Niaga Sby
- Mahkamah Agung dengan Putusan No. 37 K/Pdt.Sus/2010

2. Kasus Posisi
JOHN SANJAYA TJWA, bertempat tinggal di Jalan Lagudtara C4/28,

RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kejawanputih Tambak, dteatan Mulyorejo,

Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada BUAMBURNO, SH., dan

kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Nigdgga No. 21a (Lt.2),

Surabaya.Penggugat sebagai Pemohon Kasasi menggugatan ke Pengadilan

Niaga dengan alasan sebagai berikut, bahwa :

- Penggugat adalah seorang wiraswastawan yaifgketang 15 tahun lamanya
bergerak di bidang usaha bahan pangan antaradeas,liepung, gula dan lain-
lain

- Penggugat adalah pemakai, pemilik dan pendp&gama Hak Merek ROJO
ikan LELE sebagaimana tercantum dalam SertifikatrelleNomor IDM
190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk melindkelgis barang 30.

- Hak Merek RAJA ikan LELE yang terdaftar di Indzsia adalah Nomor IDM
000100808 untuk melindungi kelas barang 30, Norbd/ 000100809 untuk
melindungi kelas barang 30, Nomor IDM 00010081Quknnelindungi kelas
barang 30, Nomor IDM 000100811 untuk melindungiakdbarang 30, Nomor
IDM 000100812 untuk melindungi kelas barang 30,NoriizM 000171006
untuk melindungi kelas barang 30, Nomor IDM 000109.@ntuk melindungi
kelas barang 30

- Terdaftarnya Merek tersebut di atas sudah mefaioses pendaftaran Merek

yaitu melalui pengumuman dan pemeriksaan subtatitikantor Merek

80
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sehingga dengan demikian, Penggugat merupakanikdtak Eksklusif atas
Hak Merek tersebut, sesuai dengan ketentuan Pddati&ng-Undang Nomor
15 Tahun 2001 Tentang Merek.

- Hak Merek yang dipunyai oleh Penggugat terselowatas, gambar/seni lukis
yang terdapat dalam sertifikat Merek tersebut yaregupakan satu kesatuan
berupa hak Merek juga tercantum/mempunyai Suraddferan Ciptaan.

- Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2007 Peraggugndapatkan kenyataan
bahwa telah beredar di Kota Banjarmasin dan sekita(Kalimantan Selatan
dan Kalimantan Tengah) produk beras yang diketaiilik Tergugat dengan
kemasan plastik beretiket Merek ROJO LELE HSBM di@ngambar mirip
sama secara subtansial dengan produk beras miiggBgat.

- Bahwa ternyata Tergugat secara tanpa hak/ijari dPenggugat telah
menggunakan Merek ROJO LELE HSBM dengan lukisankgarikan lele dan
dua helai padi pada produk beras milik Tergugagyayata-nyata mempunyai
persamaan pada pokoknya dan/keseluruhan milik ReaggBahwa perbuatan
Tergugat adalah juga merupakan perbuatan curarfgif@ompetition) yang
pada gilirannya dapat membuat kerancuan pada nasyanengingat adanya
itikad tidak baik Tergugat dengan cara menggunglarkaging yang disertai
gambar yang identik dengan packaging produk Peraigsghingga dapat
menimbulkan kebingungan publik untuk menentukan-@sa suatu produk,
yang mengindikasikan adanya persaingan curang umesaih keuntungan

melalui jalan pintas (passing off)

3. Pertimbangan Hakim
Pengadilan Niaga

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga padga@itm Negeri
Surabaya telah mengambil putusan, No. 02/HKI/M&@B3/PN.Niaga.
Menyimpulkan bahwa antara Merek terdaftar Pemohasaki dengan Merek
tidak terdaftar yang digunakan oleh Termohon Kasidak mempunyai

persamaan pada pokoknya.

Mahkamah Agung
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Bahwa Tergugat mengakui bahwa ia mengajukan permashanaaf
kepada Penggugat karena Tergugat telah memakaiksmenek Penggugat
Bahwa merek-merek yang digunakan Tergugat menggundlahan kemasan
yang sama dengan bahan yang digunakan Penggudatbgdian : plastik dan
karung plastik. Begitu pula ucapan yang sama (L.elg¢isan yang sedemikian,
yaitu Rojo Lele, gambar Lele, dengan demikian teatlapersamaan pada
pokoknya antara merek-merek yang digunakan Tergugatgan merek-merek
terdaftar milik Penggugat, hal-hal tersebut akan ngeeohkan para

pelanggan/pembeli

4. Putusan Yang Telah Dijatuhkan

Putusan Pengadilan Niaga

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan perddferek pertama atas

Merek :

a. Hak Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantamanu Sertifikat,
Merek Nomor IDM 190095 tertanggal 10 Januari 198%uk melindungi
kelas barang 30, yang diperpanjang pada tanggalubd 1995 dengan
Nomor Perpanjangan 337008 tertanggal 13 Desemis# d8n kemudian
diperpanjang lagi tertanggal 15 Oktober 2004 dengamor IDM 0000
18935 ;

b. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desemb80& sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000 1088 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

c. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desemb@0& sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor: IDM 0001008 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

d. Hak Merek DUA RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Deseprb 2006
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Noidvl 000100810

untuk melindungi kelas barang 30 ;
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e. Hak Merek RAJA IKAN LELE, tertanggal 4 DesemI2806 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 0001008luntuk
melindungi kelas barang 30 ;

f. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desembed(02 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 0001028luntuk
melindungi kelas barang 30

g. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 29 Juli 200&bagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 00017@0Quntuk
melindungi kelas barang 30

h. Hak Merek ROJO IKAN LELE tertanggal 29 Juli 20@&bagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 0001730Quntuk
melindungi kelas barang 30

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pesiarg hingga putusan
ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp.1.613.0@&tu juta enam ratus
tiga belas ribu rupiah) ;

Putusan Mahkamah Agung
Menyatakan Merek "HSBM" dan atau Rojo Lele HSBM ydrergambar
dan atau lukisan ikan lele dan helai padi milikgierat yang tidakterdaftar dalam
Daftar Umum Merek mempunyai persamaan pada pokolatga keseluruhan
dengan Merek milik Penggugat ;
- Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukalarggaran Merek
terhadap Merek milik Penggugat ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang gagiikepada Penggugat
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
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B. Analisa

Termohon kasasi / Penggugat awalnya mengajukanaugenghapusan
pendaftaran Merek melalui Pengadilan Niaga danasamtan ketentuan Pasal 61
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Meratu y®enghapusan
Pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Merpltddilakukan jika :

Merek yang digunakan untuk jenis barang dan/jasg yidak sesuai dengan jenis
barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, sek@memakaian Merek yang
tidak sesuai dengan yang didaftarkan”.

Bentuk badan usaha yang dimiliki oleh Penggugatitem Kasasi yaitu
dengan nama CV. HASIL BUMI CITRA juga di domplengenbuk nama
usahanya oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan bdm&ASIL BUMI yang
disingkat "HSBM" dapat terlihat secara jelas petdnacurang yang dapat
menimbulkan tautan pikiran masyarakat yang seakan-aroduk beras tersebut
berasal dari produsen yang sama yang dilakukarugatgfermohon Kasasi

Penggugat telah mengambil tindakan dengan mengirgurat
teguran/somasi kepada Tergugat pada tanggal 2®r8ket 2007 dan kemudian
ditanggapi oleh Tergugatn dengan dibuatnya danndit@nganinya surat
pernyataan permohonan maaf oleh Tergugat padaabhdaggNovember 2007),
namun setelah beberapa bulan kemudian Penggug#t masemukan produk
beras dari Tergugat yang masih tetap menggunakieet &erek yang sama dan
Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim lagi tSur@omasi
No0.035/SOM/EA/20/02/08 tertanggal 25 Februari 20@8mun setelah surat
somasi tersebut diterima pihak Tergugat tidak mpriklan itikad baiknya dan
kemudian Penggugat mengambil langkah pidana dergporan ke pihak
Kepolisian Banjarmasin di mana perkara ini sudahdapatkan keterangan saksi
ahli dari Direktorat Merek yang menyatakan antarxrék kepunyaan Penggugat
dan Tergugat dinyatakan mempunyai persamaan pa&aéipya.

Tergugat lalu mendaftarkan Mereknya kepada Direlttterek dengan
nomor sebagai berikut :

1. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D0020@%63 tertanggal 19
Desember 2007 (Bukti P-19) ;
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2. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002008a6 tertanggal 27
Maret 2008 (Bukti P-20)

Menurut penulis berdasarkan prinsip perlindungarkuhu terhadap
pemilik merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undangeleyang berbunyi:
"Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohoiaug yliajukan oleh Pemohon
yang beritikad tidak baik". Tergugat telah melanmgg&ad baik permohonan
dengan mendaftar merek tersebut. Hakekat perlirmturimikum dari Undang-
Undang Merek adalah terpenuhinya unsur yuridis flodam unsur yuridis materil
dari pendaftaran suatu merek. Dalam pelaksanaan mmyelenggaraan
pendaftaran merek untuk dalam rangka penerapasiprkonstitutif tersebut,
tidak boleh melanggar prinsip itikad baik yang diamleh Pasal 4 Undang-
Undang Merek , Penjelasan Pasal 4 Undang-UndangkMersebut menjelaskan:
Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yangdaféarkan Mereknya
secara layak dan juiur tanpa ada niat apapun untogmbonceng. meniru, atau
menciplak ketenaran Merek pihak lain demi kepemingusahanya yang
berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menitklbn kondisi persaingan
curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen

Perbuatan curang (unfair competition) dapat memlkeahincuan pada
masyarakat mengingat adanya itikad tidak baik Tgagudengan cara
menggunakan packaging yang disertai gambar yangtikddengan packaging
produk Penggugat sehingga dapat menimbulkan kebgayu publik untuk
menentukan asal-usul suatu produk, yang mengindikasadanya persaingan
curang untuk meraih keuntungan melalui jalan pinaassing off). Masalah
persaingan curang ini telah diatur dalam KUHP P&8abis, dalam UU Merek
sendiri, berkenaan dengan soal peniruan merek felak ketentuannya yaitu
menolak pendaftaran merek yang sama pada pokokayaum keseluruhannya
dengan merek pihak lain yang telah terdaftar |elaifulu.

Majelis tersebut kurang pertimbangan hukumnya
(onvoeldoendegemotiveerd) hal itu disebabkan judesti Majelis Hakim
Pengadilan Niaga Surabaya tidak memperhatikan ral@saan dan alat bukti

yang diajukan Pemohon Kasasi dalam pemeriksaanaBiaig yang didasarkan
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kepada fakta hukum dan peraturan perundang-undaggag berlaku, oleh

karenanya sepatutnya dalam perkara ini dilakukamepé&saan ulang dalam

tingkat kasasi yang lebih cermat, teliti serta atBkhgan menerapkan undang-
undang demi keadilan bersama dan selanjutnya matkdatPutusan Pengadilan
No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. Ganti rugi pelgaran Merek sesuai
dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-UndantbNiahun 2001 Tentang
Merek sebagai berikut : "Pemilik Merek terdaftapaia mengajukan gugatan
terhadap pihak lain yang secara tanpa hak mengondkaek yang mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya umit#nd atau jasa yang
sejenis berupa :

1. Gugatan ganti rugi , dan/atau ;

2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan mnlepgaggunaan Merek

tersebut

Menurut ketentuan yang berlaku, Pasal 6 UUM 15n&001

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jesidspabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau kesaturyd dengan Merek
milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulntuk barang dan/atau
jasa yang sejenis;

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau kesefuryad dengan Merek
yang sudah terkenal milik pihak lain untuk baraag/dtau jasa sejenis;

c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau kesahurya dengan indikasi-
geografis yang sudah dikenal.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1uf hor dapat pula
diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yarak t&kjenis sepanjang
memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetap&hitn lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

(3)Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorahdéeal apabila Merek
tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama orang terkestal, dtau nama badan
hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas peuogedn tertulis dari yang
berhak;
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b.merupakan tiruan atau menyerupai hama atau dengkaama, bendera,
lambang atau simbol atau emblem negara atau lembagjanal maupun
internasional, kecuali atas persetujuan tertulisglhak yang berwenang;

c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atalatzapstempel resmi yang
digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintahakemias persetujuan

tertulis dari pihak yang berwenang.

Majelis hakim pengadilan niaga dalam pertimbangankumnya
menyimpulkan bahwa antara Merek terdaftar Pemohasaki dengan Merek
tidak terdaftar yang digunakan oleh Termohon Kasédak mempunyai
persamaan pada pokoknya, Sehingga Pengugat meagdjakasi dengan alasan,
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya tidak mehgitkan alasan-alasan
dan alat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalamepiksaan Pengadilan
yang didasarkan kepada fakta hukum dan peraturamgeng-undangan yang
berlaku, oleh karenanya sepatutnya dalam perkaralilizmkukan pemeriksaan
ulang dalam tingkat kasasi yang lebih cermat,i teditta adil dengan menerapkan
undang-undang demi keadilan bersama dan selanjutrgrabatalkan Putusan
Pengadilan No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. Padldilamana dicermati
dan diteliti dengan seksama maka terhadap Meradafter milik Pemohon
Kasasi) dengan Merek tidak terdaftar milik Termoh&asasi) terlihat dengan
jelas kedua Merek tersebut mempunyai persamaan pekiaknya yakni dari
gambar atau lukisan seekor ikan lele yang menghkeaas serta diapit 4 helai
padi berpita, di mana gambar atau lukisan dalamakem beras milik Termohon
Kasasi tersebut jelas-jelas menjiplak dan memaalfikya sedemikian rupa
gambar atau dari lukisan yang terdapat kemasars baiitk Pemohon Kasasi

yang juga terdaftar sebagai Hak Merek dan Hak Cyatag sah.

Dalam hal ini, penulis sangat setuju dengan pedmgbn Mahkamah
Agung yaitu “Bahwa merek-merek yang digunakan Tgagjumenggunakan bahan
kemasan yang sama dengan bahan yang digunakan uganggpitu bahan :

plastik dan karung plastik. Begitu pula ucapan yasama, tulisan yang
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sedemikian, yaitu Rojo Lele, gambar Lele, dengamikian terdapat persamaan
pada pokoknya antara merek-merek yang digunakagugat, dengan merek-
merek terdaftar milik Penggugat, hal-hal tersebliina mengecohkan para
pelanggan/pembeli”. Pertimbangan tersebut memaskdsamaan unsur kemasan
bahan kemasan plastik dan karung plastik dapat pakan indikasi penentu

adanya persamaan pada pokoknya.

Penjelasan pasal 6 ayat (1) Huruf a adalah:

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya ddatahipan yang
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjataaiMerek yang satu dan
Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan cmapgrsamaan baik
mengenai bentuk, cara penempatan, cara penuliaarkambinasi antara unsur-
unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terddgdam merek-merek
tersebut. Dalam hal memutuskan biasanya hakim nocenkgpada yurisprudensi

dan doktrin, antara lain:

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No0.352/K/8935 yang
berbunyi : “Adanya persamaan antara Merek sengketay berupa Merek
kombinasi harus dinilai secara keseluruhan baikigeeibagian yang merupakan
intt Merek tersebut bahwa pada waktu penilaian rse¢@seluruhannya pada
Merek lukisan terutama harus diperhatikan padarkeseng timbul pada mata
pembeli menurut bentuknya dan jenis barang yarenss).

Menurut Yurisprudensi Yurisprudensi Mahkamah AguRy§ No.2279
K/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998 yang menyatab@ahwa Merek yang
mempunyaimpersamaam pada pokoknya maupun secasturkésmn dapat di
deskripsikan sebagai berikut :

- Sama bentuk (Similarity of Form) ;
- Sama komposisi (Similarity of Composition) ;
- Sama kombinasi (Similarity of Combination) ;

- Sama unsur elemen (Similarity of Element) ;
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. WAYNE COVELL dalam TRADE MARK REPORTER Vol 82 Mei
Juni 1992 No.3. Persamaan pada pokoknya juga adalap
- Persamaan pandangan (Visual Similarity) ;
- Persamaan kemasan (Packing Similarity) ;
- Persamaan dalam asosiasi (Similarity in Association

- Persamaan fungsi dan pemakaian (Similarity in Foan&nd Use);

Dalam penetapan WORLD TRADE SYMPOSIUM, Cannes, iRgsa
tanggal 5-9 Februari 1992 yang menyatakan persamaada apabila:
- Adanya persamaan rupa atau penampilan (similaitgppearance)
- Adanya persamaan bunyi (Sound Similarity) ;
- Adanya persamaan pengertian atau konotasi (CatiowtSimilarity)
- Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (Siynilar Commercial
Impression)

- Adanya persamaan jalur perdagangan (Similarifiratle Channel)
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BABV
PENUTUP

A Kesimpulan
1. Kemasan merupakan satu kesatuan hak yang dilinddalgin merek.

Bahwa apabila suatu tanda yang dapat dikwalifikeesbbagai merek

ditempel pada produk maka di dalam hal tersebug yaerlaku adalah

ketentuan hukum di bidang merek. Perlindungan t&papenggunaan
merek tanpa hak antara lain:

a. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Mereksgng pada
keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pibeik Lntuk barang
dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ataudfigangkan

b. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Mereksgng pada
pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak laintukn barang
dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ataudfigangkan

Penjualan suatu barang yang menggunakan kemaséas b
bermerek maupun dilakukan penambahan modifikasikeat merupakan
suatu pelanggaran hukum merek. Dengan demikian,akem bermerek
dilindungi oleh undang-undang dari pemakaian yangnimbulkan

persaingan curang.

2. Perlindungan hukum merek di Indonesia diatur daldthNo. 15 Tahun
2001, dimana perlindungan hukum diberikan kepadhmailpemerek yang
mendaftarkan untuk pertama kali (first to file €ya). Berdasarkan sistem
konstitutif ini, hak atas merek timbul karena adamendaftaran merek.
Dalam hal pendaftaran merek, tidak mencakup babarakan dan gambar
kemasan. Dengan demikian, penekanan terhadap kasakemasan
(Trade Dress) dapat dilihat dari sudut pandang ada tidaknya itikad
baik dan persamaan pada pokoknya dalam merek. YWalgwelum efektif
pemboncengan reputasi (passing off) dapat mencgkentindungan

packaging kemasan yang termasuk dalam perlindumgaek.
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3. Adanya kesamaan unsur kemasan bahan kemasan piastikarung
plastik dapat merupakan indikasi penentu adanyasapsaan pada
pokoknya. Hal ini dilihat dari pertimbangan Mahkdmagung yang
menyatakan “Bahwa merek-merek yang digunakan Tatgug
menggunakan bahan kemasan yang sama dengan batiganakan
Penggugat yaitu bahan : plastik dan karung plag&édgitu pula ucapan
yang sama, tulisan yang sedemikian, yaitu Rojo,lgdenbar Lele, dengan
demikian terdapat persamaan pada pokoknya antareksmeerek yang
digunakan Tergugat, dengan merek-merek terdafték Peénggugat, hal-

hal tersebut akan mengecohkan para pelanggan/pémbel

B. Saran

b Apabila kemasan merek dipakai oleh orangdeaimgan barang yang tidak
sejenis menurut ketentuan merek dilindungi apabgaek terkenal, tetapi
sejauh mana kriteria merek terkenal masih kuraegjrdga diperlukan

aturan yang lebih mendalam agar tidak terjadi karan.

2. Diperlukan pengaturan mengenai persaingamguilalam merek karena
belum ada pengaturan yang spesifik, sehingga mekabekepastian
hukum yang kuat mengenai perlindungan kemasan dardari

pemboncengan reputasi dengan cara meniru kemaada (iress).

3. Peningkatan sosialisasi dari pemerintah darjeibiHaKi mengenai
ketentuan hukum merek dan penegakan hukum bagi ges&ku yang

melanggarnya.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
No. 37 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara niaga Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat
kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
JOHN SANJAYA TJWA, bertempat tinggal di Jalan Laguna Utara
C4/28, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Kejawanputih Tambak,
Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa
kepada BUDI SAMPURNO, SH., dan kawan-kawan, para
Advokat, berkantor di Jalan Ngagel Jaya No. 21a (Lt.2),
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16
November 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;
MELAWAN
HALIM BUDIHARJO, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 3,
Banjarmasin ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan
terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada
pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah seorang wiraswastawan yang lebih kurang 15
tahun lamanya bergerak di bidang usaha bahan pangan antara lain beras,
tepung, gula dan lain-lain ;

Bahwa Penggugat adalah pemakai, pemilik dan pendaftar pertama Hak
Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor
IDM 190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk melindungi kelas barang 30, yang
diperpanjang pada tanggal 14 Juni 1995 dengan Nomor Perpanjangan : 337008
tertanggal 13 Desember 1996 (Bukti P-1) dan kemudian diperpanjang lagi
tertanggal 15 Oktober 2004 dengan Nomor IDM 0000 18935 (Bukti P-2) ;
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1. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100808 untuk melindungi
kelas barang 30 (Bukti P-3) ;

2. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100809 untuk
melindungi kelas barang 30 (Bukti P-4) ;

3. Hak Merek DUA RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2006
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100810
untuk melindungi kelas barang 30 (Bukti P-5) ;

4. Hak Merek RAJA IKAN LELE, tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100811 untuk melindungi
kelas barang 30 (Bukti P-6) ;

5. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2004 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100812 untuk melindungi
kelas barang 30 (Bukti P-7) ;

6. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171006 untuk melindungi
kelas barang 30 (Bukti P-8) ;

7. Hak Merek ROJO IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171005 untuk melindungi
kelas barang 30 (Bukti P-9) ;

Bahwa terdaftarnya Merek tersebut di atas sudah melalui proses pendaftaran

Merek yaitu melalui pengumuman dan pemeriksaan subtantif di kantor Merek

sehingga dengan demikian, Penggugat merupakan pemilik Hak Eksklusif

atas Hak Merek tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ;

Bahwa hak Merek yang dipunyai oleh Penggugat tersebut di atas,
gambar/seni lukis yang terdapat dalam sertifikat Merek tersebut yang
merupakan satu kesatuan berupa hak Merek juga tercantum/mempunyai Surat
Pendaftaran Ciptaan ;

Bahwa kemudian pada sekitar bulan Agustus 2007 Penggugat
mendapatkan kenyataan bahwa telah beredar di Kota Banjarmasin dan
sekitarnya (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah) produk beras yang
diketahui milik Tergugat dengan kemasan plastik beretiket Merek ROJO LELE
HSBM dan bergambar mirip sama secara subtansial dengan produk beras milik

Penggugat yaitu berupa:
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1. Kemasan beras berlukiskan DUA EKOR IKAN LELE menghadap ke bawah
diapit DUA HELAI PADI dengan uraian warna merah dan hitam beredar di
pasaran pada pertengahan bulan Agustus 2007 (Bukti P-10) ;

2. Kemasan beras berlukiskan SATU EKOR LELE menghadap ke atas
BERMAHKOTA diapit dengan EMPAT HELAI PADI BERPITA dengan
uraian warna hijau, kuning, hitam dan merah (Bukti P-11) ;

3. Kemasan Beras berlukiskan DUA EKOR IKAN LELE menghadap ke bawah
diapit DUA HELAI PADI BERPITA dengan uraian warna hitam, kuning,
hijau, merah dan biru (Bukti P-12) ;

Bahwa ternyata Tergugat secara tanpa hak/ijin dari Penggugat telah
menggunakan Merek ROJO LELE HSBM dengan lukisan/gambar ikan lele dan
dua helai padi pada produk beras milik Tergugat yang nyata-nyata mempunyai
persamaan pada pokoknya dan/keseluruhan milik Penggugat ;

Bahwa perbuatan Tergugat adalah juga merupakan perbuatan curang
(unfair competition) yang pada gilirannya dapat membuat kerancuan pada
masyarakat mengingat adanya itikad tidak baik Tergugat dengan cara
menggunakan packaging yang disertai gambar yang identik dengan packaging
produk Penggugat sehingga dapat menimbulkan kebingungan publik untuk
menentukan asal-usul suatu produk, yang mengindikasikan adanya persaingan
curang untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas (passing off) ;

Bahwa dapat dilihat dari nama bentuk usaha yang dimiliki oleh Tergugat
yang bernama "HASIL BUMI" juga menimbulkan kesan meniru dari badan
usaha milik Penggugat yakni "HASIL BUMI CITRA" di mana begitu banyak
nama yang dapat digunakan oleh Tergugat sebagai nama bentuk usahanya
mengapa nama "HASIL BUMI" yang dipilih dan digunakan. Bukankah ini
merupakan suatu bentuk kesengajaan untuk mendompleng nama yang telah
dirintis oleh Penggugat dengan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit
dan hal ini sangat dapat menimbulkan kerancuan pada masyarakat ;

Bahwa Merek "HSBM" yang dimiliki oleh Tergugat mempunyai arti atau
singkatan dari "HASIL BUMI” yang mana Merek tersebut telah didaftarkan oleh
Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2005 dengan No.IDM 000046016 kelas 30
(Bukti P-13), yang di dalam sertifikat Merek tersebut hanya berupa kata "HSBM"
berwarna hitam dan putih tanpa disertai gambar atau lukisan apapun ;

Bahwa dengan melihat fakta pada point 8 di atas semenjak didaftarkan
Merek tersebut Tergugat telah menggunakan Mereknya tidak sesuai dengan

apa yang didaftarkan dan tercantum dalam sertifikat Merek tersebut karena
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pada produk beras milik Tergugat menggunakan gambar dan atau lukisan ikan

lele dan dua helai padi berpita warna hijau, merah, hitam, kuning dan biru ;

Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak Merek yakni
pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001
Penggugat berhak mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran Merek
melalui Pengadilan Niaga dan berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu "Penghapusan
Pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Merek dapat dilakukan jika :

a. Merek yang digunakan untuk jenis barang dan/jasa yang tidak sesuai
dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk
pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan” ;

Bahwa karena Penggugat merasa tidak pernah memberikan izin atas
penggunaan hak Mereknya kepada pihak lain, maka Penggugat mengambil
tindakan dengan mengirim surat teguran/somasi kepada Tergugat pada tanggal
25 September 2007 (Bukti P-14) dan kemudian ditanggapi oleh Tergugat
dengan dibuatnya dan ditandatanganinya surat pernyataan permohonan maaf
oleh Tergugat pada tanggal 15 November 2007 (Bukti P-15), namun setelah
beberapa bulan kemudian Penggugat masih menemukan produk beras dari
Tergugat yang masih tetap menggunakan etiket Merek yang sama dan
Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim lagi Surat Somasi
No.035/SOM/EA/20/02/08 tertanggal 25 Februari 2008 (Bukti P-16) namun
setelah surat somasi tersebut diterima pihak Tergugat tidak menunjukkan itikad
baiknya dan kemudian Penggugat mengambil langkah pidana dengan laporan
ke pihak Kepolisian Banjarmasin (Bukti P-17) di mana perkara ini sudah
mendapatkan keterangan saksi ahli dari Direktorat Merek yang menyatakan
antara Merek kepunyaan Penggugat dan Tergugat dinyatakan mempunyai
persamaan pada pokoknya (Bukti P-18) ;

Bahwa kemudian Tergugat dengan itikad tidak baik mendaftarkan
Mereknya kepada Direktorat Merek dengan nomor sebagai berikut :

1. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002007042563 tertanggal 19
Desember 2007 (Bukti P-19) ;

2. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002008010816 tertanggal 27
Maret 2008 (Bukti P-20) ;

Bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah

tampak dan tidak dapat dibayangkan lain bahwa Tergugat secara jelas
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mempunyai itikad tidak baik dengan cara mencari keuntungan dengan
membonceng Merek Penggugat ;

Bahwa dikarenakan dengan adanya produk beras milik Tergugat beredar
di pasaran secara otomatis menimbulkan dampak yang sangat besar bagi
penjualan maupun reputasi Merek milik Penggugat hal mana sangat jelas telah
merugikan Penggugat dan karenanya Penggugat sangat berkepentingan untuk
menuntut ganti rugi pelanggaran Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat
(1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai berikut :
"Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang
secara tanpa hak mengunakan Merek yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

1. Gugatan ganti rugi , dan/atau ;
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek
tersebut " ;

Bahwa dengan adanya penggunaan Merek secara tanpa hak yang
merupakan perbuatan melanggar hukum yang mana telah menyesatkan dan
membingungkan masyarakat juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
Berikut perincian kerugian yang dialami oleh Penggugat selama kurun waktu
23 bulan terhitung mulai diketahuinya produk Merek Tergugat tersebut
beredar oleh Penggugat, yakni sebagai berikut :

1. Kerugian materiil :

a. Omzet penjualan produk beras milik Tergugat perbulan mencapai 40 ton
dikalikan 23 bulan sama dengan 920 ton, 920 ton = 920000 Kg x
keuntungan Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per kilogram =
Rp.690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Kerugian berupa penurunan omzet dari Penggugat :

Omzet penjualan berkurang sampai dengan 75% dengan hitungan

omzet perbulan 60 ton setelah mengalami penurunan sebanyak 75%

hanya menjadi 15 ton, jadi mengalami kerugian 45 ton perbulan, 45 ton

dikalikan 23 bulan = 1035 ton.

1035 ton = 1035000 kilogram x keuntungan 750,- (tujuh ratus lima

puluh rupiah) = Rp.776.250.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta

dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

b. Biaya jasa Advokat yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) ;

2. Kerugian Immateriil :
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Bahwa selain kerugian materiil di atas Penggugat juga mengalami
kerugian immateriil yakni tercemarnya nama baik dan reputasi Merek
selaku pemilik Merek, meskipun kerugian immateriil tidak dapat dirinci
jumlahnya tetapi berdasarkan kelayakan dan kepatutan selaku pemegang
hak Merek maka kerugian immateriil dapat diperhitungkan sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum
Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan ini ;

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Niaga Surabaya cq Hakim Pemeriksa perkara a quo agar
berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta tidak
bergerak milik Tergugat yakni sebagai berikut :

- Hak atas tanah dan bangunan rumah / tempat usaha milik Tergugat yang
terletak di Jalan Veteran No.3, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;

Bahwa, guna kepentingan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran
hak Merek yang dilakukan oleh Tergugat yang sangat merugikan Penggugat
dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No.15
Tahun 2001 Tentang Merek maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim
yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk memerintahkan Tergugat
menghentikan  produksi peredaran, serta perdagangan produk yang
menggunakan Merek "HSBM" milik Tergugat ;

Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan
otentik dan memenuhi Pasal 180 HIR, maka dapatlah kiranya Pengadilan
berkenan menjatuhkan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada
upaya hukum dari Tergugat (uitvoerbaar bij vooraad) ;

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan Penggugat guna kepentingan untuk mencegah
berlanjutnya pelanggaran hak Merek yang dilakukan oleh Tergugat yang
sangat merugikan Penggugat maka Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo untuk memerintahkan
Tergugat menghentikan produksi, peredaran, serta perdagangan produk
yang menggunakan Merek "HSBM" milik Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan
putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:
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Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan Pengugat sebagai pemilik dan pendaftar Merek pertama atas
Merek:

a. Hak Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantum dalam Sertifikat
Merek Nomor IDM 190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk
melindungi kelas barang 30, yang diperpanjang pada tanggal 14 Juni
1995 dengan Nomor Perpanjangan 337008 tertanggal 13 Desember
1996 (Vide bukti P-1) dan kemudian diperpanjang lagi tertanggal 15
Oktober 2004 dengan Nomor IDM 000018935 (Vide Bukti P-2) ;

b. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100808 untuk
melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-3) ;

c. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor: IDM 000100809 untuk
melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-4) ;

d. Hak Merek DUA RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2006
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM
000100810 untuk melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-5) ;

e. Hak Merek RAJA IKAN LELE, tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam = Sertifikat Merek Nomor IDM 000100811 untuk
melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-6) ;

f. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2004 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100812 untuk
melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-7) ;

g. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171006 untuk
melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-8) ;

h. Hak Merek ROJO IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171005 untuk
melindungi kelas barang 30 (Vide bukti P-9) ;

dan menyatakan sah menurut hukum ;

Menyatakan Merek "HSBM" dan atau Rojo Lele HSBM yang bergambar

dan atau lukisan ikan lele dan helai padi milik Tergugat yang tidak

terdaftar dalam Daftar Umum Merek mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan Merek milik Penggugat ;

Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan pelanggaran Merek

terhadap Merek milik Penggugat ;
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5. Menyatakan menurut hukum Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan
mendaftarkan Merek :
a. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002007042563
tertanggal 19 Desember 2007 (Vide bukti P-19) ;
b. HSBM + Lukisan dengan Nomor Permintaan D002008010816 tertanggal
27 Maret 2008 (Vide Bukti P-20) ;
Dan memerintahkan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktur Merek untuk
menolak permohonan Merek tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat
dengan rincian sebagai berikut :
6.1. Kerugian materiil :
a. Omzet penjualan produk beras milik Tergugat perbulan
mencapai 40 ton dikalikan 23 bulan sama dengan 920 Ton ;
920 ton = 920000 Kg x keuntungan Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh
rupiah) per kilogram = Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan
puluh juta rupiah) ;
Kerugian berupa penurunan omzet dari Penggugat :
Omzet penjualan berkurang sampai dengan 75% dengan hitungan
omzet perbulan 60 ton setelah mengalami penurunan sebanyak
75% hanya menjadi 15 ton, jadi mengalami kerugian 45 ton
perbulan, 45 ton dikalikan 23 bulan = 1035 ton ;
1035 ton = 1035000 kilogram x keuntungan 750,- (tujuh ratus lima
puluh rupiah) = Rp.776.250.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam
juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
b. Biaya jasa Advokat yakni sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) ;
6.2 Kerugian Immateriil
Bahwa selain kerugian materiil di atas Penggugat juga mengalami
kerugian immateriil yakni tercemarnya nama baik dan reputasi Merek
selaku pemilik Merek, meskipun kerugian immateriil tidak dapat
dirinci jumlahnya tetapi berdasarkan kelayakan dan kepatutan selaku
pemegang hak Merek maka kerugian immateriil dapat diperhitungkan
sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat tidak

melaksanakan isi putusan ini ;
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8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap
hak atas tanah dan bangunan rumah / tempat usaha milik Tergugat yang
terletak di Jalan Veteran No.3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan ;

9. Menghukum Tergugat untuk tunduk, patuh dan menjalankan putusan ini ;

10.Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (uitvoerbaar bij vooraad) ;

11.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Dan atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan
eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Eksepsi atas gugatan yang kabur (obscuur libel) :

Bahwa dalil-dalil posita Penggugat tidak ada casualitas hubungan dalam
memuat apa-apa saja yang harus diminta dan yang dipermasalahkan (kabur) ;
Di mana Penggugat mendalilkan untuk meminta ganti kerugian atas Merek
ROJO LELE HSBM yang notabene bukan merupakan Merek Penggugat
(tersurat dalam dalil Nomor 5, 6) kemudian Penggugat juga mendalilkan untuk
meminta pembatalan atas Merek HSBM (dalil Nomor 10) yang belum terbit
sertifikat mereknya (masih dalam tahap diterima atau tidak pada dan oleh
Departemen HAKI Jakarta) ;

Dengan demikian gugatan Penggugat ini, No.02/Haki Merek/2009/PN.Niaga.

Sby, tanggal 10 Juli 2009, mengandung unsur-unsur kekaburan (obscuur libel)

yang dapat mengindikasikan dan/atau yang dapat dikatakan apabila ada dalil-

dalil yang dibuat-buat (baca = tidak benar) menandakan dalil-dalil yang lain
adalah suatu rekayasa pula dan menurut hukum, gugatan ini harus diputus

“ditolak” oleh Maijelis Hakim sebagai gugatan yang harus atau setidak-tidaknya

untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Eksepsi atas gugatan yang prematur :

Bahwa dalil-dalil gugatan yang didalilkkan Penggugat masih belum
memiliki kekuatan pembuktian dikarenakan permintaan Penggugat dalam
gugatan Penghapusan MEREK HSBM masih sangat dini dikarenakan Merek a
quo masih dalam pemeriksaan Departemen HAKI yang belum dapat diketahui
apakah permohonan Merek Tergugat disetujui atau tidak oleh pihak
Departemen HAKI ;

Sehingga dalil-dalil yang digunakan Penggugat adalah dalil-dalil yang prematur

untuk menuntut pembatalan Merek yang dikarenakan proses penerbitan
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dan/atau persetujuan Merek Tergugat masih menunggu keputusan untuk dapat
disetujui atau tidak oleh Departemen HAKI Jakarta;
Eksepsi atas gugatan kurang pihak :

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwasanya pada dalil Posita Nomor 10,

serta dalil petitum Nomor 5, Penggugat meminta pembatalan Merek Tergugat
(yang notobene masih Merek a quo masih belum ada keputusan diterima atau
tidak oleh Departemen HAKI) tetapi Penggugat justru tidak mencantumkan
Departemen HAKI sebagai Tergugat dan/ataupun dijadikan sebagai Turut
Tergugat dalam perkara ini ;
Sehingga premis dari gugatan Penggugat ada kesalahan dan/atau ada
kekurangan dengan tidak lengkapnya unsur-unsur suatu gugatan dan dengan
“Kurang Pihak” dalam sahnya suatu gugatan maka seharusnya gugatan
Penggugat harus ditolak dan atau setidak-tidaknya untuk tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya telah mengambil putusan, No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.
Sby, tanggal 3 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi dinyatakan ditolak seluruh-
nya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik dan pendaftar Merek pertama atas

Merek :

a. Hak Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantum dalam Sertifikat
Merek Nomor IDM 190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk
melindungi kelas barang 30, yang diperpanjang pada tanggal 14 Juni
1995 dengan Nomor Perpanjangan 337008 tertanggal 13 Desember
1996 dan kemudian diperpanjang lagi tertanggal 15 Oktober 2004
dengan Nomor IDM 0000 18935 ;

b. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000 100808 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

c. Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor: IDM 000100809 untuk

melindungi kelas barang 30 ;
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d. Hak Merek DUA RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2006
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM
000100810 untuk melindungi kelas barang 30 ;

e. Hak Merek RAJA IKAN LELE, tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100811 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

f. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2004 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100812 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

g. Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171006 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

h. Hak Merek ROJO IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171005 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp.1.613.000,- (satu juta
enam ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Surabaya dijatuhkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 3
November 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan
kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2009
diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2009
sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 02/HKI/MEREK/
2009/PN.Niaga.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disusul dengan memori kasasi
yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 November 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 3
Desember 2009 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan
memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya pada tanggal 8 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam
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tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,
maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan No.02/HKI/Merek/2009/P.Niaga.Sby telah
dibacakan di muka persidangan tanggal 16 November 2009 dengan di
hadiri para pihak ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal 17 November 2009 dengan demikian permohonan kasasi dan
memori kasasi telah diajukan dalam tenggang waktu yang diatur oleh
Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, oleh karenanya
Pemohon Kasasi mohon agar permohonan kasasi tersebut dapat
diterima dan selanjutnya Mahkamah Agung RI di Jakarta berkenan
melakukan pemeriksaan ulang dalam tingkat kasasi terhadap putusan
Pengadilan Niaga No.02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. ;

3. Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi tidak mengajukan kasasi, oleh
karenanya dianggap telah menerima seluruh putusan Pengadilan
Niaga Surabaya No.02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dikarenakan pada
amar putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga
Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terdapat
kesalahan yang sangat fatal dalam penerapan hukumnya dan putusan
Majelis tersebut kurang pertimbangan hukumnya (onvoeldoende
gemotiveerd) hal itu disebabkan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Niaga
Surabaya tidak memperhatikan alasan-alasan dan alat bukti yang diajukan
Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan Pengadilan yang didasarkan kepada
fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh
karenanya sepatutnya dalam perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang dalam
tingkat kasasi yang lebih cermat, teliti serta adil dengan menerapkan
undang-undang demi keadilan bersama dan selanjutnya membatalkan
Putusan Pengadilan No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. tersebut di atas;

5. Bahwa judex facti telah keliru dalam memberikan pertimbangan
hukumnya pada hal 37 dan 38 dengan menyimpulkan bahwa antara
Merek terdaftar Pemohon Kasasi dengan Merek tidak terdaftar yang
digunakan oleh Termohon Kasasi tidak mempunyai persamaan pada
pokoknya, bilamana dicermati dan diteliti dengan seksama maka terhadap
Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi (bukti P-26 dan P-6 ) dengan Merek
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tidak terdaftar milik Termohon Kasasi (bukti P-11) terlihat dengan jelas
kedua Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya yakni dari
gambar atau lukisan seekor ikan lele yang menghadap ke atas serta diapit 4
helai padi berpita, di mana gambar atau lukisan dalam kemasan beras milik
Termohon Kasasi tersebut jelas-jelas menjiplak dan memodifikasinya
sedemikian rupa gambar atau dari lukisan yang terdapat kemasan
beras milik Pemohon Kasasi yang juga terdaftar sebagai Hak Merek
(bukti P-6) dan Hak Cipta (bukti P-35) yang sah, dengan jelas
tindakan Tergugat/Termohon Kasasi adalah juga merupakan perbuatan
curang (unfair competition) yang pada gilirannya dapat membuat kerancuan
pada masyarakat mengingat adanya itikad tidak baik Tergugat/Termohon
Kasasi dengan cara menggunakan packaging yang disertai gambar yang
identik dengan packaging produk Penggugat/Pemohon Kasasi sehingga
dapat menimbulkan kebingungan publik untuk menentukan asal-usul suatu
produk yang mengindikasikan adanya persaingan curang untuk meraih
keuntungan melalui jalan pintas (passing off) ;

6. Bahwa begitu pula dengan bilamana dicermati dan diteliti dengan
seksama maka terhadap Merek terdaftar milik Pemohon Kasasi (bukti P-24
dan P-27) dengan Merek tidak terdaftar milik Termohon Kasasi (bukti P-10
dan P-12) terlihat dengan jelas kedua Merek tersebut mempunyai
persamaan pada pokoknya yakni dari gambar atau lukisan dua ekor ikan lele
yang menghadap ke bawah serta diapit 2 helai padi berpita, di mana gambar
atau lukisan dalam kemasan beras milik Termohon Kasasi tersebut jelas-
jelas menjiplak dan memodifikasinya sedemikian rupa gambar atau dari
lukisan yang terdapat kemasan beras milik Pemohon Kasasi yang juga
terdaftar sebagai Hak Merek (bukti P-4) dan Hak Cipta (bukti P-30) yang
sah, dengan jelas tindakan Tergugat/Termohon Kasasi adalah juga
merupakan perbuatan curang (unfair competition) yang pada gilirannya
dapat membuat kerancuan pada masyarakat mengingat adanya itikad tidak
baik Tergugat/Termohon Kasasi dengan cara menggunakan packaging yang
disertai gambar yang identik dengan packaging produk Penggugat/Pemohon
Kasasi sehingga dapat menimbulkan kebingungan publik untuk menentukan
asal-usul suatu produk yang mengindikasikan adanya persaingan curang
untuk meraih keuntungan melalui jalan pintas (passing off) ;

7. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dan bukti pendapat saksi ahli yang
diajukan dalam persidangan mengenai adanya persamaan pada pokoknya

antara Merek (tidak terdaftar) milik Tergugat/Termohon Kasasi dan Merek
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terdaftar milik Penggugat/Pemohon Kasasi di mana telah dijelaskan bahwa
Merek (tidak terdaftar) milik Tergugat/Termohon Kasasi memiliki persamaan
pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Penggugat/Pemohon Kasasi
dari segi gambar dan atau lukisan seekor ikan lele yang menghadap ke atas
dan 2 helai padi berpita serta gambar dan atau lukisan 2 ekor ikan lele
menghadap ke bawah dan 2 helai padi hal ini juga ditegaskan dengan
yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No0.2279 K/Pdt/1992 tertanggal 6
Januari 1998 yang menyatakan bahwa Merek yang mempunyai
persamaam pada pokoknya maupun secara keseluruhan dapat di
deskripsikan sebagai berikut :
= Sama bentuk (Similarity of Form) ;
= Sama komposisi (Similarity of Composition) ;
= Sama kombinasi (Similarity of Combination) ;
= Sama unsur elemen (Similarity of Element) ;

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Rl No0.352/K/Sip/1975 yang
berbunyi : “Adanya persamaan antara Merek sengketa yang berupa
Merek kombinasi harus dinilai secara keseluruhan baik berupa bagian
yang merupakan inti Merek tersebut bahwa pada waktu penilaian secara
keseluruhannya pada Merek lukisan terutama harus diperhatikan pada
kesan yang timbul pada mata pembeli menurut bentuknya dan jenis
barang yang sejenis" ;
a.-Bahwa termuat juga dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a)

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, "yang
dimaksud dengan persamaan pada pokoknya kemiripan yang
disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara
Merek-Merek yang satu dengan yang lain yang dapat menimbulkan
kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan,
cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun
persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam Merek-Merek
tersebut”;

b. Bahwa yang dimaksud persamaan pada pokoknya seperti yang
ditetapkan dalam : WORLD TRADE SYMPOSIUM, Cannes, Perancis
tanggal 5-9 Februari 1992 yang menyatakan persamaan itu ada
apabila:

1) adanya persamaan rupa atau penampilan (similarity of

appearance) ;
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2) adanya persamaan bunyi (Sound Similarity) ;

3) adanya persamaan pengertian atau konotasi (Connotation
Similarity) ;

4) adanya persamaan kesan dalam perdagangan (Similarity
in Commercial Impression) ;

5) adanya persamaan jalur perdagangan (Similarity of Trade
Channel);

Dan juga pendapat lain dari : WAYNE COVELL dalam TRADE MARK

REPORTER Vol 82 Mei - Juni 1992 No.3. Persamaan pada pokoknya

juga ada apabila :

- Persamaan pandangan (Visual Similarity) ;

- Persamaan kemasan (Packing Similarity) ;

- Persamaan dalam asosiasi (Similarity in Association) ;

- Persamaan fungsi dan pemakaian (Similarity in Function and Use);

Bahwa dengan melihat berbagai sumber keilmuan di atas sudah

sangatlah jelas dan dapat disimpulkan bahwa Merek (tidak

terdaftar) milik Tergugat/Termohon Kasasi mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik Penggugat/Pemohon

Kasasi;

8. Bahwa sengketa Merek tersebut telah juga dilaporkan secara pidana
oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan telah mendapatkan keterangan ahli
dari Direktorat Merek Departemen Hukum dan Ham RI yang menyatakan
antara Merek-Merek tersebut di atas mempunyai persamaan pada pokoknya
(bukti P- 18) ;

9. Bahwa judex facti telah keliru, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama
memutuskan dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon
Kasasi yaitu bukti T-5, T-6, T-7 dan T-8 di mana Majelis Hakim tingkat
pertama dalam pertimbangan hukumnya di dalam halaman 38 menyebutkan
bahwa bukti sertifikat Merek tersebut adalah sertifikat Merek kepunyaan
Tergugat/Termohon Kasasi, bagaimana bisa, karena secara jelas bukti
sertifikat Merek tersebut adalah Merek milik orang lain, dan bukti tersebut
telah ditolak oleh Penggugat/Pemohon Kasasi karena tidak memenuhi syarat
sebagai bukti otentik (hanya berupa foto copy) justru hal ini menjadi dasar
pertimbangan yang sangat keliru dan tindakan yang sangat berani dalam
mengaburkan fakta yang ada dalam persidangan, demikian kutipan

pertimbangan tersebut ;
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"Menimbang, bahwa juga dengan berdasarkan bukti T-57T-6.T-7,T-
8,T-10 yaitu dari Departemen Kehakiman RI Dirjen Hak Cipta, Paten
dan Merek tersebut yang menyatakan Merek Raja Lele milik
Tergugat telah didaftar di Dirjen Hak Cipta dan Merek dan juga menyatakan
bahwa Merek milik Tergugat tidak ada persamaan pada pokoknya dengan
Merek Penggugat"

10.Bahwa dengan melihat juga dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di
atas terdapat kekeliruan besar yang di kemukakan oleh Majelis Hakim pada
tingkat pertama yakni berdasarkan bukti T-10 Majelis Hakim menyatakan
bahwa Merek Tergugat/Termohon Kasasi tidak ada persamaan pada
pokoknya ; bilamana kita cermati bersama bukti tersebut adalah permintaan
mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya yang diajukan
Tergugat/Termohon Kasasi antara Merek milik Penggugat/Pemohon Kasasi
dengan Merek orang lain, bukan Merek dari Tergugat/Termohon Kasasi.
Bagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama bisa menyimpulkan adanya
persamaan pada pokoknya dengan mengaburkan dan memelintir bukti yang
ada ? ;

11.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dengan tidak
memperhatikan bukti P-13 yaitu bukti sertifikat hak Merek satu-satunya milik
Tergugat/Termohon Kasasi di mana dalam sertifikat tersebut etiket
Mereknya hanyalah berupa susunan huruf "HSBM" tanpa gambar atau
lukisan apapun tetapi dalam kemasan beras milik Tergugat/Termohon
Kasasi terdapat gambar dan atau lukisan ikan lele dan beberapa helai padi
berpita, di mana dalam hal ini secara jelas terlihat perbuatan pelanggaran
Merek yang di lakukan oleh Tergugat/Pemohon Kasasi ;

12.Bahwa judex facti telah keliru karena tidak memperhatikan fakta-fakta yang
terungkap dalam persidangan di mana dari bentuk badan usaha yang dimiliki
oleh Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu dengan nama CV. HASIL BUMI
CITRA juga di dompleng bentuk nama usahanya oleh Tergugat/Termohon
Kasasi dengan nama UD. HASIL BUMI yang disingkat "HSBM" dapat terlihat
secara jelas perbuatan curang yang dapat menimbulkan tautan pikiran
masyarakat yang seakan-akan produk beras tersebut berasal dari produsen
yang sama yang dilakukan Tergugat/Termohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 12 :
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bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti
salah melakukan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan
Penggugat, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini :

- Bahwa Tergugat mengakui bahwa ia mengajukan permohonan maaf kepada
Penggugat karena Tergugat telah memakai merek-merek Penggugat (bukti
P-15) ;

- Bahwa merek-merek yang digunakan Tergugat menggunakan bahan
kemasan yang sama dengan bahan yang digunakan Penggugat vyaitu
bahan : plastik dan karung plastik. Begitu pula ucapan yang sama (Lele),
tulisan yang sedemikian, yaitu Rojo Lele, gambar Lele, dengan demikian
terdapat persamaan pada pokoknya antara merek-merek yang digunakan
Tergugat, dengan merek-merek terdaftar milik Penggugat, hal-hal tersebut
akan mengecohkan para pelanggan/pembeli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JOHN SANJAYA TJWA tersebut
dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya
No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. tanggal 3 November 2009, sehingga
Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang
akan disebutkan di bawah ini. Sedangkan mengenai besarnya ganti rugi adalah
adil sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001
tentang Merek, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.
14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5
Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JOHN
SANJAYA TJWA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri
Surabaya No. 02/HKI/Merek/2009/PN.Niaga.Sby. tanggal 3 November 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI :
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- Menyatakan gugatan Penggugat dalam provisi dinyatakan ditolak seluruh-

nya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Pengugat sebagai pemilik dan pendaftar Merek pertama atas
Merek:

a.

Hak Merek ROJO ikan LELE sebagaimana tercantum dalam Sertifikat
Merek Nomor IDM 190095 tertanggal 10 Januari 1985 untuk
melindungi kelas barang 30, yang diperpanjang pada tanggal 14 Juni
1995 dengan Nomor Perpanjangan 337008 tertanggal 13 Desember
1996 (Vide bukti P-1) dan kemudian diperpanjang lagi tertanggal 15
Oktober 2004 dengan Nomor IDM 000018935 ;

Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100808 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

Hak Merek RAJA ikan LELE tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor: IDM 000100809 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

Hak Merek DUA RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2006
sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM
000100810 untuk melindungi kelas barang 30 ;

Hak Merek RAJA IKAN LELE, tertanggal 4 Desember 2006 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100811 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 4 Desember 2004 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000100812 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

Hak Merek RAJA IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171006 untuk
melindungi kelas barang 30 ;

Hak Merek ROJO IKAN LELE tertanggal 29 Juli 2008 sebagaimana
tercantum dalam Sertifikat Merek Nomor IDM 000171005 untuk

melindungi kelas barang 30 ;

3. Menyatakan Merek "HSBM" dan atau Rojo Lele HSBM yang bergambar

dan atau lukisan ikan lele dan helai padi milik Tergugat yang tidak
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terdaftar dalam Daftar Umum Merek mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan Merek milik Penggugat ;

4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan pelanggaran Merek
terhadap Merek milik Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat
sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam
semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2010 oleh H. Atja Sondjaja, SH.,
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Maijelis, H. Dirwoto, SH., dan H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., Hakim Agung
sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH., MH., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :

Ttd./ H. Dirwoto, SH., Ttd./

Ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM., H. Atja Sondjaja, SH.,
Biaya-biaya : Panitera Pengganti :
1.Meterai.......... Rp. 6.000,- Ttd./
2.Redaksi......... Rp. 1.000,- Dandy Wilarso, SH., MH.,

3. Administrasi kasasi Rp.4.993.000,-
Jumlah...Rp.5.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )
NIP : 040049629
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Telp. 021, 5525388, 5524838 Fax 021 5525366,
Ermail: Wabsite: http/fverw. dgipogo.id

SURAT KETERANGAN RISET
NO. HK1.4 HL06.06.06-190/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : TOMY PASCA RIFAIL
NCHL MAHASISWA 0706278986
FFakultas :FARKULTAS HUK LM,

UNMIVERSITAS INDONESIA

Benar telah mengadakan riset berupa wawancara, tanya jawab dan pengumpulan
dala di Direktorat Merck, Dircklorat Jenderal Hak Kekayaan Intelekiual, Kementerian
Hukum dan HAM Rl, pada tanggal 27 Juni 2011 dalam rangka penyusunan skripsi
dengan judul "TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN MEREK DALAM
KEMASAN DAGANG”

Demikian kami terangkan agar dapat dipergunakan seperlunya,

Tangerang, 27 Juni 2011

a_n, Kasuhdit, Pelavanan Hulum

Tinjauan yuridis ..., Tomy Pasca Rifai, FH Ul, 2011
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